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ABSTRAK 
Arief Budiono, S 310906203, KEBIJAKAN PERUM KEHUTANAN KESATUAN 
PEMANGKUAN HUTAN SARADAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS 
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
HUTAN BERSAMA MASYARAKAT. 
TESIS : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Saradan 
mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk 
mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Saradan melalui 
Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain. 
Penelitian ini merupakan penelitian Non doktrinal dengan pendekatan kualitatif yaitu 
sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan). Lokasi penelitian adalah 
di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Saradan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data 
primer dan data sekunder. Pengambilan sample dengan metode purposive sampling dan dianalisis 
dengan analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PHBM 
memiliki tujuh tujuan yaitu : perencanaan danpelaksanaan kegiatan lebih fleksibel, meningkatkan 
tanggung jawab Perum Perhutani (KPH Saradan) terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat 
hutan, meningkatkan peran dan akses masyarakat desa hutan (MDH) dan stake holder terhadap 
pengelolaan SDH, menselaraskan PHBM dengan pembangunan wilayah, meningkatkan sinergitas 
dengan Pemda, meningkatkan usaha produktif agar masyarakat mandiri dan mendukung 
peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). 
Setelah beberapa tahun dilaksanakan maka tujuan yang berhasil dicapai : 1) PHBM 
berhasil meningkatkan pendapatan MDH, 2) Meredanya konflik yang terjadi antara Perhutani 
KPH Saradan dan masyarakat sekitar hutan, 3) Berhasil menurunkan angka illegal logging, 4) 
Berhasil menselaraskan PHBM dengan pembangunan wilayah oleh Pemda melalui Forum 
Komunikasi PHBM. Tujuan PHBM yang tidak tercapai adalah : 1) Tidak berhasil meningkatkan 
usaha produktif masyarakat dan gagal meningkatkan IPM MDH, 2) Kebijakan PHBM belum 
mencakup seluruh desa hutan, 3) Tujuan hutan lestari tidak tercapai karena 7.795,7 ha yang rusak 
belum direboisasi 
Kebijakan yang ditempuh Perum Perhutani KPH Saradan sebagai upaya agar PHBM dapat 
mencapai tujuan adalah: 1) Membentuk unit pelaksana dengan PHBM SK Administratur No. 
27/KPTS/SRD/II/2007, 2) Melaksanakan PHBM sesuai Juklak PHBM yaitu SK Kepala Perum 
Perhutani Unit II No. 285/KPTS/11/2004, 3) Memulihkan kepercayaan masyarakat desa hutan di 
wilayah kerjanya agar dapat menjalin kerjasama PHBM, 4) Mengambil diskresi menghapus 
penerapan silvi culture yang banyak dikeluhkan MDH, 5) Mengadakan sosialisasi PHBM di 39 
desa hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan, 6) Melaksanakan PHBM sesuai prinsip 
community forestry yaitu prinsip co-operation, co-management dan co-responsibility, 7) 
Mengadakan perencanaan dan formulasi PHBM agar PHBM dapat diterima oleh MDH, Pemda 
maupun stake holder lainnya, 8) Menguji coba PHBM di desa Bringin, kab. Ngawi, 9) Bersedia 
berbagi hasil hutan kayu maupun non kayu dengan MDH di lakukan sebelumnya, 10) Menjalin 
kerjasama dengan Pemda melalui Forum Komunikasi PHBM agar dapat selaras PHBM dengan 
program pembangunan wilayah oleh Pemda. 
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ABSTRACTION 
 
Arif Budiono, S 310906203, The policy of Perhutani Public Company of Saradan unit forest 
management alliance in forest management based on society participation through the forest 
resources management program together with the society. 
Thesis: post graduate program of Surakarta Eleven March University. 
  
This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Saradan unit 
has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal 
that has been reached by the Perhutani Public Company of Saradan unit through the PHBM 
policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest 
preservation on the other hand. 
This research is a non Doctrinal research with Qualitative approach is a something is 
seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the 
Perhutani Public Company of Saradan unit. The kind of data in this research consists of primary 
data and secondary data. The sample with drawal  is done by using purposive sampling method 
and is analyzed by Qualitative analysis. 
Based on the research result and it’s study. The conclusion can be taken that the PHBM 
policy has seven main goals, namely the more flexible of planning and carrying- out the activity, 
enhancing the Perhutani public company responsibly (Saradan Unit ) towards the continuation of 
forest function and it’s benefit. Enhancing the role and access of the forest- village society 
(MDH) and the stake holder toward the SDH management. Harmonizing PHBM with the zone 
development, enhancing the productive effort so that society becomes independent and 
supporting the enhancement of human development index (IPM) .  
Some steps that are done by forestry public company KPH sardine in order to make 
PHBM reach it’s goal are : 1) creating a carry-out unit with PHBM SK Administrator no. 
27/KPTS/SRD /II/2007, 2) Implementing PHBM in accordance with the “Juklak” of PHBM that 
is the SK from the head of Perhutani Public Company Unit II No. 285/KPTS /11/2004, 3) 
restoring the trust of forest village society in it’s working zone so that the PHBM cooperation 
can be done. 4) taking the discretion to wipe out the silvi culture application being complained 
by MDH, 5) having a PHBM socialization in 39 forest villages in the area of forestry public 
company KPH saradan, 6) carrying- out the PHBM in accordance with the community forestry 
principle that  are co-operation, co- management and co- responsibility principle, 7) having some 
PHBM planning and formulation in order to be accepted by the MDH, local authority and other 
stake holders, 8) having some test on the PHBM in bringin village, ngawi, 9) willing to share 
either the woods forest or non-wood with the MDH being done before, 10) keeping some co-
operation with the local authority through the PHBM communication forum so that the harmony 
can be created between the PHBM with the area developing program done by the local authority. 
 After several years of effort, the goal is accomplished : 1) PHBM has succeeded in 
enchanting  the MDH income, 2) the conflict happened between the forestry is pacified, 3) the 
number of illegal logging can be decreased, 4) The PHBM with the area development program 
by. local authority are in harmony relationship because of the PHBM communication forum 
however, there are there goals of PHBM that cannot be done: 1) Society productive effort and 
IPM MDH enhance meant, 2) The PHBM policy does not include all forest villages, 3) The goal 
of making some everlasting forest is not accomplished since 7,795,7 acre of damaged forest is 
still being left alone.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Permasalahan 
Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki areal hutan yang sangat luas 
sebagai karunia dari Allah Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang harus di 
manfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan perlu juga dilestarikan. 
Pendiri negara memandang perlunya sumber daya hutan untuk dikuasai oleh negara 
dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemikiran dari para pendiri negara terkandung 
dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
Zaman perjuangan menegakkan kemerdekaan maka hutan memiliki fungsi 
pelindung bagi para pejuang kemerdekaan, terutama bila sedang menjalankan perang 
gerilya, dan hutan juga sebagai sarana penyediaan sarana logistik (Fattah, 1999 : 11). 
Pengelolaan hutan dikelola secara desentralistik  tahun 1957 ketika dikeluarkan PP No. 64 
tahun 1957 dengan prinsip desentralisasi pengelolaan hutan berupa pembentukan dinas 
kehutanan daerah dan dibentuknya Perusahaan Negara Kehutanan (Perum Perhutani). 
Sejak itulah hak menguasai hutan oleh negara, sebagian kewenangannya dapat 
diberikan kepada daerah dalam rangka medebewind (asas tugas pembantuan) dan kepada 
pejabat pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi. Tugas itu dapat juga dilimpahkan 
kepada departemen, lembaga non departemen, masyarakat adat atau badan hukum tertentu 
dengan hak pengelolaan. (Boedi Harsono, 2002 : 52) 
xxvii 
Pada masa awal orde baru maka kebijakan di bidang kehutanan berubah. 
Pemerintah orde baru menafsirkan secara resmi ideologi dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 
dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Kehutanan, dan merubah status Direktorat Jendral Kehutanan menjadi Departemen 
Kehutanan. Hal inilah yang merubah secara drastis wajah pengelolaan hutan Indonesia 
menjadikannya pengelolaan hutan sebagai “timber growing business” dan mengelola hutan 
dengan paradigma ekonomi kehutanan sebagai Panglima. (Subadi, 2005 : 3) 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diartikan oleh pemerintah orde baru sebagai dasar hak 
menguasai negara dan sebagai pengatur segala kegiatan manusia yang berhubungan 
dengan masalah pengelolaan sumber daya hutan. Hutan dan kebijakan di bidang kehutanan 
dikuasai oleh otoritas ekslusif pemerintah secara menyeluruh dan tidak dapat digoyahkan 
dalam penguasaan negara sehingga terbentuklah piramida birokrasi kehutanan. 
Berdasarkan teori tentang negara, dijelaskan bahwa negara memiliki sifat memaksa 
dan mencakup semua, maka di Indonesia diterbitkan Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 
sebagai suatu tafsir otentik atas pasal 33 (3) UUD 1945 dimana dalam Pasal 15 UU No. 05 
tahun 1964 diatur bahwa semua hutan di Indonesia adalah dalam kekuasaan (dikuasai) 
negara sehingga tampak jelas nuansa sentralisme melalui tangan Departemen Kehutanan, 
sedangkan khususnya untuk hutan-hutan diwilayah Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil 
sekitarnya maka pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara 
(Perum Perhutani). 
Berbicara mengenai hutan yang dikelola Perum Perhutani maka kita dapat 
membayangkan betapa luasnya, yang terdiri atas 3.000.000 (tiga juta) hektar atau seluas 
kurang-lebih 30% luas Pulau Jawa (Subadi, 2005 : 6) yang didominasi hutan kayu jati 
dengan nilai ekonomis yang tinggi, dimana alasan nilai ekonomis inilah yang justru 
xxviii 
menjadi alasan mengapa pusat sangat memperhatikan dan mempertahankan kebijakan 
sentralistis dalam masalah pengelolaan sumber daya hutan. 
Pada masa orde baru ini akumulasi kekecewaan akibat kebijakan sentralistis dalam 
masalah pengelolaan sumber daya hutan dapat dikendalikan dengan kebijakan represif 
bertangan besi, namun setelah orde baru tumbang oleh gerakan reformasi maka terjadi 
ledakan permasalahan dengan sangat masif. Ketika masyarakat juga mengetahui nilai 
ekonomis kayu dan menganggap hutan sebagai peninggalan nenek moyang sehingga 
menimbulkan penjarahan hutan dan ilegal logging. 
Masyarakat sekitar hutan akhirnya menjadikan perambahan hutan dan illegal 
logging sebagai pekerjaan yang lumrah, bahkan ada yang melakukan secara profesional 
dan massal. Sedangkan penegakan hukum kurang berdaya karena Polisi Hutan (Polhut) 
Perum Perhutani berjumlah terbatas dengan sarana dan prasarana tidak memadai. 
Hal ini terjadi karena adanya proses peminggiran terhadap hak-hak masyarakat 
lokal yang telah turun-temurun menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (I 
Nyoman Nurjaya, 1999 : 149). Dengan pola peminggiran ini masyarakat sekitar hutan 
dipaksa bertindak dan berada dalam posisi “penonton yang baik” atas hamparan emas hijau 
(kayu jati) yang membentang dengan nilai ekonomis tinggi. Sedangkan yang mereka lihat 
menikmati hamparan emas hijau ini justru orang-orang yang tidak mereka kenal yang 
memiliki jabatan dan hak mengelola hutan. Hal ini berdampak pada sulitnya penghidupan 
masyarakat sekitar hutan yang bahkan tidak jarang menjadi masyarakat yang terisolir, 
miskin dan jauh dari berbagai fasilitas umum. Keterbatasan akses pendidikan, kesehatan 
dan berbagai pelayanan publik lain, serta  apalagi ditambah dengan terjadinya krisis 
ekonomi sehingga masyarakat sekitar hutan mengalami akumulasi kekecewaan terhadap 
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berbagai ketidakadilan yang mereka rasakan dalam pengelolaan sumber daya hutan, yang 
akumulasi ini meledak pada akhir masa orde baru ketika tatanan menjadi lemah. 
Setelah masa reformasi muncul paradigma baru dalam pengelolaan hutan, dimana 
paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management) 
menjadi populer dan mewujud dalam kebijakan social forestry yang menekankan peran 
utama masyarakat dalam pengelolaan hutan (Suwignyo Utama, 2006 : 12) dan dalam 
paradigma baru ini ada dua tujuan utama secara bersamaan yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. 
Pada masa reformasi muncul paradigma baru pengelolaan hutan yang berbasis 
masyarakat telah membuat Undang-Undang Nomor 05 tahun 1967 tidak lagi sesuai dengan 
keadaan karena sangat sentralistis dan berparadigma lama (timber growing business) dan 
digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang 
menganut konsep desentralisasi dan dianggap lebih peduli terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 
Berdasarkan Undang-undang tersebut maka pihak Perum Perhutani meluncurkan 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tahun 2001 dengan keputusan Ketua 
Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM dan 
selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 
268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama 
Masyarakat Plus (PHBM Plus). Kebijakan PHBM oleh Perum Perhutani KPH Saradan ini 
sekaligus pengakuan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya hutan berbasis 
masyarakat atau community forestry dan di implementasikan melalui kebijakan riil di 
lapangan. Kebijakan PHBM adalah sebuah kebijakan pengelolaan hutan yang memadukan 
aspek-aspek ekonomi, ekologi maupun sosial untuk secara bersama dengan masyarakat 
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sekitar hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mengelola sumber daya 
hutan  dengan jiwa berbagi dan prinsip kesetaraan. Kebijakan Pengelolaan hutan berbasis 
partisipasi masyarakat sebelumnya belum pernah diadopsi dan diterapkan oleh Perum 
Perhutani KPH Saradan di wilayahnya, perubahan keadaan sosial masyarakat 
menyebabkan kebijakan pengelolaan hutan berparadigma business timber growing 
(kebijakan lama) menjadi tidak relevan lagi. 
Kebijakan PHBM secara sosial dan profesional memiliki tujuan menurut SK direksi 
No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman PHBM Plus sebagai berikut: 
1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel. 
2. Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan 
pihak berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya 
hutan. 
3. Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran dan akses masyarakat desa hutan 
serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. 
4. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan 
pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa 
hutan. 
5. meningatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stake holder. 
6. Meningkatkan usaha-usaha produkif menuju masyarakat mandiri hutan lestari.  
7. Mendukung peningkatan IPM dengan tiga indikator : tingkat daya beli, tingkat 
pendidikan dan tingkat kesehatan. 
Perum Perhutani KPH Saradan dalam mewujudkan tujuan PHBM perlu 
melaksanakan beberapa upaya teknis agar PHBM dapat di mengerti dan di terima oleh 
masyarakat desa hutan sehingga terjalin kerjasama yang integral  karena kebijakan PHBM 
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hanya bisa terwujud apabila tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat sekitar hutan, 
Pemda dan stake holder memadai, tanpa kerjasama yang baik dian tara para pihak maka 
PHBM tidak akan mungkin akan dapat mencapai tujuannya. 
 Sisi Positif pelaksanaan PHBM yang dilaksanakan mulai diuji coba tahun 2003 
dan secara resmi mulai tahun 2004 adalah bahwa semakin banyak wilayah desa hutan yang 
menjalin perjanjian PHBM dengan Perum Perhutani KPH Saradan maka semakin menurun 
pula angka illegal logging yang terjadi melalui peran aktif masyarakat dalam menjaga 
hutan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan baik dengan 
bagi hasil hutan, bantuan maupun kesempatan bagi masyarakat untuk bertani di hutan. 
PHBM sebagai sebuah kebijakan community forestry tidak mungkin dapat berjalan tanpa 
bantuan pihak lain dalam hal ini Pemda maupun stake holder lain agar kebijakan PHBM 
sesuai dengan kegiatan pengembangan wilayah sehingga kebijakan PHBM dapat lebih 
berhasil. 
Setelah kebijakan PHBM dilaksanakan beberapa tahun oleh Perum Perhutani KPH 
Saradan sampai sejauh manakah tingkat pencapaian tujuan  kebijakan PHBM sebagai 
kebijakan pengelolaan hutan berparadigma community foresty atau kebijakan pengelolaan 
hutan yang memiliki pandangan untuk mengedepankan peran masyarakat dalam 
pengelolaan hutan dan pengakuan atas hak dan kepentingan serta akses masyarakat dalam 
sistem kehutanan kemasyarakatan (I Nyoman Nurjaya, 1999 : 8) dalam mencapai tujuan 
sebagaimana di harapkan dan bagaimanakah penerimaan masyarakat sekitar hutan 
terhadap kebijakan tersebut? 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji 
kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang ditempuh Perum 
Perhutani. Penulis dalam penelitian ini mengambil judul : 
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“KEBIJAKAN PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN 
SARADAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS PARTISIPASI 
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA 
MASYARAKAT”. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang dilaksanakan 
Perum Perhutani KPH Saradan telah mencapai tujuan sebagaimana yang 
diharapkan ?  
2. Kebijakan apa yang ditempuh Perum Perhutani KPH Saradan sebagai upaya 
mencapai  tujuan PHBM tersebut ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian adalah : 
1. Untuk mengkaji apakah kebijakan yang diambil oleh pihak Perum Perhutani KPH 
Saradan dalam pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat melalui program 
pengelolaan hutan bersama masyarakat telah mencapai tujuan sebagaimana yang di 
harapkan. 
2. Untuk mengetahui kebijakan apa yang ditempuh Perhutani KPH Saradan sebagai 
upaya mencapai tujuan PHBM tersebut. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Secara teoritis memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
serta ilmu lain yang terkait dengan hasil penelitian ini. Disamping itu, hasil 
penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan pada masa mendatang. 
2. Secara praktis memberi masukan kepada pihak Perum Perhutani KPH Saradan 
dalam kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sedang 
dilaksanakan oleh pihak Perum Perhutani KPH Saradan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A.  Teori Kebijakan Publik 
1. Perumusan Kebijakan Publik 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia maka kebijakan berasal dari kata “bijak” 
yang berarti selalu menggunakan akal budinya, atau memiliki kemahiran. Sedangkan 
kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 
dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak 
(tentang pemerintah, dan sebagainya), pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau 
maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan 
atau garis halauan (Depdikbud, 1995 : 31). 
Adapun sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan punya arti atau 
bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi 
terhadap kebijakan masih bersifat abstrak dalam realita nyata. Kebijakan yang 
dimaksudkan adalah berkaitan dengan kebijakan publik, dengan kata lain, kebijakan 
berusaha menimbulkan hasil atau         outcome yang dapat dinikmati oleh kelompok 
sasaran (Joko Widodo,             2001 : 192). 
 
 
Menurut Mazmanian dan Sabiter (dalam Joko Widodo, 2001 : 190), 
menjelaskan mengenai makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami 
apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
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dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk 
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 
Jadi agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya serta dapat diwujudkan maka 
harus dipersiapkan dengan baik karena sebaik apapun perencanaan dan persiapan 
namun bila tidak ada perumusan yang teliti maka apapun yang menjadi tujuan 
kebijakan tidak akan tercapai. 
Menurut Thomas R. Dye (dalam Islami, 2004 :18) bahwa kebijakan publik 
adalah “public policy is what ever government choose to do or not to do”, yaitu bahwa 
apapun pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintahan itulah yang 
merupakan public policy atau kebijakan pemerintah. 
Menurut Carl J. Friedrich kebijaksanaan negara adalah suatu arah tindakan 
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari 
peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam 
Solichin Abdul Wahab, 2004 : 3). 
Menurut William N. Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan 
yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada 
bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, 
energi, kesehatan, pendidikan, kesehatan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-
lain (dalam Inu Kencana Syafi’ie, 1999 : 17). 
Menurut Heinz Eulau. dan Kenneth (dalam Sarjiyati, 2006 : 16) kebijakan 
publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan 
(reppeatiness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang 
mematuhi keputusan tersebut. 
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Istilah public policy yang dapat disamakan dengan istilah kebijakan publik, 
kebijaksanaan pemerintah, kebijakan negara atau lainnya maka Soenarko berpendirian 
bahwa apabila yang dimaksud itu sudah dimengerti bersama maka soal nama terserah 
kepada masing-masing orang (Soenarko, 2000 : 43). 
Menurut Charles Lindblom (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997 : 35) 
pembuatan kebijakan publik (public policy making) pada hakikatnya : 
“Merupakan proses politik yang amat komples dan analitis dimana tidak 
mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu 
sesungguhnya tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan itu agak kompleks 
yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulah yang selanjutnya 
membuahkan hasil yang disebut kebijakan.” 
 
Sedangkan menurut Amitai Etzioni (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997 : 95) 
menjelaskan bahwa : 
“Melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat 
yang acap kali masih kabur dan abstrak sebagai mana tampak dalam nilai-nilai 
dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam 
komitmen-komitmen yang lebih spesifik … menjadi tindakan dan tujuan-tujuan 
yang konkrit.” 
 
Menurut Chief J. O. Udoji (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 16-17) yang 
merumuskan tentang kebijakan sebagai berikut : 
“Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefisian 
masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam 
bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut kedalam 
sistem politik, pengupayaan pengenaan sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah 
tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan, monitoring dan peninjauan 
kembali.” 
 
Ada 3 alasan mempelajari kebijakan negara menurut Anderson dan Thomas R. 
Dyle (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997 : 12-13), yaitu : 
a) Dilihat dari alasan ilmiah (Scientific reason) 
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Kebijakan negara dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan yang 
lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan negara, berikut proses-
proses yang mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada 
masyarakat. 
b) Dilihat dari alasan profesional (Profesional reason) 
Maka studi kebijakan negara dimaksudkan untuk menerapkan pengetahuan 
ilmiah dibidang kebijakan negara guna memecahkan masalah sosial sehari-hari. 
Sehubungan dengan ini, terkandung sebuah pemikiran bahwa apabila kita 
mengetahui tentang faktor yang membentuk sebuah kebijakan negara, atau 
memberikan atau mengevaluasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran. 
c) Dilihat dari alasan politis (Political reason) 
Mempelajari kebijakan negara dimaksudkan agar pemerintah dapat 
menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. 
Agar memperoleh sebuah kebijakan publik yang tepat maka pembuatan 
kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan sebagaimana dikemukakan Parson (dalam 
T. Saful Bahri, Hasel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini, 2004 : 56), yaitu : 
a) Tahap meta pembuatan kebijakan publik (meta policy malenzstage) 
1. Pemprosesan nilai 
2. Pemprosesan masalah 
3. Pemprosesan pengembangan SDA 
4. Desain evaluasi dan redesain sistem pembuatan kebijakan publik 
5. Pemprosesan realitas 
6. Pengalokasian masalah, nilai dan sumber daya 
7. Penentuan strategi pembuatan kebijakan 
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b) Tahap pembuatan kebijakan publik (policy making stage) 
1. Alokasi sumber daya 
2. Penetapan tujuan operasiaonal dengan beberapa prioritas 
3. Penetapan nilai-nilai yang signifikan dengan beberapa prioritas 
4. Menyiapkan alternatif-alternatif kebijakan secara umum 
5. Penyiapan prediksi yang realistis atas berbagai alternatif tersebut diatas berikut 
kemungkinan manfaat dan kerugian 
6. Membandingkan alternatif yang ada sekaligus melakukan alternatif yang 
terbaik 
7. Melakukan ex-ante evaluation atas alternatif yang dipilih 
c) Tahap pasca pembuatan kebijakan (post policy making stage) 
1. Memotivasi kebijakan yang hendak diambil 
2. Mengambil dan memutuskan kebijakan publik 
3. Mengevaluasi proses pembuatab kebijakan publik yang telah dilakukan 
4. Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan. 
Menurut Solichin Abdul Wahab (dalam T. Saiful Bahri. Hasel Nogi S. 
Tangkilisan, Mira Subandini, 2004 : 59) dikatakan bahwa proses komunikasi kebijakan 
publik, yang hasil pokoknya didapatkan dari pemilihan sekian banyak alternatif untuk 
mengatasi suatu masalah , metode yang dipakai adalah pemilihan dari sekian banyak 
alternatif untuk menguji kelayakan sebuah kebijakan sangatlah diperhatikan dalam 
proses kebijakan publik. Dikenal dengan konsep ex ante evaluation, yaitu sebuah 
keinginan menguji rancangan putusan yang telah melalui tahap pemprosesan dimana 
evaluasi dilakukan sebelum kebijakan publik itu diterapkan. 
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Formasi kebijakan publik yang baik berorientasi pada implementasi dan 
evaluasi. Sebab, seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi 
kebijakan publik adalah sebuah uraian yang sarat pesan ideal dan normatif tapi tidak 
membumi. Padahal sebuah formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah sebuah 
uraian atas kemantapan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang fleksibel 
terhadap realitas, kendati pada akhirnya tidak sepenuhnya presisi dengan nilai-nilai 
ideal normatif. Itu tidak masalah asalkan kebijakan publik itu presisi dengan realitas di 
lapangan (T. Saiful Bahri. Hasel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini, 2004 : 61-62). 
Menurut Don K. Price (dalam Solichin Abdul Wahab, 2004 : 58) menyebutkan 
bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan kebijakaan publik adalah para 
pihak antara lain kelompok ilmuan, pemimpin, organisasi profesional, para 
administrator dan para politikus. 
Teori kebijakan publik diperlukan karena Perum Perhutani yang telah ditunjuk 
oleh pemerintah melalui PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani guna 
mengelola sumber daya hutan di pulau Jawa sehingga dengan demikian maka segala 
tindakan Perum Perhutani dalam melaksanakan tugasya mengelola sumber daya hutan 
di pulau Jawa dapat disebut sebagai kebijakan publik sekalipun Perum Perhutani 
sendiri berbentuk Perusahaan Umum  
2. Implementasi Kebijakan Publik 
Berdasarkan definisi kebijakan publik diatas maka pada dasarnya kebijakan 
publik memiliki implikasi sebagai berikut : 
1. Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah penetapan tindakan pemerintah. 
2. Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup dinyatakan dalam bentuk teks-teks 
formal belaka namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata. 
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3. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus mempunyai tujuan-tujuan 
dan dampak-dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah di 
pikirkan secara matang terlebih dulu. 
4. Dan pada akhirnya seluruh proses yang ada diatas di peruntukkan bagi pemenuhan 
kepentingan masyarakat (Muchsin Fadillah Putera, 2004 : 28) 
Dari empat hal diatas yang penting adalah poin terakhir, yakni keterkaitan 
antara kebijakan publik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sebab pada fokus 
ini kita dapat melihat secara sangat sensitif tentang alasan keberadaan dari pada 
kebijakan publik tersebut. Kenyataan bahwa sebuah kebijakan publik sebagai sarana 
pemenuhan kebutuhan masyarakat, itu berarti bahwa ukuran sukses tidaknya sebuah 
kebijakan publik bergantung pada penilaian masyarakat, bila masyarakat menilai 
bahwa kebutuhannya telah terpenuhi maka dengan sendirinya kebijakan publik itu akan 
dianggap telah menjalankan fungsinya dengan sukses. Namun sebaliknya, bila oleh 
kebijakan publik tersebut masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan tidak 
terpenuhi, atau bahkan dirugikan, maka dengan sendirinya masyarakat akan 
menganggap bahwa kebijakan publik tersebut tidaklah sukses atau gagal. 
Berbicara tentang kinerja dari suatu kebijakan publik, pada dasarnya juga 
berbicara tentang bagaimana proses yang ada di dalam keseluruhan dimensi kebijakan 
publik itu, yaitu baik pada formulasi, implementasi  maupun evaluasinya. Dalam hal ini 
sesungguhnya sedang diteliti dinamika internal adalah berkaitan dengan bagaimana 
struktur, organisasi maupun orang-orang yang ada di dalam proses kebijakan publik itu 
bekerja. Dalam melihat kenerja ini maka mau tidak mau akan dilihat pula sampai 
sejauh mana efektifitas efisiensi dan produktifitas dari elemen-elemen yang ada di 
dalam proses kebijakan publik tersebut. Pada saat membicarakan hasil (out put) dari 
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sebuah kebijakan publik artinya adalah segala apa yang ada pada proses kebijakan 
publik tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah produk tertentu. Selanjutnya 
apakah hasil yang di capai melalui proses internal sejalan dengan apa yang dikehendaki 
oleh masyarakat atau belum, hal inilah yang dimaksud dengan dampak (out come). 
 
Kebijakan publik pada akhirnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan 
mengakomodasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penilaian akhir dari sebuah 
kebijakan publik adalah pada masyarakat. Hanya saja seringkali antara dua konsep 
tersebut (out put dengan out came) tidaklah selamanya seiring sejalan. Terkadang 
sebuah proses kebijakan publik yang ada telah mencapai hasil out put yang ditetapkan 
dengan baik, namun tidak memperoleh respon atau dampak (out came) yang baik dari 
masyarakat atau kelompok sasarannya. Sebaliknya, ada sebuah kebijakan publik yang 
pada dasarnya tidaklah maksimal dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan, namun 
dampaknya cukup memuaskan bagi masyarakat secara umum (Muchsin dan Fadillah 
Putra, 2002 : 29-34). 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Publik Nigrro and 
Nigro (dalam M Irfan Islamy, 2004 : 25-26) Berpendapat bahwa faktor yang 
mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, sebagai berikut: 
1. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan-tekanan dari luar.  
Seringkali administrator harus membuat keputusan-keputusan kerena adanya 
tekanan-tekanan dari luar. Proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak 
dapat dipisahkan dari dinamika dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari 
luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan. 
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2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatif).  
Kebiasaan lama itu akan memiliki kecenderungan terus diikuti, lebih-lebih kalau 
suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan. 
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.  
Terdapat berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan banyak 
dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi. Seperti misalnya dalam proses 
penerimaan/pengangkatan pegawai baru. 
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.  
Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap 
pembuatan keputusan. Misalnya dengan mempertimbangkan pengalaman-
pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan. 
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.  
Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu 
berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misal orang sering membuat keputusan 
untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawabnya kepada 
orang lain karena khawatir disalahgunakan (M Irfan Islamy, 2004 : 27) 
Selain adanya faktor-faktor tersebut, Gerald E. Caiden menyebutkan (dalam M 
Irfan Islamy, 2004 : 27) menyebutkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan 
sulitnya membuat kebijaksanaan, yaitu : sulitnya memperoleh informasi yang cukup, 
bukti-bukti sulit dikumpulkan; adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda 
mempengaruhi pilihan tindakan yang berbeda-beda pula; dampak kebijaksanaan sulit 
dikenali, umpan balik keputusan bersifat sporadis; proses perumusan kebijaksanaan 
tidak dimengerti dengan benar dan sebagainya. 
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Kesalahan-kesalahan umum sering terjadi dalam proses pembuatan keputusan. 
Nigrro and Nigro (dalam M Irfan Islamy, 2004 : 28-30) ada tujuh macam kesalahan-
kesalahan umum itu yaitu : 
1. Cara berpikir yang sempit.  
Dalam hal ini adanya kecenderungan manusia membuat keputusan hanya untuk 
memenuhi kebutuhan seketika sehingga melupakan antisipasi ke masa depan. 
2. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lampau.  
Dalam hal ini banyak anggapan yang menyatakan bahwa dalam suatu masa yang 
stabil orang akan bertingkah laku sebagai mana pendahulunya dimasa yang lampau. 
3. Terlampau menyederhanakan sesuatu.  
Dalam hal ini pembuat keputusan hanya mengamati gejala-gejala masalah tanpa 
berusaha mencari sebab-sebab timbulnya masalah tersebut secara mendalam. 
4. Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang.  
Dalam hal ini mengandalkan pada pengalaman dari seseorang saja bukanlah 
pedoman yang baik. 
5. Keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi pembuat keputusan.  
Pemikiran yang prakonsepsional akan membatasi pemanfaatan penemuan-
penemuan ilmu sosial dalam membuat keputusan di lembaga pemerintahan. Dalam 
hal ini tidak terlalu salah tetapi jelas tidak jujur. 
6. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan.  
Karena cara untuk mengetahui apakah suatu keputusan itu dapat diimplementasikan 
atau tidak adalah dengan mengetesnya secara nyata pada ruang lingkup yang lebih 
kecil. 
7. Keengganan untuk membuat keputusan.  
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Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa membuat keputusan itu sebagai tugas 
yang sangat berat, penuh resiko, bisa membuat orang frustasi, kurang adanya 
dukungan dari lembaga atau atasan terhadap tugas pembuatan keputusan, lemahnya 
sistem pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan, takut menerima 
kritikan dari orang lain atas keputusan yang dibuatnya dan lain sebagainya. 
Perum Perhutani sebagai sebuah institusi dalam melasanakan tugasnya di 
bidang pengelolaan hutan apakah dalam melaksanakan kenijakan PHBM disebabkan 
pengaruh-pengaruh sebagaimana tersebut diatas. 
Selanjutnya akan penulis uraikan model perumusan kebijakan. Adapun tipe-tipe 
model kebijakan publik (Dunn, 2000 : 232). Model kebijakan (policy models) adalah 
representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dan suatu kondisi masalah 
yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. 
Model kebijakan sangat bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan 
merupakan penyederhanaan system masalah (messes) dengan membantu mengurangi 
kompeksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan. 
Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial 
dan yang tidak esensial dari situasi masalah sekaligus mempertegas hubungan diantara 
faktor-faktor atau variabel-variabel yang penting, dan membantu menjelaskan dan 
memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. 
Bentuk utama model kebijakan ada 2 (dua) yaitu deskriptif dan normatif  
(Dunn, 2000 : 232) : 
1. Model Deskriptive 
Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab 
dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. 
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2. Model Normative 
Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan/atau memprediksikan 
tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian 
beberapa utilitas (nilai). Diantara beberapa jenis model normatif yang digunakan 
oleh para analis kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan 
tingkat kapasitas pelayanan yang optimum (model entry), waktu pelayanan dan 
perbaikan yang optimum (model inventaris) dan keuntungan yang optimum pada 
investasi publik (model biaya manfaat). Masalah-masalah pada keputusan normatif 
biasanya dalam bentuk mencari nilai-nilai variabel yang terkontrol (kebijakan) 
yang akan menghasilkan manfaat yang terbesar (nilai), sebagaimana terukur dalam 
variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan. 
Model kebijakan, baik deskriptif maupun normatif, dapat dibedakan menurut 
bentuk ekspresinya. Model-model normatif dan deskriptif dapat diekspresikan di dalam 
tiga bentuk utama, yaitu : verbal, simbol, dan prosedural. 
a. Model verbal 
Model verbal (verbal models) di ekspresikan dalam bahasa sehari-hari, 
bukannya bahasa logika symbol dan matematika. Dalam menggunakan model 
verbal, analisis berdasarkan penilaian nalar untuk membuat prediksi dan 
menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan ergumen kebijakan, 
bukannya dalam nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah 
dikomunikasikan diantara para ahli dan orang awam, dan biaya murah. keterbatasan 
model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan 
prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk 
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memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai 
keseluhan. 
b. Model simbolis 
Model simbolis (symbolic models) menggunakan simbol-simbol matematis 
untuk menerangkan hubungan diantara hubungan diantara variabel-variabel. 
Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan 
meminjam metode-metode matematika, statistika, dan logika. Model-model 
simbolis sulit untuk dikomunikasikan diantara orang awam, termasuk para pembuat 
kebijakan, dan bahkan diantara para ahli pembuat model sering terjadi 
kesalahpahaman tentang elemen-elemen dasar dari model. 
Biaya model simbolis mungkin tidak lebih besar dari model verbal, 
memungkinkan seseorang memperhitungkan waktu dan usaha sangat besar yang 
dicurahkan pada debat publik, sarana utama untuk mengekspresikan model-model 
verbal. Kelemahan praktis model simbolis adalah hasilnya mungkin tidak mudah 
diinteprestasikan, bahkan diantara spesialis, karena asumsinya mungkin tidak 
dinyatakan secara memadai. 
c. Model prosedural 
Model prosedural (Procedural models) menampilkan hubungan yang 
dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah 
kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan 
mensimulasi dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin tidak dapat 
diterangkan secara baik karena data-data yang diperlukan tidak tersedia. Prosedur 
simulasi dan penelitian pada umumnya (meskipun tidak harus) diperoleh dengan 
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bantuan sebuah komputer, yang di program untuk menghasilkan prediksi-prediksi 
alternatif di bawah serangkaian asumsi yang berbeda-beda. 
Model prosedural dapat ditulis dalam bahasa non teknis yang terpahami, 
sehingga memperlancar komunikasi diantara orang-orang awam. Kelebihan model 
prosedural adalah bahwa model ini memungkinkan simulasi dan penelitian yang 
kreatif, kelemahannya adalah bahwa model ini sering mengalami kesulitan untuk 
mencari data atau argumen yang memperkuat asumsi-asumsi. 
Selanjutnya model-model kebijaksanaan negara menurut Nicholas Henry 
(dalam M Irfan Islamy, 2004 : 31) 
a) Kebijaksanaan negara dianalisa dari sudut pendekatan proses 
1. Model Institusional 
Model ini merupakan model yang tradisional dalam proses pembuatan 
kebijaksanaan negara. Fokus atau pusat perhatian model terletak pada 
struktur organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan 
politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah seperti misalnya 
lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif pada pemerintah pusat (nasional), 
regional dan lokal. Sehubungan dengan itu maka kebijaksanaan negara 
secara otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan pada lembaga-lembaga 
pemerintah tersebut terdapat hubungan yang kuat sekali antara 
kebijaksanaan negara dan lembaga-lembaga pemerintah tersebut terdapat 
hubungan yang kuat sekali antara kebijkasanaan negara dan lembaga-
lembaga pemerintah, hal ini disebabkan karena sesuatu kebijaksanaan tidak 
dapat menjadi kebijaksanaan negara kalau ia tidak dirumuskan, di syahkan 
dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. 
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2. Model Elit-Massa 
Model ini memandang administrator negara bukan sebagai “abdi 
rakyat” (servant of the people) tetapi lebih sebagai “kelompok yang telah 
mapan” 
Kelompok elit yang bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan 
digambarkan dalam model ini sehingga mampu bertindak / berbuat dalam 
suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis, kerancuan 
informasi, sehingga massa menjadi pasif. Kebijaksanaan negara mengalir 
dari atas ke bawah (top-down), yaitu dari golongan elit ke golongan massa. 
Kelompok elit yang mempunyai kekuatan dan nilai-nilai elit berbeda 
dengan massa. Dengan demikian kebijaksanaan negara adalah merupakan 
perwujudan keinginan-keinginan utama dari nilai-nilai golongan elit yang 
sedang berkuasa. 
Seringkali dikatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan 
yang menggambarkan kepentingan / tuntutan rakyat, tetapi dalam 
kenyataannya tidak demikian. Menurut teori elit-massa ini, sebagaimana 
dikatakan tadi, rakyat bersifat apatis, dan buta tergadap informasi tentang 
kebijaksanaan negara, sedangkan kelompok elit memiliki kemampuan 
membentuk dan mempengaruhi masalah-masalah kebijaksanaan negara. 
Karena kebijaksanaan negara itu ditentukan semata-mata oleh 
kelompok elit, maka pejabat pemerintah hanyalah sekedar pelaksana-
pelaksana dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh elit tadi. Karena 
kebijaksanaan negara itu dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok elit, 
maka tuntutan dan keinginan kelompok lain (non-elit) tidak diperhatikan. 
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Model elit-massa ini dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut: 
· Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (golongan elit) 
yang mempunyai kekuasaan (penguasa) dan kelompok besar (golongan 
non-elit) yang tidak punya kekuasaan (dikuasai). Hanya sejumlah kecil 
orang-orang yang menentukan kebijaksanaan negara, sedangkan massa 
(rakyat) tidak ikut menentukan. 
· Kelompok elit yang berkuasa tidak mempunyai tipe yang sama 
(berbeda) dengan kelompok non-elit yang dikuasai. Karena kelompok 
elit ditentukan atau dipilih secara istimewa dari golongan masyarakat 
yang mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. 
· Perpindahan posisi / kedudukan dari non-elit harus diusahakan selambat 
mungkin dan terus menerus untuk mempertahankan stabilitas dan 
menghindari pergolakan (revolusi). Hanyalah non-elit yang telah 
menerima konsekuensi dasar golongan elit yang dapat masuk ke dalam 
lingkaran penguasa. 
· Golongan elit menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai 
dasar dan sistem sosial dan untuk melindungi sistem tersebut. 
· Kebijakan negara tidaklah menggambarkan keinginan massa tetapi 
menggambarkan keinginan elit. Perubahan-perubahan dalam 
kebijaksanaan negara dilakukan sedikit-sedikit (incramental) dan tidak 
secara besar-besaran (revolusioner). 
· Golongan elit yang aktif relatif sekali memperoleh pengaruh dari massa 
yang apatis / pasif. Elitlah yang mempengaruhi massa dan bukan massa 
yang mempengaruhi. 
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3. Model Kelompok 
Model ini menganut paham teori kelompok sebagaimana 
dikemukakan David B. Truman (Dalam Sarjiyati, 2006 : 29) yang 
menyatakan bahwa interaksi diantara kelompok-kelompok adalah 
merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki kepentingan 
yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal ke dalam 
kelompok kepentingan (interest group) yang dapat mengajukan dan 
memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah. 
Truman mengartikan kelompok kepentingan (stake holder) sebagai 
suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan sikap 
yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan kepada kelompok yang lain 
di dalam masyarakat dan kelompok kepentingan yaitu akan mempunyai arti 
politis kalau kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu 
lembaga pemerintah. 
Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang penting dalam 
proses dan kegiatan politik. Sebenarnya politik itu adalah merupakan 
perjuangan diantara kelompok-kelompok kepentingan untuk mempengaruhi 
kebijaksanaan negara. 
4. Model Sistem-Politik 
Model sistem-politik ini diangkat dari uraian sarjana politik David 
Easton dalam “The Political Sistem”. Model ini didasarkan pada konsep-
konsep teori informasi (input, withinput, outputs dan feedback) dan 
memandang kebijaksanaan negara sebagai respon suatu sistem politik 
terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial politik, ekonomi, 
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kebudayaan, geografis dan sebagaainya) yang ada di sekitarnya. Sehingga 
dengan demikian, kebijaksanaan negara dipandang oleh model ini sebagai 
hasil (output) dari sistem politik. 
Konsep “sistem politik” mempunyai arti sejumlah lembaga-lembaga 
dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah 
tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-dukungan (support) dan sumber-
sumber (resources), semuanya ini adalah masukan-masukan (inputs) 
menjadi keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 
otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (outputs). Dengan singkat 
dikatakan bahwa sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs. 
 
b) Kebijaksanaan negara dianalisa dari sudut hasil atau efek 
1) Model Rational-Comprehensive 
Model rational-comprehensive ini didasarkan atas teori ekonomi 
atau konsep manusia ekonomi (concept of economic man). Para ahli filosofi 
utilitarian seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berasumsi bahwa 
semua tingkah laku bertujuan untuk “mencari kesenangan dan menghindari 
kesusahan”. Nilai utilitas (kemanfaatan) sesuatu benda atau tindakan 
(perbuatan) itu harus dinilai berdasarkan pada perbedaan antar kesenangan 
yang akan diperolehnya dan biaya (kesulitan) yang dikeluarkan. 
Model rational-comprehensive, seperti yang telah dikatakan tadi, 
menekankan pada “pembuatan keputusan yang rasional dengan 
bermodalkan pada komprehensif informasi dan keahlian pembuat 
keputusan”. Model ini adalah konsep rationalitas sama dengan konsep 
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efisiensi dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu kebijaksanaan 
yang sangat efisien dimana ratio antara nilai yang dicapai dan nilai yang 
dikorbankannya adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan 
alternatif-alternatif yang lain. 
2) Model Incremental 
Model incremental memandang kebijaksanaan negara sebagai suatu 
kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya 
mengubahnya (modifikasinya) sedikit-sedikit. Model incremental ini adalah 
merupakan kritik dan perbaikan terhadap model rasional komprehensif. 
Karakteristik yang terdapat pada model incremental jelas berbeda dengan 
model rasional komprehensif. 
3) Model Mixed-Scanning 
Seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Etzioni setelah 
mempelajari dengan seksama kedua model pembuatan keputusan 
sebelumnya, kemudian mencetuskan suatu model pembuatan keputusan 
hibrida (gabungan unsur-unsur kebaikan yang ada pada model rational 
comprehensive dan incremental yang di sebut dengan model Mixed-
Scanning). 
Etzioni membedakan dua jenis keputusan yaitu contex tuating 
(fundamental) dicision yakni keputusan-keputusan yang dibuat melalui 
suatu penjelajahan terhadap alternatif utama yang dilihat oleh pembuat 
keputusan sesuai dengan konsepsi tujuan yang dilihat oleh pembuat 
keputusan sesuai dengan konsepsi tujuan yang akan dicapainya dan bit 
(incremental) decision yakni keputusan-keputusan yang dibuat secara 
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incremental yang didasarkan pada keputusan-keputusan yang dibuat secara 
incremental yang didasarkan pada keputusan-keputusan fundamental, yang 
telah dibuat sebelumya. Menurut Etzioni kebaikan model Mixed-Scanning 
adalah setiap elemen / unsur pada masing-masing jenis keputusan diatas 
(fundamental dan incremental) cenderung saling menciptakan 
keseimbangan (counter balance) terhadap masing-masing kekurangannya. 
Dalam hal ini juga penulis akan menguraikan bentuk-bentuk 
argumen kebijaksanaan. Hal ini penting karena bentuk-bentuk argumen 
kebijakan merupakan alat untuk mengubah informasi yang relevan dengan 
kebijakan menjadi pernyataan kebijakan. Ada 8 (delapan) cara untuk 
mengubah informasi menjadi pernyataan kebijakan. Kedelapan cara tersebut 
yaitu : 
1. Cara autoritative. Dalam cara yang otoritatif, pernyataan kebijakan 
didasarkan pada argumen dari pihak yang berwenang. Informasi diubah 
menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang status yang dicapai 
ataupun diperoleh pembuat informasi. 
2. Cara statistic. Dalam cara statistik, pernyataan kebijakan didasarkan 
pada argumen yang diperoleh dari sample. Informasi diubah menjadi 
pernyataan atas dasar asumsi bahwa apa yang benar bagi para anggota 
sampel juga benar bagi seluruh anggota populasi yang tidak tercakup 
oleh anggota sampel itu. 
3. Cara clasifikational. Dalam cara klasifikasional, pernyataan kebijakan 
didasarkan pada argumen yang berasal dari suati keanggotaan. 
Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi bahwa apa yang 
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benar bagi suatu kelas individu ataupun kelompok yang tercakup dalam 
informasi itu juga benar bagi individu atau kelompok yang merupakan 
(atau diyakini sebagai) anggota dikelas yang bersangkutan. 
4. Cara intuitive. Dalam cara intuitif, pernyataan didasarkan pada argumen 
yang berasal dari batin (insight). Informasi diubah menjadi pernyataan 
kebijakan atas dasar asumsi tentang situasi mental dalam (inner mental 
states) dari pembuat informasi tersebut. 
5. Cara analisentric. Dalam cara analsentrik, pernyataan didasarkan pada 
argumen yang berasal dari metode. Informasi diubah menjadi 
pernyataan atas dasar asumsi tentang validitas metode atau aturan yang 
diterapkan oleh penulis. 
6. Cara eksplanatory. Dalam cara eksplanatori, pernyataan dibuat atas 
dasar argumen yang dibuat dari suatu penyebab. Informasi diubah 
menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang adanya kekuatan 
penyebab tertentu (“causes”) dan hasilnya (“effect”). 
7. Cara pragmatic. Dalam cara pragmatis, pernyataan kebijakan 
didasarkan pada argumen yang berasal dari motovasi, kasus parlel, atau 
analogi. Informasi diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang 
daya pengaruh tujuan, nilai, dan dorongan ; asumsi tentang kesamaan 
antara dua kasus pembuatan kebijakan atau lebih; atau asumsi tentang 
kesamaan hubungan diantara dua atau lebih latar (settings) kebijakan 
8. Cara critic-value. Dalam cara kritik-nilai, pernyataan didasarkan pada 
argumen yang diangkat dari etika. Informasi diubah menjadi pernyataan 
atas dasar asumsi tentang kebenaran atau kekeliruan, kebaikan atau 
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kejelekan dari kebijakan dan konsekuensinya (William W. Dunn, 2004 : 
155-157). 
1. Teori Tentang Hukum 
a. Pengertian Hukum 
Hukum yang berlaku pada sebuah negara, hukum semacam ini disebut 
hukum positif. Asal mula hukum ini ialah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam 
negara. Kalau seorang ahli hukum berbicara mengenai hukum biasanya ia 
memaksudkan hukum ini, lain halnya kalau rakyat berbicara mengenai hukum dan 
bila ada yang mengatakan bahwa “rakyat mencari hukum”, ini berarti rakyat 
menuntut supaya kehidupan bersama dengan masyarakat diatur secara adil. Untuk 
mengesahkan tuntutan ini tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam undang-
undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah 
sesuai dengan sesuatu norma yang lebih tinggi dari norma hukum dalam undang-
undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dalam prinsip keadilan. 
Perbedaan antara kedua jenis hukum tersebut memang nyata. Tetapi soal apakah 
kedua hukum tersebut boleh dipisahkan, dengan memandang pertama-tama hukum 
positif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan. Kemudian dapat di lihat pula 
apa arti suatu hukum lepas dari hukum positif ini (Muchsin dan Fadilah Putra, 2004 
: 14). 
Definisi hukum menurut pendapat beberapa pakar hukum antara lain : 
S.M Amin, SH. Berpendapat bahwa hukum adalah “kumpulan-kumpulan 
peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi” (Kansil, 
1989 : 38). 
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J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memiliki pendapat bahwa hukum 
adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku 
manusia dalam lingkungan masyarkat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang 
berwajib dan yang melanggar peraturan tersebut dikenakan hukuman tertentu” 
(Kansil, 1989 : 38). 
Victor Hugo menyatakan hukum adalah “kebenaran dan keadilan” (Muchsin dan 
Fadillah Putra, 2002 : 17). 
Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoom (1981 : 13) menyatakan “definisi hukum 
sebenarnya hanya bersifat mensama ratakan saja, dan itupun tergantung siapa yang 
memberikan karena tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang 
sungguh-sungguh memadai kenyataan karena hukum banyak segi dan demikian 
luasnya, sehingga orang tidak mungkin menyatukannya dalam satu rumus secara 
memuaskan”. 
Dr. E. Utrecht, (1983 : 10), dalam buku yang berjudul “Pengantar dalam hukum 
Indonesia” menyatakan bahwa definisi hukum yang lengkap sangat sulit, namun 
menurut Utrecht pedoman tentang hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk 
hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat 
yang bersangkutan. 
Emile Durkheim (dalam Soerjono Soekanto, 1986 : 91) menyatakan bahwa “hukum 
merupakan refleksi dari pada solidaritas sosial dalam masyarakat. Dari beberapa 
pengertian atau definisi hukum di atas dan masih banyak lagi definisi-definisi 
hukum dari pakar-pakar hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah alat atau 
sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat 
yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa 
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peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang 
melanggarnya, baik itu mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai 
penguasa”. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam 
hukum, adalah : 
1. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang 
2. Tujuannya mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan masyarakat 
3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang 
4. Bersifat memaksa agar ditaati 
5. Memberikan sanksi bagi yang melanggarnya (Muchsin dan Fadillah Putra, 
2002 : 18) 
b. Fungsi Hukum 
Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tiada dapat 
dipisahkan atau istilah lain dari ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di sana 
ada hukum). Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosial 
serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuan bagi 
warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Menurut Soejono Dirdjosisworo 
(Soejono Dirdjosisworo, 1984 : 153) ada empat fungsi hukum yaitu : 
1. Fungsi hukum, sebagai alat ketertiban keteraturan masyarakat. 
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman 
dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat sehingga 
masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus diperbuat dan 
apa yang tidak boleh diperbuat. 
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2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 
Hal ini dimungkinkan karena hukum yang mengikat, baik fisik maupun 
psikologis. 
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. 
Hukum merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah 
yang lebih maju. 
4. Fungsi kritis dari hukum 
Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai 
fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan 
pengawasan kepada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak 
hukum termasuk di dalamnya. 
Fungsi hukum menurut Hoebel (dalam Warassih, 2005 : 26) ada empat 
fungsi hukum yaitu : 
1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan 
menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan 
ada pula yang dilarang. 
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh 
melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus 
memilih sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif. 
3. Menyelesaikan sengketa. 
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-
kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali 
hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. 
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Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 1979 : 12 – 20) secara 
sosiologis dapat dilihat dari adanya dua fungsi hukum, yaitu : 
1.   Social control (kontrol sosial) 
Kontrol sosial merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga 
masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan 
sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. 
Termasuk dalam lingkungan kontrol sosial ini adalah : 
a. Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan 
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. 
b. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat. 
c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan social 
 
2.   Social Engineering (Rekayasa sosial) 
Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan 
masyarakat sebagaimana di inginkan oleh pembuat hukum. Berbaur dengan 
fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan sekarang, 
maka fungsi lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat 
di masa mendatang agar sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. 
Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu pada akhirnya akan melembaga 
sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan pembangunan, Sunaryati Hartono (dalam Muchsin 
dan Fadillah Putra, 2002 : 20 – 21) menyebutkan ada empat fungsi hukum dalam 
pembangunan yaitu : 
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1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan 
2. Hukum sebagai sarana pembangunan 
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan dan 
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat 
Masih dalam kaitannya dengan pembangunan di Indonesia Seminar Hukum 
Nasional IV merumuskan adanya enam fungsi dan peranan hukum dalam 
pembangunan yaitu : 
1. Pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat 
2. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai 
kedudukan sosial ekonomi lemah 
3. Penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat 
yang dicita-citakan. 
4. Mepengaruhi masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan 
5. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat 
yang mengalami perubahan cepat 
6. Faktor integrasi antara berbagai sistem budaya bangsa 
Para ahli hukum dalam mermuskan tujuan dari hukum sama dengan 
merumuskan definisi dari hukum, antara satu dan yang lainnya pendapatnya 
berbeda-beda. 
Menurut teori etis (etische theorie), hukum hanya semata-mata bertujuan 
mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Filsof Yunani, 
Aristoteles dalam karyanya “Ethica Nicomachea” dan “Rheotorika” yang 
menyatakan “Bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada 
setiap orang yang ia berhak menerimanya”  (Utrecht, 1983 : 11). 
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Kemudian Van Apeldoorn dalam bukunya mengatakan, tujuan hukum 
adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki 
kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 
melindungi kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, 
jiwa harta benda, dan lain sebagaimya terhadap yang merugikannya. Kepentingan 
individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu 
sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, 
bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak 
bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian dengan 
mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap 
orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi haknya (Alpedoorn, 1981 : 22 
– 23) 
Bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib 
dalam masyarakat. Kemudian Utrecht (Utrecht 1983 : 11 – 13) dalam bukunya 
“Pengantar dalam Hukum Indonesia” mengatakan bahwa hukum bertugas : 
Menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan masyarakat. 
Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta 
hukum tetap berguna. Dalam tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu 
hukum bertugas polisonil (Politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar 
dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri. 
Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi dan 
Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional” mengatakan : 
“Bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan 
ketertiban syarat pokok (Fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang 
teratur. Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, 
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yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya (Muchsin 
dan Fadillah Putra, 2002 : 22)”. 
 
Teori tentang hukum dan fungsi hukum diperlukan karena program PHBM 
yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH Saradan didasarkan pada UU No. 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan dan apakah  pelaksanaan program dan kebijakan itu 
pada masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan hukum semata dengan 
tanpa mempertimbangkan kondisi kondisi sosial dalam masyarakat? Ataukah 
dengan mempertimbangkan kondisi dalam masyarakat. Teori tentang hukum dan 
fungsi hukum dapat mempermudah dalam meneliti permasalahan ini. 
 
d. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 
       Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya tiga unsur sistem hukum (three 
element of legal system). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum (Esmi Warassih, 2005 : 30), yaitu : 
1. Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan sistem hukum 
dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem 
tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum 
itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara 
teratur. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum 
itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan hukum secara teratur. 
Dalam penelitian ini komponen struktur hukum adalah Perum Perhutani dan 
struktumya maupun berbagai lembaga yang terkait dengan Program PHBM 
sebagai institusi yang mengelola hutan dengan tunduk kepada UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan..  
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2. Komponen substansi sebagai out put dari sistem hukum berupa peraturan-
peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang 
mengatur maupun yang diatur. Komponen substansi juga mencakup living law 
(hukum yang hidup,  dan bukan hanya aturan yang ada dalam Undang-undang 
saja atau law in the books). 
3. Komponen kultural menurut Fried Man adalah sikap manusia terhadap hukum 
dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Pemikiran 
dan pendapatan ini sedikit banyak menjadi penentu sosial dan kekuatan sosial 
yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. 
Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan 
mati terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di air. 
Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum atau yang disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang 
menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum warga 
masyarakat (Esmi Warassih, 2005 : 30). Komponen kultural adalah bagaimana 
sikap dan pandangan masyarakat di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan 
terhadap hukum tentang pengelolaan hutan dan  kebijakan yang dilaksanakan 
Perum Perhutani KPH Saradan yaitu PHBM. 
Menurut Paul dan Diaz (dalam Esmi Warassih, 2005 : 105-106) 
mengajukan 5 (lima) syarat untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu : 
a) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami. 
b) Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan 
hukum yang bersangkutan. 
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c) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum.adanya mekanisme 
penyelesaian sengketa yang tidak mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap 
warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan 
sengketa-sengketa. 
d) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, 
bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya 
berdaya kemampuan yang efektif. 
Berbicara masalah hukum pada dasarnya adalah membicarakan fungsi 
hukum dalam masyarakat karena hukum memegang peranan penting sebagai 
kerangka kehidupan sosial dan karenanya menurut Sinzheimer (dalam Esmi 
Warassih, 2005 : 3) mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang hampa 
dan berhadapan dengan hal-hal abstrak, melainkan ia senantiasa berada dalam suatu 
tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya 
sebagaimana mengatur bagaimana dalam masyarakat timbul efek yang dikehendaki 
oleh hukum. Dengan demikian masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi 
sangat penting. Oleh karena itu menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam 
berfikirnya, yaitu meninjau hubungan hubungan dengan faktor-faktor serta 
kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. 
Hukum sebagai proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan 
penetapan peraturan-peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai proses 
perwujudan tujuan sosial dalam hukum. Dengan demikian telah berlangsung 
perjalanan menetapkan peraturan itu adalah adanya suatu proses penetrasi dari 
sektor-sektor kehidupan masyarakat. Mengenai hal ini Bredermeier (dalam 
Warassih, 2005 : 5) berpendapat bekerjanya empat proses fungsional utama, yaitu : 
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a) Adaptasi 
b) Perwujudan Tujuan 
c) Mempertahankan pola dan 
d) Integrasi  
Empat proses itu saling terkait dan saling memberi input. Setiap sub proses 
memperoleh input dari ketiga lainnya dan out put dari salah satu sub proses itu juga 
menjadi input bagi sub proses lain. 
Menurut Radbruch dalam (Satjipto Rahardjo, 2000 : 19-20). Hukum harus 
mempunyai 3 (tiga) nilai idealitas atau nilai dasar yang merupakan konsekuensi 
hukum yang baik, yaitu : 
a) Keadilan 
b) Kemanfaatan / kegunaan 
c) Kepastian Hukum 
Disamping itu, ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang, yaitu 
berlaku secara : 
a) Filosofis 
b) Sosiologis 
c) Yuridis 
Nilai idealitas dan dasar berlakunya hukum atau undang-undang dapat 
digambarkan sebagai berikut 
 
 
 
 
Nilai-nilai Dasar 
 
Keadilan 
Kegunaan 
Kepastian  
Kesahan Berlaku 
 
Filosofis 
Sosiologis 
Yuridis 
HUKUM 
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Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam di dukung oleh 
lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan 
pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. 
Kita melihat efektivitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran 
untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang pun 
didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Bahwa masyarakat kita sesungguhnya 
merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu 
macam tatanan. Sifat majemuk tersebut dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman 
(Satjipto Rahardjo, 2000 : 20) dengan : “Teori Bekerjanya Hukum Dalam 
Masyarakat” sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan tersebut tampak menggambarkan peranan dari kekuatan sosial, yang 
tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, 
melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Ke dalam “kekuatan sosial” ini 
Faktor-faktor Sosial 
dan Personal lainnya 
Lembaga 
Pembuat 
Peraturan 
Lembaga 
Penerapan 
Peraturan 
Faktor-faktor Sosial 
dan Personal lainnya 
Faktor-faktor Sosial 
dan Personal lainnya 
Norma 
Pemegang 
Peranan 
Aktivitas Penerapan 
Norma 
Umpan Balik 
Umpan Balik 
Umpan Balik 
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termasuk kompleks tatanan lain yang telah dibicarakan. Dari arah panah-panah 
tersebut, dapat diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam 
masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Kita lihat, bahwa tingkah 
laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan 
sosial lainnya, yang dalam rangka pembicaraan ini tidak lain berarti kedua tatanan 
yang lain. Melihat permasalahan dalam gambaran sebagaimana diberikan oleh 
Chambliss dan Seidman tersebut, memberikan perspektif yang lebih baik kepada 
kita dalam memahami : “Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat” (Satjipto 
Rahardjo, 2000 : 21). Olehnya, bagan itu diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai 
berikut : 
a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang 
peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak 
b) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang 
ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga 
pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya 
mengenai dirinya 
c) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang 
ditujukaan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-
kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta 
umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan. 
d) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi 
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku, sanksi-sanksinya, keseluruhan 
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kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi, dan lain-lainnya yang 
mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang 
peranan serta birokrasi. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum menurut C.G. 
Howard dan R.S. Sumner (dalam Sugeng, 2006: 30), yaitu : 
a) Mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat atau disidik. 
b) Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan. 
Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, 
maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam 
masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi 
penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat 
dilakukan secara formil, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan 
resmi. Akan tetapi di samping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak 
resmi sifatnya. 
Bagan tersebut tampak menggambarkan peranan dari kekuatan social dan 
dijelaskan bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik 
melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi 
ketika bertindak. Ia berubah disebabkan adanya perubahan oleh kekuatan sosial, 
budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itu terutama 
disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap 
birokrasi penegakan, dan sebaliknya (Sarjiyati, 2006 : 59) 
Dari bagan Seidman diketahui maka demikian pula berlaku terhadap UU 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimana UU tersebut juga dipengaruhi faktor 
sosial dan lainnya yaitu kepentingan yang berbeda dari para pihak yang berbeda, 
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sikap masyarakat maupun pemegang peranan maupun oleh kebijakan yang diambil 
perum Perhutani dalam program PHBM dan juga dipengaruhi birokrasi penegakan 
(Polhut, Dephut,dsb) maupun oleh faktor-faktor sosial dan personal lainnya. 
 
e.  Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik  
Dalam hubungannya antara hukum dan kebijakan publik, Raksasatya 
(dalam T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mira Subandini, 2004 : 24), 
mengemukakan bahwa kebijakan publik (public policy) pada dasarnya memiliki 
tiga elemen, yaitu : 
a. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai 
b. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan 
c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan 
taktik maupun strategi tersebut di atas. 
Dari tiga elemen dalam kebijakan publik tersebut terlihat dengan jelas 
bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap darp pemerintah yang 
beroreintasi pada tindakan, yaitu tugas-tugas yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak dalam sebuah komunitas yang disebut negara. Dan tugas-tugas kepublikan 
tersebut lebih konkrit lagi adalah berupa serangkaian program-program tindakan 
yang hendak direalisasikan dalam bentuk nyata. Untuk itu, diperlukan serangkaian 
pentahapan dan manajemen tertentu agar tujuan tersebut terealisir. Rangkaian 
proses realisasi tujuan publik tersebutlah yang dimaksudkan dengan kebijakan 
publik. 
lxx 
Dari pemahaman tersebut, maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki 
implikasi yang menurut Irfan M Irfan Islamy (dalam T. Saiful Bahri, Hessel Nogi 
S. Tangkilisan, Mira Subandini, 2004 : 24 – 25), sebagai berikut : 
1. Kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-
tindakan pemerintah. 
2. Kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks 
formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata. 
3. Kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan 
dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah 
dipikirkan secara secara matang terlebih dahulu. 
4. Dan pada akhirnya, segala proses yang ada di atas adalah diperuntukan bagi 
pemenuhan kepentingan mensyarakat. 
Menurut Barclay dan Birkland dalam (T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. 
Tangkilisan, Mira Subandini, 2004 : 32), hubungan antara hukum dan kebijakan 
publik yang pertama dan mendasar adalah : “Untuk melihat hubungan antara 
hukum dan kebijakan publik, yaitu pemahaman bahwa pada dasarnya, kebijakan 
publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dan pada dasarnya 
sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik”. Dari pemahaman dasar ini kita 
dapat melihat keterkaitan diantara keduanya dengan jelas. 
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C. Pengertian Hutan dan Kehutanan 
1. Pengertian Hutan 
Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut Forest, sementara untuk hutan 
rumba disebut jungle. Di Indonesia ada persepsi umum tentang hutan adalah penuh 
dengan pohon-pohon yang tumbuh tidak beraturan (Leden Marpaung, 1995 : 11) 
Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 arti hutan 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” 
2. Pengertian Kehutanan 
Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 menyatakan 
bahwa “kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, 
kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.” 
      3. Pengertian Hasil Hutan 
Pengertian “hasil hutan” dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 41 
tahun 1999 adalah “Benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang 
berasal dari hutan”. 
 
3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
Pasal 1 ayat (2) keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 
136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama 
Masyarakat menyatakan : 
“Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem 
pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan masyarakat 
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desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang 
berkepentingan (stake holder) dengan jiwa berbagai, sehingga kepentingan bersama 
untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat 
diwujudkan secara optimal dan proposional.” 
 
Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang 
Pedoman PHBM Plus menyatakan:  
“Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus adalah suatu 
sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola bersinergi antara Perum 
Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam 
upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal 
dan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, 
partisipatif dan akomodatif” 
 
Adapun mengenai kegiatan berbagi dalam pengelolaan dalam PHBM itu 
sendiri dalam pasal 1 ayat (8) SK No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM atau 
pasal 1 ayat (8) SK No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman PHBM Plus adalah 
: 
“Berbagi adalah pembagian peran antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa 
hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang 
berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam 
pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan.”   
 
D. PENELITIAN YANG RELEVAN 
Penelitian yang berjudul : “Kebijakan Perum Perhutani KPH Saradan dalam 
pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat melalui program pengelolaan hutan 
bersama masyarakat”. Pada dasarnya telah terdapat dua penelitian yang juga dilakukan di 
wilayah Perum Perhutani KPH Saradan dengan judul “Efektifitas Partisipasi Publik Dalam 
Upaya Penegakan Hukum Pasal 50-51 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan (studi di Perum Perhutani KPH Saradan, Madiun, Jawa Timur) oleh Soewarno 
pada tahun 2006 dan Penelitian dengan judul “Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
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Masyarakat Dalam Perspektif Hukum (Studi di Perum Perhutani KPH Saradan, Madiun, 
Jawa Timur)” oleh Sigit Sapto N. pada tahun 2004.  
E. KERANGKA BERPIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk memperjelas kerangka pemikiran di atas maka dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
Setelah orde baru runtuh terjadi sebuah ledakan dari akumulasi kepercayaan 
masyarakat sekitar hutan yang selama ini telah tersingkirkan secara sistematis dari 
PP No. 53 tahun 1999 tentang Perum 
Perhutani 
UU No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan 
 PHBM 
SK 136/KPTS/DIR/2001 dan SK 
268/KPTS/DIR/2007 
Kebijakan PHBM di Perum Perhutani 
KPH Saradan  
SK  Direksi 27 / KPTS / SRD/ II / 2007 
Indeks Pembangunan Manusia 
meningkat  sehingga masyarakat 
Mandiri serta tetap lestarinya hutan 
Perjanjian 
PHBM dengan 
masyarakat 
Perjanjian 
PHBM dengan 
masyarakat 
Evaluasi 
kebijakan PHBM 
dalam mencapai 
tujuan 
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kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Kebijakan “Timber Growing Business” dengan 
ekonomi kehutanan benar-benar membuat masyarakat hutan hanya menjadi penonton yang 
baik atas berlimpahnya sumber daya hutan yang bahkan mereka terlarang turut 
menikmatinya, minimal perhatian dan kebijakan represif yang ditetapkan dengan dalih hak 
meguasai negara disertai peraturan yang tidak responsif terhadap masyarakat sekitar hutan 
membuat masyarakat sekitar hutan seperti ayam mati di lumbung beras. 
Ledakan permasalahan ini berupa penjarahan hutan dan illegal logging dengaan 
intensitas yang tinggi dalam rentang waktu cukup lama membuat banyak areal hutan 
menjadi gundul, sedangkan penegakan hukum sama sekali tumpul menghadapi gerakan 
penebangan hutan, apalagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 sudah dianggap tidak 
fleksibel mengatasinya serta munculnya paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya 
hutan telah mendorong pemerintah mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1967. 
Paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan aksi-aksi illegal loging serta 
tidak lagi efektifnya UU No. 5 Tahun 1967 membuat pemerintahan menggantikannya 
dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap lebih memiliki 
kepedulian terhadap masyarakat (sekitar hutan). 
Ternyata aksi-aksi illegal logging setelah UU No. 41 Tahun 1999 dikeluarkan terus 
mengalami intensitas yang tinggi (M. Azhuri, 2006 : 5) membuat Perum Perhutani 
membuat sebuah kebijakan pada tahun 2001 berupa kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat yaitu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perum Perhutani 
bersama masyarakat dan stake holders lainnya dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan 
bersama dapat dicapai (Subadi, 2005 : 14). 
Perum Perhutani mengeluarkan sebuah keputusan Dewan Pengawas Perum 
Perhutani Nomor : 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
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Bersama Masyarakat sebagai sebuah payung hukum bagi seluruh jajaran Perum Perhutani 
untuk melaksanakan program PHBM termasuk juga bagi pelaksanaan PHBM di wilayah 
KPH Saradan hingga 2007 dan diperbarui dengan SK No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang 
Pedoman PHBM Plus. 
Program PHBM yang ditawarkan Perum Perhutani adalah sebuah program pilihan 
yang dapat dipilih oleh pihak KPH (dalam hal ini KPH Saradan) untuk diterapkan di 
wilayahnya ataukah memilih mengelola hutan di wilayahnya dengan tanpa kebijakan ini. 
Pilihan ini baru dilaksanakan oleh pihak KPH Saradan pada tahun 2004 setelah 
untuk pertama kali diujicobakan di desa Bringin Kab. Ngawi pada tahun 2003. PHBM 
dilaksanakan dengan berbagai elemen masyarakat di dalam hutan maupun sekitar hutan 
dengan pengelolaan bersama dan bagi hasil hutan dan memiliki tujuan menurut pasal 3 
ayat (2) SK No. 268/KPTS/DIR/2007 adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel. 
2. Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan 
pihak berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya 
hutan. 
3. Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran dan akses masyarakat desa hutan 
serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. 
4. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan 
pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa 
hutan. 
5. meningatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stake holder. 
6. Meningkatkan usaha-usaha produkif menuju masyarakat mandiri hutan lestari.  
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7. Mendukung peningkatan IPM dengan tiga indikator : tingkat daya beli, tingkat 
pendidikan dan tingkat kesehatan. 
 
Sosialisasi PHBM telah dilaksanakan oleh Pihak KPH Saradan dan ditawarkan 
kepada masyarakat sehingga ada 25 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang 
mengadakan perjanjian PHBM dengan Perum Perhutani Saradan dari keseluruhan 39 desa 
hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Saradan. 
Program kebijakan PHBM di Perum Perhutani KPH Saradan yang belum mencapai 
seluruh desa hutan yang ada tentu saja saat ini masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut, 
dan mengalami beberapa permasalahan di lapangan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis (non-doctrinal), sedangkan 
dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini adalah suatu 
penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kebijakan Perum Perhutani Saradan dalam 
pengelolaan hutan berbasis partisipasi masysarakat melalui program pengelolaan hutan 
bersama masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksional atau 
mikro dengan analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis secara logis dan sistematis, 
serta dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif 
adalah merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus menurut Mills dan 
Huberman (dalam Sugeng, 2006 : 53). Sedangkan metode kualitatif adalah suatu cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250) 
Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan mengikuti pendapat 
Soetandyo Wignyo Soebroto tentang 5 (lima) konsep hukum seperti yang 
dikembangkan Setiono (Setiono, 2005 : 21-21) adalah sebagai berikut : 
a. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku Universal (atau menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum alam). 
b. Hukum merupakan norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional. 
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c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan tersistematisasi 
sebagai judge made law. 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum dalam benak manusia). 
Dalam penelitian ini penulis mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, 
sehingga dalam penelitian ini penulis ingin menggali pendapat-pendapat, ide-ide, 
pikiran-pikiran para pihak yang terkait secara langsung dan mendalam sehingga 
diperoleh informasi data akurat yang penulis perlukan dalam penelitian ini. 
Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah berbentuk evaluatif karena 
penulis ingin menilai apakah kebijakan PHBM  yang dijalankan Perum Perhutani KPH 
Saradan telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah diharapkan sekaligus 
ingin mengetahui latar belakang upaya dalam mencapai hal tersebut. Menurut Setiono 
(Setiono, 2005 : 5) yang dimaksud dengan penelitian penelitian evaluatif dilakukan 
apabila ingin menilai program-program yang dijalankan sedangkan. 
 
B. Tempat / Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penulisan tesis ini adalah diwilayah kerja Perum Perhutani KPH 
(Kesatuan Pemangkuan Hutan) Saradan, Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Pusat 
UNS, Perpustakaan Fakultas Hukum UNS dan Perpustakaan Daerah Madiun. 
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C. Jenis Data dan Sumber Data 
Penulisan tesis ini termasuk penelitian hukum yang sosiologis (non doctrinal), 
maka jenis data yang diperlukan adalah jenis data primer (wawancara yang mendalam 
atau indepth interview) dan data sekunder (studi kepustakaan). 
Penelitian hukum sosiologis / non doktrinal membutuhkan data-data yang 
lengkap untuk mengidentifikasi suatu hal secara empiris dan data sekunder sebagai 
dasar kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dapat berupa manusia, peristiwa, 
tingkah laku, dokumen dan arsip serta berbagai benda lain (HB. Soetopo, 1992 : 2). 
Dengan demikian, jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah :    a.   Jenis 
Data 
1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari 
masyarakat melalui wawancara mendalam (indepth interview) 
2. Data Sekunder  
Yaitu keterangan-keterangan atau pengetahuan yang secara tidak langsung 
diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah 
dan sumber-sumber tertulis lainnya. 
      b.   Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
  Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan 
penelitian atau masyarakat, peristiwa tingkah laku, yang didapat melalui 
wawancara mendalam (indepth interview). 
Dalam penelitian hukum sosiologis atau non doktrial ini, untuk 
memperoleh data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial yang 
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muncul dalam masyarakat dengan melakukan wawancara. Wawancara 
merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan 
yang bertujuan untuk mengumpiulkan keterangan tentang kehidupan manusia 
dan pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak 
yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa di 
sebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang biasa di 
sebut informan atau responden (Burhan Ashshofa, 2004 : 95).  
Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan 
sebelumnya, yang dianggap mengerti dan tahu permasalahan yang hendak 
diteliti penulis, yang dalam hal ini bersangkutan dengan kebijakan yang 
diambil oleh Perum Perhutani KPH Saradan dalam pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat melalui program PHBM, yaitu Pihak KPH (Kesatuan Pemangkuan 
Hutan) Saradan. Masyarakat desa hutan, kelompok-kelompok PHBM, tokoh 
masyarakat maupun masyarakat penggarap hutan. 
2. Sumber Data Sekunder / Studi Kepustakaan 
Sumber-sumber data sekunder terdiri atas : pendapat para ahli,  
 dokumen-dokumen, tulisan-tulisan ilmiah dan literatur-literatur yang 
mendukung data primer.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
A. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lesan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashsofa, 2004 : 95) 
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B. Dokumentasi (Documentation) 
Pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data berupa dokumen-
dokumen, peraturan perundang-undangan, dan dengan mengkaji arsip yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
C.  Pengamatan (Observasi) 
Observasi adalah cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan 
secara langsung di lapangan. 
 
D. Teknik Pengambilan Respoden (Sampling) 
Penulis memakai teknik penngumpulan data purposive sampling atau 
judgemental sampling, yaitu penulis menggunakan pertimbangan sendiri dengan 
berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih sampel (Maria SW. 
Soemarjono, 1997 : 31). 
 
E. Teknik Analisa Data 
Penelitian kualitatif dalam penelitian hutan sosiologis (non doktrinal) ini 
memiliki 3 (tiga) komponen utama yang harus di pahami. Menurut Tjejep Rohendi 
Rohidi (dalam Tjejep, 1992 : 18) ada 3 komponen, yaitu : 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 
lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 
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formalnya dapat ditarik dan direvivikasi. Reduksi data dapat di sebut pula proses 
editing.  
2. Penyajian Data 
Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat 
penyajian data itu dapat dipahami apa yang dapat dilakukan. 
3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 
Adalah kegiatan di mana kesimpulan yang ada dan belum jelas lantas di verivikasi 
agar dapat di pahami dan di pertanggung jawabkan. 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Kondisi Geografis 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan adalah bagian dari Perum Perhutani 
Unit II Jawa Timur. KPH Saradan mengelola wilayah hutan seluas 37.934,66 Ha dan 
wilayah pengelolaannya berada di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Madiun, 
Bojonegoro, Ngawi dan Nganjuk dengan batas-batas sebagai berikut : 
a. Bagian Utara : KPH Bojonegoro 
b. Bagian Timur : KPH Nganjuk 
c. Bagian Selatan : KPH Madiun 
d. Bagian Barat : KPH Ngawi 
Secara Geografis maka wilayah yang dikelola KPH Saradan terlebih pada garis 
4”50’ s/d 5”10’ BT dan 7”30’ s/d 7”50’ LS. KPH Saradan secara administrasi 
berkedudukan di Jl. Rimba Raya Kota Madiun. 
2. Keadaan Lapangan 
Tanah-tanah di wilayah KPH Saradan secara umum sangat cocok sebagai kelas 
perusahaan jati dengan topografi datar di sebelah utara, disamping juga ada daerah 
dengan kemiringan dan bergelombang seperti RPH Sekar, RPH Klono dan RPH Klangon 
sehingga pertumbuhan tegakan jati kurang begitu baik. 
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kependudukan 
Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa hutan terdiri dari berbagai lapisan 
masyarakat. Tingkat pendidikan yang berbeda serta kondisi alam di masing-masing desa 
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hutan. Masyarakat memiliki interaksi yang erat dan intensif dengan hutan sehingga cara 
pandang masyarakat terhadap hutan juga dipengaruhi dengan keadaan sosial 
kemasyarakatan bergantung pada tingkat pendidikan, kesejahteraan maupun upaya-upaya 
pengembangan terhadap masyarakat. 
4. Kependudukan 
Jumlah penduduk di seluruh kecamatan yang masuk dalam wilayah kerja KPH 
Saradan adalah :  268.587 orang dan terdiri dari 132.328 laki-laki dan 136.259 
perempuan dengan tingkat kepadatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.  
 
Tabel Daftar Kepadatan Penduduk Sekitar Hutan Dibawah Pengelolaan Perum Perhutani 
KPH Saradan Hingga Desember 2007 
No Kecamatan 
Laki-Laki 
(Orang) 
Wanita 
(Orang) 
Laki / W 
(Orang) 
Luas 
Kecamatan 
(Km2) 
Rata-rata 
Penduduk 
(orang/km2) 
1 Ngambon  17.982  18.344  36.326 178,89 203,06 
2 Pilang Kenceng  27.449  27.988  55.337   81,34 680,32 
3 Gemarang  30.976  31.773  62.749 153,92 407,67 
4 Mejayan  15.240  15.506  30.746 101,97 301.52 
5 Karangjati  20.443  21.613  42.056   55,22 761.61 
6 Bringin  24.178  25.194  49.372   66,66 740.65 
 Jumlah 136.268 140.418 276.686 638,00 433,68 
Sumber : BPS dan Dispenduk Capil Kab. Madiun, Ngawi, Bojonegoro 
5. Bagian Hutan 
Tabel Daftar Pembagian Wilayah Administrasi KPH Saradan Secara Administrasi 
Bagian 
Hutan 
BKPH RPH Petak 
Rejuno Bringin - Kaliwuluh 
- Sangiran 
 
- Bringin 
1-7, 11-4, 75-84 
8-10, 15-18, 21, 59-61, 
63-72, 73, 74 
 Rejuno - Pakolan 
 
19-20, 22-46, 50-53, 
62, 120, 121 
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- Teguhan 
 
- Rejuno 
47-49, 54-58, 103-119, 
122-133 
96-102 
Notopuro Notopuro - Sempol 
 
 
- Notopuro 
- Gandul 
77, 84-88, 92, 96-108, 
70-76, 78, 79-83, 89, 
91, 109-112 
113-118, 119-147 
93-95, 148-164, 165, 
166 
 Kaliklampok - Kejuron 
- Kaliklampok 
 
- Sumbergaleh 
1-19 
20-26, 46-48, 53-67, 68-
69 
27-45, 49-52 
Tulung Kedungbrubus - Kebonduren 
- Kedungbrubus 
 
 
- Sekar 
67-86, 87-96 
44-45, 49, 64, 20-32, 
33-38, 40-43, 46-48, 50-
54, 55-63 
1-19, 39, 164-166 
 Tulung - Piji 
 
 
- Tulung 
 
- Klino 
103-106, 109, 66, 97-
102, 110-113, 126, 149-
154 
114-125, 127-134, 135-
138, 141-148 
65, 155, 156-163 
Pajaran Petung - Klumutan 
- Pepe 
- Petung 
1-12 
13-43, 167-172 
44-73 
 Pajaran - Pajaran 
 
 
- Jenangan 
- Klangon 
116-128, 131, 138-139, 
143, 144, 146, 147-158, 
159-166 
74-91, 101-115 
129, 130, 132-137, 140-
142, 145, 173, 92-98, 99-
100 
 
Wilangan Wilangan 
Utara 
- Sugihwaras 
- Wilangan 
 
- Sambiroto 
1-20, 21-28, 31 
29,30 32-47, 113-114, 
116, 119, 123, 126 
50-55, 80-82, 85-102, 
112, 115, 117, 118, 103 
 Wilangan 
Selatan 
- Sejan 
 
- Jambi 
 
- Gemarang 
104-111, 124-125, 127-
136, 169-143 
48, 49, 145-155, 144, 
137, 138, 156-160 
56-68, 74-79, 83, 84, 69-
73 
Jatiketok Jatiketok Utara - Kaligunting 
- Sebayi 
12-15, 19-22, 25-31 
43, 44, 97-114, 116-119, 
127-129 
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 Jatiketok 
Selatan 
- Tugu 
- Mundu 
1-11, 32-39, 58, 59-66, 
142 
86-96, 120-122, 124-
126, 130-141, 84, 85 
 
Persentase Pembagian Wilayah KPH Saradan Per Bagian Hutan 
 
Sumber www.kphsaradan.co.id 
 
Dari  37.924,7 hektar lahan hutan itu terdiri atas hutan produksi seluas 35.471,7 H dan 
hutan lindung seluas 2.462,9 H. Hutan dengan letak di empat kabupaten sebagai berikut : 
No Kabupaten Hutan Produksi (H) Hutan Lindung (H) 
1 Madiun 20.004,2 1.933,9 
2 Ngawi 5.307,5 13,7 
3 Nganjuk 550,2 63,7 
4 Bojonegoro 6.609,7 451,6 
 Jumlah 35.471,7 2.462,9 
Sumber: KPH Saradan 
Dari keseluruhan lahan tersebut maka lahan hutan yang kosong (rusak) seluas 7.795,7 
hektare dengan perincian sebagai berikut sebagaimana tabel berikut: 
 
Sumber : KPH Saradan 
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Tabel Lahan Hutan Yang Kritis Dan Mengalami Kerusakan : 
Klasifikasi Tanah Kosong 
Kabupaten Kosong 
Blong 
Gerum 
bulan Trubusan 
Masih 
terdapat 
tegakan 
Lain-
lain 
Jumlah 
Madiun 954,1 177,5 2.995,3 693,1 0,7 4.820,7 
Ngawi 136,9 - 958,3 228,5 - 1.323,7 
Nganjuk 229,7 - 33,1 - - 262,8 
Bojonegoro 336,5 37,3 682,8 33,4 0,5 1.388,5 
Jumlah 1.657,2 214,8 4.669,5 1.253,0 1,2 7.795,7 
  Sumber data : www.kphsaradan.co.id 
6. Perkembangan PHBM hingga akhir tahun 2007 
Program PHBM pada desa hutan Saradan telah mencapai 25 desa PHBM dari 
total keseluruhan 39 desa hutan yang berada di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan 
dengan perincian sebagai berikut : 
Prosentase dan jumlah desa PHBM sampai Desember 2007 
No KPH 
Jumlah 
Desa 
Hutan 
Desa 
PHBM 
Luas Hutan 
Pangkuan 
Desa 
Jumlah 
Prosentasi Ket 
1 
 
Saradan 39 25 37.286,7 64,10  
 Total    61,10 %  
 
Program PHBM yang telah diusung Perum Perhutani Saradan telah diikuti oleh 
25 desa hutan dimana telah mengadakan perjanjian PHBM dengan Perum Perhutani, 
perkembangan dari desa-desa hutan yang telah mengikuti program PHBM dapat dilihat 
dari tabel berikut : 
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Tabel Perkembangan Desa PHBM yang telah bekerjasama dengan Perum 
Perhutani 
Sampai 
2004 Sampai 2005 
Sampai 
2006 Sampai 2007 No KPH 
Jumlah 
Desa 
Hutan Desa % Desa % Desa % Desa % 
1 Saradan 39 desa 7 17,95 7 17,95 1 2,56 10 25,64 
 Total        25 64,10 
 
Perkembangan dari proses PHBM yang dilaksanakan memiliki tahapan demi 
tahapan maupun pembentukan LMDH dan Forum Komunikasi PHBM diwilayah Perum 
KPH Saradan adalah sebagai berikut  : 
Tabel Sosialisasi, Pembentukan LMDH, MOU dan Dialog  
Multi Stake Holder 
Sampai Des 2007 Tahapan Kegiatan 
Pembentukan 
No KPH Desa 
Hutan PHBM % 
Sosialisasi 
intern & 
ekstern 
Dialog 
Multi 
Stake 
Holder 
Pembentukan 
MDH FK 
Desa 
FK 
Kec 
FK 
Kab 
MOU Kerjasama 
1 Saradan 39 25 64,10 39 12 32  1 4 32 25 
Jumlah 39 25 64,10 39 12 32  1 4 32 25 
 
Program pengelolaan hutan bersama masyarakat hingga tahun 2007 telah 
menghasilkan beberapa komoditas pangan yang didapat melalui pertanian, kehutanan dan 
pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam wadah PHBM, dan melalui hasil-hasil berupa 
tanaman pangan ini dapat dilihat melalui tabel berikut. 
 
Tabel Hasil Pertanian Dari Wilayah Desa PHBM Hingga Tahun 2007 
No Tahun 
Padi 
(Ton) 
Jagung 
(Ton) 
Kacang 
Tanah 
(Ton) 
Kacang 
Hijau 
(Ton) 
Ketela 
(Ton) 
Porang 
(Ton) 
1 2004 1323 1851 0,2 - - 5.535 
 2005 1020 1076 - - 140 5.535 
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 2006 782,97 2744 76,3 43,6 9,3 6.824 
 2007 1081 1180 - 53 56 6.529 
Jumlah 4.206,97 6.851 76,5 96,6 205,3 24.423 
Sumber : Perum Perhutani KPH Saradan 
 
Pembagian hasil hutan (Sharing) kayu terhadap masyarakat melalui wadah 
LMDH dengan Perum Perhutani KPH Saradan hingga tahun 2007 berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi Perhutani No. 001/KPTS/DIR/2002 tentang Pedoman berbagai hasil 
hutan kayu adalah sebagai berikut : 
Tabel Rencana Dan Realisasi Sharing Kayu Dalam Program PHBM 
2004 2005 2006 2007 
No KPH 
Jenis 
Kegiatan Fisik 
(M3) 
Nilai 
(Rp) 
Fisik 
(M3) 
Nilai 
(Rp) 
Fisik 
(M3) 
Nilai 
(Rp) 
Fisik 
(M3) 
Nilai (Rp) 
1 Saradan Sharing 
kayu 
0 0 0 0 0 0 24.681,90 47.647,003 
 
Pihak LMDH selain bekerjasama dengan Perum Perhutani dapat pula bekerja 
sama dengan pihak lain yang berkepentingan / stake holder untuk mendorong proses 
optimalisasi serta pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan memiliki bargaining 
power demi kesejahteraan masyarakat termasuk pula bekerjasama dengan lembaga-
lembaga donor yang memungkinkan masyarakat maju dan berkembang. Berikut ini 
adalah bantuan-bantuan baik dari lembaga donor maupun stake holder lain untuk 
pengembangan PHBM : 
Tabel Bantuan Untuk LMDH Dari Lembaga Donor dan Stake Holder 
Bantuan Kegiatan No KPH No Sumber Bantuan 
Jenis Bantuan Satuan Volume 
Bantuan 
1 Saradan 1 Margawitan model 
forest 
Biaya administrasi Rp 2.000.000 
  2 Pemkab Madiun Pupuk bersubsidi 
Bibit jarak pagar 
Ton 
Ha 
370 
17 
  3 LSM Lesehan Bibit Porang Ha 8 
xc 
  4 Dinas Perkebunan 
Pemkab Madiun 
Bibit Jagung Ton 20 
  5 Dinas Lingkungan 
Hidup Kab. Madiun 
Bibit Porang 
Penguatan Kelem-
bagaan 
Ha 
Kali 
30 
3 
  6 Dinas Peternakan 
Kab. Madiun 
Ternak Kambing Ekor 200 
  7 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Penguatan Kelem-
bagaan 
Kali 4 
  8 Perhutani KPH 
Saradan 
Pinjaman modal Rp 35.000.000 
  9 Konsorsium PHBM 
Kab. Ngawi 
Demplot kedelai Ha 1 
Sumber  : Perum Perhutani KPH Saradan 
 
Jumlah tenaga kerja yang terserap baik secara langsung maupun tidak langsung 
dalam Program PHBM terutama untuk pertanian dalam hutan maupun kegiatan ekonomi 
lain di area hutan sejak tahun 2004 sebagai  berikut  dalam tabel dibawah: 
 
Tabel Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap dalam Kebijakan PHBM Perum 
Perhutani KPH Saradan 
No Tahun Uraian Jumlah Tenaga Kerja 
(orang) 
1 2004 Jumlah tenaga kerja 990 
2 2005 Jumlah tenaga kerja 2.853 
3 2006 Jumlah tenaga kerja 601 
4 2006 Jumlah tenaga kerja 8.256 
  TOTAL 12.700 Orang 
 
Komoditas ekonomis terbesar non kayu yang dihasilkan hutan-hutan dalam hutan 
pangkuan desa di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan adalah tanaman porang dengan 
hasil yang didapatkan sebagai berikut : 
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Tabel Hasil Hutan Non Kayu Berupa Porang (Iles-Iles) 
Pendapatan 
Tahun Luas Tanah Hasil (Ton) 
(Rp) Harga/Kg Jml (Rp x 1000) 
2004 615 5535 800 4.428.000.000 
2005 615 5535 800 4.428.000.000 
2006 937 6824 1.000 6.824.000.000 
2007 943 6529 1.000 6.529.000.000 
 Jumlah 24.423  22.209.000.000 
 
Tanaman Porang menjadi komoditas unggulan adalah karena sangat berpotensi 
untuk diekspor ke Jepang dengan berbagai kegunaan dan dihargai sangat mahal. 
Disamping pemeliharaannya mudah dan mampu tumbuh bersama tegakan sehingga dapat 
tercapai dua tujuan sekaligus yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus 
terjaganya hutan karena pertumbuhan Porang perlu perlindungan / naungan tegakan 
sehingga masyarakat akan berusaha menjaga tegakan. 
7. Kebijakan Pengelolaan Hutan oleh Perum Perhutani sebelum era Reformasi                                                      
Menurut Korten sebagaimana dikutip dalam I Nyoman Nurjaya, kebijakan 
pengelolaan hutan dimasa orde baru menerapkan prinsip-prinsip hukum yang regresif 
dengan asas “Timber growing bussiness” atau hutan untuk pertumbuhan bisnis / ekonomi 
sehingga dan sumber dayanya dilihat hanya sebagai komoditas ekonomi, karena itu 
pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat sentralistis dan diekspresikan dalam 
penguasaan negara atas sumber daya hutan beserta dominasinya (Government Dominated 
Resource Control) untuk dimanfaatkan sebagai komoditas, sumber pendapatan ataupun 
menopang ekonomi. Kebijakan sentralistis menjadi sebuah manajemen yang ketat 
(Centralized Resource Allocation) dengan pola program yang baku dan penyusunan 
keputusan secara seragam dan bercirikan penerapan struktur organisasi yang hirarkis 
dengan pendekatan atas bawah (top down) ( I Nyoman Nurjaya, 1999 : 5)  
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Pengelolaan sumber daya hutan secara represif menurut I Nyoman Nurjaya 
biasanya mengandung ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Penerapan peraturan dan norma yang meneguhkan hak menguasai sumber daya hutan 
oleh negara sekaligus menafikan hak-hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya 
hutan. 
2. Memakai pendekatan keamanan (security approach) 
3. Penonjolan sanksi dan hukuman terhadap yang melakukan pelanggaran. 
4. Pemberian stigma perusak hutan, pelaku pembalakan liar, perambah hutan, blandong 
dan stigma lain yang semakna secara pukul rata. 
Peluso berpendapat bahwa stigma-stigma tersebut merupakan suatu cerminan dari 
budaya kontrol (culture of control) yang diciptakan negara untuk meneguhkan hak 
menguasai negara atas sumber daya hutan sekaligus untuk mengkualifikasi dan 
meminimalisir akses rakyat atas sumber daya hutan sekalipun itu hanya untuk memenuhi 
kebutuhan paling mendasar sebagai sumber penghidupan (I Nyoman Nurjaya, 1999 : 5). 
Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dimasa orde baru dan sebelum 
berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki orientasi menempatkan 
sumber daya hutan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi dan menopang indusri 
perkayuan yang dimiliki oleh pemodal besar dan bukan menempatkannya sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, orientasi ini terdapat dalam pasl 6 
huruf (b) UU No. 05 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan : “Pamanfaatan hasil 
hutan dan pemasarannya diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada 
umumnya dan khususnya guna memenuhi kepentingan pembangunan, industri dan 
eksport.” 
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Kebijakan semacam ini yang berkecenderungan untuk berorientasi kapital dan 
ekonomi (Capital and Economic Oriented) secara makro dan bukan untuk mengejar 
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sehingga secara langsung dan tidak langsung 
memarginalkan masyarakat sekitar hutan dan membatasi akses masyarakat sekitar hutan 
menyebabkan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat disekitar hutan (I Nyoman 
Nurjaya, 2000 : 5). 
Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan seperti diatas juga berlaku di Pulau 
Jawa dimana pengelolaannya telah diserahkan kepada Perum Perhutani, guna 
menyelenggarakan usaha bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa bermutu 
guna memenuhi hajat hidup orang banyak serta mendapat manfaat yang optimal bagi 
perusahaan sekaligus melestarikan mutu sumber daya hutan dan lingkungan hidup namun 
sama sekali tidak memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 
Sebenarnya isu-isu tentang community forestry (pengelolaan hutan bersama 
masyarakat) telah muncul sejak tahun 1978 namun mengalami kesulitan untuk sampai 
menjadi kebijakan ditingkat makro, karena ketika itu kebijakan yang dilaksanakan Perum 
Perhutani dalam mengelola sumber daya hutan di Jawa masih mengikuti kebijakan yang 
berasaskan timber growing bussines dan ketika itu arah dan strategi pembangunan lebih 
mengedepankan industrialisasi daripada isu-isu lokal seperti kesejahteraan masyarakat 
desa hutan. Community Forestry atau dikenal juga dengan nama Social Forestry saat itu 
dipandang belum relevan lantaran didalamnya juga memuat isu transformasi 
kewenangan, pemberdayaan warga masyarakat sekitar hutan agar menjadi mitra yang 
setara, sesuatu yang sangat ditabukan oleh sistem birokrasi Indonesia pada masa itu 
(Hery Santoso, 2002 : 8). 
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Pembangunan kehutanan di Jawa (dan seluruh Indonesia) telah menciptakan suatu 
jaringan birokrasi kehutanan yang cenderung mengutamakan kepentingan pemerintah, 
industri atau pemodal besar bukan kepentingan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 
dan kepentingan ekosistem hutan, sumberdaya hutan menjadi rusak dan masyarakat desa 
hutan menjadi terbengkalai, menjadi miskin selama kebijakan-kebijakan dibidang 
kehutanan yang dilaksanakan Perum Perhutani masih sejalan dengan alur pikir 
kekuasaan. Mengharapkan transformasi radikal birokrasi kehutanan sebagaimana terjadi 
di India yang mengadopsi sistem Community Forestry melalui model Joint Forest 
Management (JFM) sebagai strategi pembangunan kehutanan nasional rasanya masih 
memerlukan waktu panjang (Heri Santoso, 2002 : 8). Kongres kehutanan dunia ke VIII 
tahun 1978 di Jakarta menjadi pintu masuk berkembangnya paradigma Community 
Forestry dimana dalam konsep ini pengelolaan hutan mencakup aspek ekologi, ekonomi, 
sosial, budaya sebagai suatu kesatuan dan tidak menekankan aspek kayunya saja (timber 
management) dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ada 
jaminan kepastian hak-hak masyarakat lokal atas sumberdaya hutan karena masyarakat 
adalah pelaku utama, karena mereka paling dekat interaksinya dengan hutan sekaligus 
terkena dampak langsung akibat pengelolaan hutan. 
Pengelolaan hutan menurut konsep Community Forestry sesungguhnya dilakukan 
dengan membuka peluang-peluang ekonomi yang lebih baik dan adil bagi masyarakat 
sekitar hutan dan mengembangkan masyarakat untuk mandiri secara berkelanjutan 
sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan (Budi Riyanto, 2005 : 63-66). 
Perum Perhutani dalam suasana pengelolaan dengan paradigma timber growing 
business pun sebenarnya telah merilis berbagai macam kebijakan dalam pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat atau Community Forestry seperti perhutanan sosial, hutan 
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kemasyarakatan, HPH bina desa, program mantri – lurah, maupun PMDH, dimana 
instrumen-instrumen sosial semacam ini lahir didorong oleh kenyataan bahwa dalam 
pengelolaan hutan, Perum Perhutani tidak bisa mengesampingkan persoalan-persoalan 
sosial khususnya menyangkut interaksi dengan masyarakat desa hutan sekitarnya dan 
bahwa hutan sebagai sumber daya alam tidak bisa dikelola hanya bertumpu pada 
pendekatan bisnis kayu saja, namun sebagai suatu ekologi dan sosial. Hutan adalah 
sumber daya yang memiliki fungsi multi dimensi yaitu sosial, ekonomi dan ekologi. 
Secara empiris hutan telah menjadi basis ekonomi mikro masyarakat lokal bahkan 
sejak belum berdirinya Perum Perhutani, karena itulah terancamnya kelestarian hutan 
ketika dikelola dengan paradigma timber growing business dan didominasi penuh 
pemerintah (government based forest management) adalah sebuah keniscayaan yang 
hanya tinggal menunggu waktu karena hanya ditujukan sebagai penopang ekonomi 
secara makro (nasional) saja dan tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dari hutan 
sebagai suatu kesatuan ekosistem. 
Program-program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan berbasis 
masyarakat (community based forest management) yang dilaksanakan Perum Perhutani 
(termasuk KPH Saradan) pada masa itu cenderung difungsikan untuk menjaga keamanan 
hutan melalui jalur sosial. Skema-skema kegiatan yang ditawarkan Perum Perhutani KPH 
Saradan ada yang justru berupa aliensi ekonomi lokal dari akses terhadap sumber daya 
hutan yang ada disekitarnya dengan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap 
institusi Perum Perhutani KPH Saradan dan dijadikan tidak lebih dari proyek-proyek 
populis kehutanan dengan nuansa sosial kemasyarakatan. Isu utama program-program 
community forestry pada masa itu biasanya hanya menawarkan keterlibatan masyarakat 
desa hutan kedalam sistem ketenagakerjaan dengan basis pengelolaan sumber daya hutan 
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dan sama sekali belum memperlihatkan transformasi kewenangan dan pemberdayaan 
masyarakat desa hutan agar masyarakat sekitar hutan menjadi mandiri dan berperan serta 
sebagai mitra sejajar bagi Perum Perhutani KPH Saradan dalam mengelola hutan dan 
menumbuh kembangkan ruang-ruang kelola bagi masyarakat sekitar hutan untuk 
meningkatkan kesejahteraan. Misi utama program pengelolaan hutan masih 
mengedepankan pendekatan keamanan (security opproach) dan demi kepentingan 
ekonomi makro. Perspektif kesejahteraan yang dianut pemerintah masih berorientasi dari 
perspektif terciptanya kue (ekonomi) nasional yang besar, bukan tersedianya kue dalam 
jumlah cukup dan merata sekalipun kecil ukurannya (Hery Santoso, 2002 : 8). 
Perspektif yang digunakan Perum Perhutani KPH Saradan  pada masa itu ( dan 
mungkin hingga kini ) justru memandang bahwa masyarakat sekitar hutan adalah faktor 
penentu utama bagi terciptanya keamanan hutan dan suksesnya program-program 
Perhutani. Ada anggapan bahwa semakin dekat wilayah hutan dengan permukiman 
warga, maka semakin hutan itu tidak aman dan sebaliknya semakin jauh kawasan hutan 
dari pemukiman warga, maka semakin hutan itu aman. Pandangan semacam ini 
seringkali dikaitkan dengan aktifitas substensi masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi 
kebutuhan dasarnya yang berbasis / memanfaatkan sumber daya hutan. 
Asumsi yang dikembangkan adalah bahwa keberlangsungan pengelolaan hutan 
negara oleh Perum Perhutani KPH Saradan akan senantiasa terancam oleh kegiatan 
masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber 
daya hutan seperti ketakutan bahwa masyarakat sekitar hutan akan mengkonversi lahan 
hutan menjadi lahan pertanian, masyarakat akan mengembangkan kegiatan wana tani 
yang merugikan Perum Perhutani KPH Seradan atau bahkan tertarik ikut dalam bisnis 
kayu melalui cara-cara yang illegal. Asumsi bahwa masyarakat sekitar hutan adalah 
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ancaman bagi kelestarian hutan memang lahir dari pengalaman empiris yang dialami 
Perum Perhutani KPH Saradan dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar 
hutan yang melakukan “bibrikan” (pemanfaatan lahan hutan menjadi lahan pertanian 
secara ilegal) atau melaksanakan penebangan secara ilegal untuk pemenuhan kebutuhan 
kayu maupun untuk diperdagangkan. Namun demikian dua macam kegiatan tersebut 
adakalanya tidak semata-mata lahir dari naluri kriminal, kegiatan-kegiatan semacam ini 
terutama didorong oleh situasi seperti sempitnya ruang kelola yang mengakibatkan 
terhambatnya pemenuhan subsistensi masyarakat sekitar hutan (Hery Santoso, 2002 : 09), 
luasan lahan andil untuk (bertani dalam hutan) yang semakin sempit. Hitungan upah dari 
pekerjaan kehutanan yang tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok dan tekanan 
lain yang menyebabkan masyarakat berada dalam situasi yang jarang menguntungkan. 
Sementara pada sisi lain sepanjang daur jati masyarakat desa hutan tidak pernah 
terlibat (atau dilibatkan) dalam perencanaan dan aspek-aspek manajemen lain secara 
partisipatif kecuali sebagai buruh semata. Dalam sistem manajemen pengelolaan hutan 
dengan Silvi culture hutan jati yang seragam, positivist dan kaku dengan prosedur standar 
yang ketat dan mekanis benar-benar membuat masyarakat dipisahkan dari hutan dan 
sumber dayanya secara terstruktur, sekalipun beberapa program community forestry telah 
dicoba untuk dilaksanakan namun hubungan antara sub sistem yang berjalan dalam alur 
yang timbang tentu saja tetap menyimpan benih konflik. Keadaan demikian sepertinya 
hanya menunggu persoalan waktu dan momentum saja untuk meledak menjadi sebuah 
konflik besar (Faisal H. Fuad, 2001 : 50-52) Ketidakpercayaan yang berkembang di 
kalangan masyarakat sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Saradan akibat 
penggunaan dan kebijakan dengan pendekatan keamanan secara berlebihan sekaligus 
penggunaan instrumen-instrumen sosial berupa program community forestry untuk 
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menjaga keamanan hutan bukan memberdayakan masyarakat sebenarnya adalah sebuah 
bom waktu yang tentu saja pelan namun pasti menggerogoti kepercayaan masyarakat 
sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Saradan sekaligus menimbulkan perasaan 
antipati masyarakat. 
Kegiatan illegal logging yang terjadi besar-besaran di wilayah hutan yang 
dikelola Perum Perhutani KPH Saradan telah menimbulkan akibat yang negatif dimana 
kerusakan tersebut menimbulkan degradasi sumber daya alam hayati dan secara 
ekonomis mengurangi pendapatan negara, kesempatan kerja dan modal dasar dibidang 
kehutanan yang berdampak jangka panjang adalah menimbulkan erosi tanah, 
menurunnya kesuburan tanah dan tata air sehingga dapat menyebabkan berbagai bencana 
seperti banjir, longsor dan hilangnya mata pencarian masyarakat. 
Pengelolaan hutan selama orde baru dijalankan dengan sentralisasi dan dengan 
berdasar hukum yang represif (Represive law). Menurut Nonet dan Selznick hukum yang 
represif adalah bahwa tatanan hukum ditempatkan sebagai abdi kekuasaan represif dari 
pemerintah yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan 
tanpa batas, dan dalam hal ini maka hukum dan negara serta hukum dan politik tidak 
terpisah sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemukakan aspek 
ekspresifnya (Nonet & Selznick, 1978 : 14-15). 
Korten sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya mengatakan bahwa institusi 
penguasaan dan pengelolaan sumber daya (centralized resource management) hutan 
dengan mekanisme pengambilan putusan sentralistis. Penyusunan dan penyampaian 
program bersifat standar (standarized service delivery programs) demi keseragaman dan 
efisiensi di pihak pengambilan keputusan. Konsekuensinya bahwa dalam pengelolaan 
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kehutanan menggunakan struktur organisasi yang sangat hirarkis dan bersifat atas bawah 
(top-down) yang sangat sentralistis (I Nyoman Nurjaya, 1999 : 9). 
Kebijakan represif dan sentralistis yang diterapkan Perum Perhutani KPH 
Saradan mengakibatkan masyarakat sekitar hutan termarginalkan dan tertutupnya akses 
terhadap sumber daya hutan mengakibatkan kemiskinan dan pada saat yang sama 
masyarakat sekitar hutan melihat bahwa betapa ekonomisnya hutan serta ketergantungan 
mereka pada hutan untuk memenuhi kebutuhan yang dasar telah terhalang kondisi seperti 
ini masih ditambah  
dengan betapa leluasanya aparat Perum Perhutani KPH Saradan mengelola hutan dan 
kehidupannya mencukupi hal ini menimbulkan reaksi berupa “penjarahan hutan” dimana 
masyarakat menganggap bahwa sangat tidak adil bila Perum Perhutani KPH Saradan 
dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan sedangkan masyarakat sekitar 
hutan dalam kondisi tertekan krisis ekonomi dan dihalangi dari mendapat manfaat atas 
sumber daya hutan disamping tentu saja berkembangnya perasaan antipati masyarakat 
akibat arogansi oknum-oknum Perum Perhutani KPH Saradan dalam mengelola sumber 
daya hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Saradan sebagaimana di nyatakan 
oleh bapak Yatman dari desa Dawuhan (wawancara tanggal 28 Mei 2008) : 
“jangan kayak dulu lagi main ancam pakai polisi segala. Padahal kami ini cuma mau 
mbaon aja dihalangi dan diancam, sopo ra mangkel mas, yo di ketok ae jatine, tapi 
mboten kathah mas asal cekap damel nedo. Tidak semua (aparat) Perhutani main ancam, 
yang baik juga ada ”. (Jangan seperti dulu lagi dengan memakai ancaman polisi. Padahal 
kami ini Cuma mau bertani di hutan saja dihalangi dan diancam, siapa yang tidak jengkel 
mas, ya sudah di potong saja jatinya tepi tidak banyak asal cukup untuk makan saja. Tidak 
semua (aparat) Perhutani suka mengancam, yang baik juga ada). 
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Pengelolaan sumber daya hutan pada masa orde baru dengan paradigma “timber 
growing business” atau kayu (hutan) untuk pertumbuhan bisnis / ekonomi  ( I Nyoman 
Nurjaya, 1999 : 5) dalam mengelola sumberdaya hutan memiliki ciri-ciri sebagai hukum 
yang bersifat represif seperti berikut : 
1. Mengatur agar akses masyarakat sekitar hutan menjadi tertutup atau terbatas dalam 
pemanfaatan sumber daya hukum. 
2. Menggunakan pendekatan keamanan (security approach). 
3. Penonjolan sanksi-sanksi hukum. 
4. Memberi stigma kriminologis seperti penjarah hutan, perambah liar, perusak 
reforestasi / perusuh dan lain-lain yang bermakna sama. 
Stigma-stigma yang diciptakan untuk mengkualifikasi rakyat yang mencoba 
mengakses sumber daya hutan, sekalipun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka 
sesungguhnya merupakan suatu kreasi dari budaya kontrol (Culture of control) yang 
diciptakan pemerintah untuk meneguhkan hak menguasai negara atas sumber daya hutan, 
atau merupakan konsekuensi dan ekspresi dari kultur penguasaan sumber daya hutan 
yang didominasi oleh pemerintah (Government dominated – resource control), sehingga 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara dengan menekankan 
pada model manajemen yang bersifat sentralistik (centraliced resource allocation), dan 
pola penyusunan-penyampaian program yang baku demi keseragaman dan efisiensi 
dipihak pengambilan keputusan (standarrized service delivery programs) sehingga 
memiliki konsekuensi digunakannya struktur organisasi yang sangat hirarkis dengan 
pendekatan hirarkis atas bawah (top-down) (I Nyoman Nurjaya, 2000 : 4-5). 
Penerapan pengelolaan sumber daya hutan melalui penguasaan dan pemanfaatan 
sumber daya hutan dengan kebijakan yang represif dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
ci 
SDA mempunyai kecenderungan berorientasi kapital dan ekonomi (Capital and 
Economic Oriented) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pembangunan dan bukan 
untuk menyejahterakan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan. Proses ini 
memarginalkan masyarakat sekitar hutan sekaligus membatasi aksesnya terhadap sumber 
daya hutan, hal ini menimbulkan kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi masyarakat 
sekitar hutan termasuk masyarakat sekitar hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH 
Saradan sekaligus mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi serta nilai-nilai 
sosial dan budaya masyarakat sekitar hutan. 
Sewaktu negara dan pemerintahan kuat dan stabil maka pendekatan semacam ini 
yang di laksanakan Perum Perhutani KPH Saradan  bisa jadi memadai, memakai 
pendekatan keamanan (security approach) secara ketat dengan sanksi-sanksi keras 
mungkin sudah mencukupi untuk mengelola hutan dengan alas hak menguasai negara, 
namun pada satu titik tertentu ketika negara dalam kondisi tidak stabil dan di saat sama 
terdapat tekanan ekonomi yang hebat pada masyarakat sekitar hutan. Sementara didekat 
mereka ada “Harta Karun” berupa sumber daya hutan yang melimpah dan mereka lihat 
dikuasai pihak lain (Perum Perhutani KPH Saradan) ditambah dengan klaim-klaim dari 
masyarakat bahwa yang menanam adalah leluhur maka pada saat itulah muncul 
permasalahan besar yang sudah tidak dapat lagi dikendalikan. 
Krisis ekonomi pada tahun 1997 dan diikuti krisis politik yang berakhir pada 
pergantian rezim penguasa dari orde baru kepada presiden-presiden berikutnya akibat 
gerakan reformasi secara langsung juga ikut membuat kebijakan pengelolaan kehutanan 
berubah, dimana pengelolaan kehutanan oleh departemen kehutanan dan perkebunan 
dimana pada masa sebelumnya oleh departemen kehutanan. Pada masa reformasi ini 
terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam bidang pengelolaan sumber daya hutan, 
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akibat dari tekanan krisis ekonomi dan kecemburuan pada perilaku aparat-aparat 
kehutanan Perum Perhutani KPH Saradan  yang sebelumnya sangat feodalistik dengan 
pendekatan keamanan pada masa lalu ditambah melemahnya kekuatan Perum Perhutani 
KPH Saradan  membuat sebagian masyarakat berlomba-lomba untuk mengeksploitasi 
hutan secara illegal, dimana aksi-aksi ini dilakukan bahkan secara terang-terangan dan 
massal sehingga mempercepat degradasi hutan dan segenap sumber dayanya. Para 
pengambil keputusan baik di tingkat nasional maupun lokal harus berlomba dengan 
kegiatan penebangan-penebangan kayu secara ilegal dan masal akibat penerapan sistem 
pengelolaan yang tidak benar (timber growing business) sehingga keduanya 
mempercepat degradasi sumber daya hutan yang sangat vital peranannya. 
Aparat-aparat Perum Perhutani KPH Saradan maupun pihak polisi hutan tidak 
berdaya menghadapi hal tersebut disamping karena keterbatasan personil maupun sarana 
dan prasarana pengamanan hutan (satu personel harus menjaga area 800 hektare) juga 
brutalnya sebagian massa pada waktu itu, disamping adanya oknum-oknum aparat yang 
justru ikut-ikutan mengais keuntungan dalam situasi ini. Terjadinya ledakan 
permasalahan akibat akumulasi kekecewaan sekaligus tekanan krisis ekonomi secara 
langsung dan jelas menunjukkan bahwa pendekatan keamanan maupun pengelolaan 
sumber daya hutan dengan asas timber growing business bukanlah suatu kebijakan yang 
tepat dan telah terbukti keliru, sekaligus menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1967 
tentang kehutanan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga UU No. 5 tahun 
1967 perlu untuk dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kehutanan yang 
mengakomodasi keinginan, cita-cita, kondisi dan nilai sosial dari kelompok masyarakat 
sekitar hutan, sekaligus mampu menjamin kelestarian sumber daya hutan sebagai suatu 
kesatuan ekologi. 
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Perubahan fundamental dengan dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 
dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan 
ditinggalkannya paradigma timber management dalam pengelolaan hutan dan digantikan 
dengan paradigma yang lebih akomodatif dan membuka peluang lebar bagi pengelolaan 
hutan yang berbasis komunitas atau Community based forest management dan diakuinya 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. 
Pengakuan terhaap hak masyarakat yang merupakan pengakuan terhadap 
community forestry secara umum dijelaskan dalam pasal 68 ayat (1-4) Undang-Undang 
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjelaskan hak-hak masyarakat dalam 
pengelolaan sumberrdaya hutan, yaitu : 
1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. 
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat : 
a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi 
kehutanan. 
c. Memberi informasi, saran pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, dan 
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik 
langsung maupun tidak langsung. 
3. Masyarakat didalam hutan dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena 
hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagaimana lapangan kerja untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah 
miliknya sebagaimana akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Kebijakan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani (dan Perum Perhutani KPH 
Saradan) yang dahulu lebih menekankan pada tujuan pengamanan hutan dan peningkatan 
hasil hutan namun, minus upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 
ternyata dalam pelaksanaannya menyimpan benih permasalahan yang pada waktu 
tertentu (akhir masa orde baru) meledak menjadi permasalahan besar. Atas dasar 
permasalahan yang dihadapi oleh Perum Perhutani KPH Saradan dalam mengelola hutan, 
termasuk terjadinya  penjarahan-penjarahan hutan serta tidak lagi sesuainya kebijakan 
kehutanan yang hanya melakukan pendekatan keamanan belaka dan berorientasi hasil 
hutan maupun memburuknya relationship antara Perum Perhutani KPH Saradan dengan 
masyarakat sekitar hutan di wilayah kerjanya menuntut Perum Perhutani KPH Saradan 
untuk berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan konsepsi pembangunan 
hutan kemasyarakatan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan 
masyarakat dengan sistem manajemen yang partisipatif. Hal ini dilaksanakan dengan 
suatu latar belakang bahwa kemiskinan dan permasalahan sosial yang terjadi adalah 
akibat termaginalkannya masyarakat sekitar hutan dan tiadanya akses bagi mereka untuk 
mempunyai akses pada penentu kebijakan. 
Pencabutan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan 
digantikan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memungkinkan para 
penentu kebijakan sektor kehutanan dan pemegang ijin pemanfaatan hutan (Perum 
Perhutani maupun KPH Saradan) untuk membangun pengelolaan dan pemanfaatan 
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sumber daya hutan yang berbasis pada masyarakat (Community – based forest 
management) dan menggantikan pengelolaan sumber daya hutan berbasis negara (state-
based forest management) seperti selama ini terjadi. 
29 Maret 2001 Perum Perhutani membuat sebuah kebijakan baru dalam 
pengelolaan hutan dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan bersama 
Masyarakat (PHBM) melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 
136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat 
yang kemudian diperbarui dengan SK 268/KPTS/DIR/2007 tentang  Pedoman PHBM 
Plus 
Kebijakan PHBM ini didasari oleh paradigma community-based forest 
management yang diharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan 
hutan untuk mencapai kelestarian hutan dan fungsinya. 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) baru dapat dikatakan berhasil 
apabila dapat menjalin komunikasi yang responsif, peduli serta melibatkan masyarakat 
untuk turut serta dan terinteraksi dalam penyusunan perencanaan dan terlibat secara sadar 
sebagai mitra sejajar dari Perum Perhutani dengan prinsip kesetaraan dan bukan Patron-
Client (Majikan-Buruh) dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 
hutan serta mampu memobilisir sumber-sumber ekonomi secara produktif tidak saja bagi 
Perhutani namun juga bagi masyarakat sekitar hutan dengan tetap terjaganya dan 
terlindunginya kelestarian sumber daya hutan maupun konservasi alam. 
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B. Pembahasan  
   1. Evaluasi atas Pencapaian Tujuan dari kebijakan PHBM yang di laksanakan oleh 
Perum Perhutani KPH Saradan 
Pengelolaan sumber daya hutan di era orde baru telah menyebabkan terjadinya 
berbagai permasalahan yang rumit untuk diselesaikan, diantaranya adalah laju deforestasi 
yang sangat hebat dan cepat sehingga menimbulkan berbagai bencana yang menelan 
kerugian yang tidak sedikit baik dari segi material maupun jumlah korban yang meninggal 
sia-sia akibat bencana sekaligus membuat Indonesia mendapat gelar negara perusak hutan 
terbesar di dunia. Permasalahan sosial juga meledak dengan masif karena tekanan krisis 
ekonomi dan kebijakan yang keliru di masa lalu dan memarginalkan masyarakat sekitar 
hutan. Sehingga timbul disana-sini perusakan hutan dan illegal logging tanpa bisa dicegah 
selain juga meningkatnya aksi-aksi kekerasan dalam berbagai permasalahan sosial yang 
terjadi. Kebijakan Community Based Forest Management (CBFM) dengan nama PHBM 
yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH Saradan dalam PHBM sebenarnya muncul dan 
menjadi relevan sebagai respon atas terjadinya berbagai permasalahan baru yang sangat 
kompleks dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dialami oleh Perum Perhutani KPH 
Saradan , yaitu : 
1. Laju pertambahan penduduk yang terus naik dan pada saat yang sama luas lahan (hutan) 
tidak pernah mengalami penambahan sehingga diperlukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan manfaat kawasan hutan. 
2. Kemiskinan dan sedikitnya peluang kerja di desa-desa sekitar kawasan hutan yang rata-
rata dihuni penduduk miskin lahan (lahan pertanian sempit atau tidak punya lahan) 
karena sebagian besar sumber daya hutan dikuasai negara, hal ini sangat rawan menyulut 
permasalahan sosial. kebijakan PHBM diharapkan akan membuka luasnya peluang kerja 
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di pedesaan sekitar hutan melalui beragam kegiatan atau pemanfaatan sumber daya hutan 
dengan tetap menjaga agar hutan tetap lestari. 
3. Kerusakan lingkungan dan sumber daya hutan akibat pengelolaan sumber daya hutan 
dengan menggunakan paradigma timber growing business selama puluhan tahun di era 
orde baru yang terbukti hanya dapat membuat hutan semakin rusak. 
4. Tuntutan rakyat dan semakin terbukanya peluang masyarakat untuk ambil bagian secara 
aktif di era reformasi dalam pengelolaan sumber daya hutan setelah sebelumnya 
termarginalkan. 
5. Munculnya konflik sosial tentang dan di kawasan hutan negara antara masyarakat dengan 
pemerintah (cq. Perum Perhutani KPH Saradan di wilayah kerjanya) akibat kebijakan 
yang kurang tepat seperti penerapan kaku ketentuan silvi culture yang membuat 
masyarakat sekitar hutan hanya punya kesempatan dua tahun saja mengelola areal 
bukaan hutan dan pendekatan keamanan yang berlebihan sehingga menjadikan akses 
masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan menjadi sempit dan akibat tekanan 
ekonomi. 
6. Munculnya pandangan dan sikap tidak mempercayai Perum Perhutani KPH Saradan yang 
berkembang menjadi penjarahan hutan secara massal  yang didasari kejengkelan 
masyarakat diwilayah kerja Perum Perhutani KPH Saradan akibat arogansi oknum aparat 
Perum Perhutani KPH Saradan serta kebijakan yang memarginalkan masyarakat. 
7. Pandangan dari pengambil kebijakan di institusi Perum Perhutani KPH Saradan bahwa 
terjadi saling ketergantungan antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani KPH 
Saradan sehingga pengelolaan sumber daya hutan sebaik apappun tidak akan berhasil 
tanpa ada kemitraan dari masyarakat sekitar hutan dan meningkatnya kesejahteraan 
mereka. 
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Perum Perhutani sebagai institusi yang diamanahi untuk mengelola sumber daya 
hutan di pulau jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1986 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 52) dan diperbaharui dengan PP no. 53 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 no. 105) sebagai dasar yuridis bagi Perum 
Perhutani untuk mengelola hutan dan segala permasalahan sosial yang terjadi tersebut 
sekaligus menyelesaikannya secara bijaksana. Segala permasalahan sosial yang terjadi dalam 
sektor pengelolaan sumber daya hutan adalah akibat pemarginalan masyarakat sekitar hutan 
dari sumber daya hutan, masyarakat hutan dihilangkan aksesnya pada sumber daya hutan 
oleh kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis negara (state-based forest 
management) dengan paradigma “timber growing business” yang hanya melihat hutan dari 
aspek ekonomi dan industri produksi kayu saja tanpa melihat hutan sebagai suatu kesatuan 
ekologi dan sosial. 
Perubahan dibidang pengelolaan sumber daya hutan berlangsung demikian cepat dan 
dimulai dengan dicabutnya Undang-Undang No. 05 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Kehutanan dan digantikan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
yang lebih mengakui keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan sumber 
daya hutan, perubahan peraturan ini sekaligus menggantikan paradigma timber growing 
business dengan paradigma baru dimana pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat 
(community based forest management) menjadi penggantinya (Suwignyo Utama, 2006 : 12) 
Perum Perhutani pada tahun 2001 mengeluarkan kebijakan dengan paradigma 
community based forest management dengan keputusan ketua Dewan Pengawas Perum 
Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan PHBM dan diperbarui dengan Surat 
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Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman PHBM Plus 
sebagai kebijakan yang dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang No.41 tahun 
1999 tentang Kehutanan. 
PHBM sebagai suatu kebijakan publik yang di laksanakan Perum Perhutani Perum 
Perhutani KPH Saradan Saradan pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai, Tujuan dari 
kebijakan PHBM yang di laksanakan Perum Perhutani KPH Saradan terdapat dalam pasal 3 
ayat (2) SK No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman PHBM Plus adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel. 
2. Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak 
berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 
3. Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran dan akses masyarakat desa hutan serta 
pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. 
4. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan 
pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. 
5. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stake holder. 
6. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri hutan lestari.  
7. Mendukung peningkatan IPM dengan tiga indikator : tingkat daya beli, tingkat 
pendidikan dan tingkat kesehatan. 
 
Kebijakan PHBM sebagai suatu  kebijakan pengelolaan sumber daya hutan berbasis 
masyarakat (community forestry) menegaskan bahwa keberadaan kebijakan publik tersebut 
(dalam hal ini PHBM) adalah sebagai sarana akomodasi terhadap kepentingan masyarakat 
(sekitar hutan) untuk secara bersama mengelola sumber daya hutan, itu berarti sukses atau 
tidaknya PHBM sebagai suatu kebijakan publik adalah tergantung bagaimana masyarakat 
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menilai PHBM, bila masyarakat merasa kebutuhan dan kepentingannya telah dipenuhi dan 
diakomodasi (Perum Perhutani KPH Saradan) maka dengan sendirinya kebijakan itu 
(PHBM) akan dianggap telah menjalankan fungsinya dengan sukses. Demikian pula 
sebaliknya apabila masyarakat merasa kebutuhan dan kepentingan mereka tidak diakomodasi 
atau malah dirugikan maka dengan sendirinya kebijakan (PHBM) itu menjadi gagal 
(Muchsin dan Fadillah Putera, 2002 : 28) karena apabila kebijakan PHBM diselewengkan 
untuk menjaga keamanan hutan semata dan diperlakukan dengan upaya konvensional pasti 
akan menyulut konflik berkepanjangan dan illegal logging secara masif seperti dulu. 
Respon masyarakat terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan penelolaan 
Sumberdaya Hutan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Saradan, termasuk 
perilaku dan tindakan masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya hutan bersama 
mayarakat yang ditawarkan oleh Perum Perhutani KPH Saradan, termasuk pula bagaimana 
masyarakat menyikapi tentang program yang ditawarkan Perum Perhutani KPH Saradan 
merupakan hal yang sangat penting karena kebijakan PHBM itu sendiri memiliki tujuan 
utama menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi terkait pengelolaan sumber daya 
hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Saradan yaitu kemiskinan, ketidak berdayaan 
masyarakat dan maraknya penjarahan hutan akibat tekanan ekonomi serta munculnya ketidak 
puasan serta lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Perum Perhutani KPH Saradan 
sebagaimana diungkap bapak Dodi, SE. selaku KSS Pengelolaan Sumber  daya Hutan Perum 
Perhutani KPH Saradan (wawancara tanggal  23 April 2008) “PHBM memang sebuah upaya 
KPH Saradan untuk mengurangi Illegal logging akibat permasalahan sosial seperti 
kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat akibat krisis ekonomi dan memulihkan 
kepercayaan yang telah luntur”. 
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Sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan PHBM oleh Perum Perhutani KPH 
Saradan merupakan suatu bentuk penilaian masyarakat atas kebijakan PHBM tersebut, bila 
kebijakan PHBM tersebut memiliki sisi positif dalam arti Perum Perhutani KPH Saradan 
mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan menerapkan prinsip 
kesetaran sebagaimana tujuan dari kebijakan PHBM maka respon masyarakat akan positif 
dan mendukung PHBM sehingga dengan demikian PHBM mencapai tingkat pencapaian 
tujuan sebagaimana yang diharapkan, namun apabila ternyata masyarakat merespon dengan 
negatif, dingin ataupun acuh tentu saja merupakan indikasi atas ketidakberhasilan kebijakan 
PHBM dalam mencapai tujuannya dan merupakan sebuah sinyal bahwa ada sesuatu 
mekanisme kebijakan yang merugikan masyarakat atau belum sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. Tingkat akseptasi dan respon masyarakat dalam menggambarkan bahwa hukum 
(dalam pengelolaan sumber daya hutan) adalah manifestasi makna-makna simbolik para 
perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (Setiono, 2002 : 1) sekaligus 
menggambarkan bagaimana bentuk interaksi masyarakat sekitar hutan dan Perum Perhutani 
KPH Saradan setelah adanya kebijakan PHBM serta sejauhmana kebijakan itu mempunyai 
pengaruh pada masyarakat sekitar hutan dan menentukan pula tingkat relationship antara 
Perum Perhutani KPH Saradan dengan masyarakat sekitar hutan sekaligus tolok ukur atas 
tingkat keberhasilan kebijakan PHBM dalam mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. 
Pencapaian dari tujuh tujuan kebijakan PHBM tersebut yang berhasil dengan sangat 
baik adalah tujuan ke empat yaitu “menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan 
sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat 
desa hutan” dan tujuan ke lima yaitu “Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah 
dan stake holder”, hasil yang sangat baik tersebut relatif sangat mudah di laksanakan karena 
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Perum Perhutani KPH Saradan  memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan 
Pemerintah Daerah baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. 
Perum Perhutani KPH Saradan dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan  kebijakan 
PHBM tidaklah mungkin dapat berjalan sendiri tetapi dengan juga harus menjalin kerja sama 
dengan Pemerintah Daerah, kerja sama ini diperlukan untuk mendorong peran serta 
masyarakat dan stoke holder sehingga perlu lebih di wadahi dan di fasilitasi termasuk oleh 
Pemerintah Daerah. 
Perum Perhutani KPH Saradan memiliki wilayah hutan yang berada pada empat 
kabupaten dan tidak mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan terkecuali terjalin 
kerja sama yang integral dengan pihak Pemerintahan Daerah. Landasan yuridis yang penting 
bagi kerjasama ini dinyatakan dalam pasal 66 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang 
membahas pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan perhutani dalam era 
otonomi daerah, yaitu : 
Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian 
kewenangan kepada Pemerintah Daerah. 
1. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi 
daerah. 
2. Kerjasama dengan Pemda diperlukan adalah agar kebijakan PHBM dapat 
diselaraskan dengan pengembangan wilayah oleh Pemda dan tidak tumpang tindih. 
PHBM sebagai sebuah kebijakan Community Forestry salah satunya memiliki tujuan 
sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf (c-d) SK No.268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman 
PHBM Plus yaitu: 
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c. Menselaraskan kegiatan Pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan 
pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. 
d. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah  dan stake holder. 
 
Melalui hubungan baik tersebut terjalinlah satu bentuk kerjasama antara  Perum 
Perhutani KPH Saradan dengan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan kebijakan PHBM 
yaitu menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan 
pembangunan wilayah dan meningkatkan sinergitas dengan Pemda dan stake holder yang 
merupakan tujuan dari kebijakn PHBM sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf (c-d). kerjasama 
tersebut di laksanakan  melalui wadah Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) yang 
berfungsi sebagai sarana komunikasi antara Perum Perhutani dan Pemda. FK PHBM 
Provinsi mencakup wilayah provinsi dan Forum Komunikasi PHBM tingkat kota / kabupaten 
dengan wilayah kota / kabupaten dimana kerja sama ini dituangkan dalam perjanjian kerja 
sama yang mempunyai kekuatan hukum. Forum Komunikasi ini diperlukan untuk 
menselaraskan kebijakan PHBM dan program pembangunan wilayah sekitar hutan oleh 
Pemda sekaligus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat desa hutan 
untuk dapat terlibat aktif dalam pengelolaan hutan melalui PHBM disamping menyusun 
program pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan 
masyarakat sekitar hutan bersama Pemerintah Daerah sehingga nantinya dapat selaras 
dengan kebijakan pengembangan wilayah.  
Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) di bentuk dengan empat Pemda yang secara 
administratif terdapat kawasan hutan yang merupakan wilayah kerja Perum Perhutani KPH 
Saradan yaitu Pemkab Madiun, Pemkab Nganjuk, Pemkab Ngawi dan Pemkab Bojonegoro 
dan melalui FK PHBM maka Perum Perhutani KPH Saradan mendapatkan informasi berupa 
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kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah oleh empat Pemda tersebut 
di wilayah-wilayah desa hutan dan dengan demikian Perum Perhutani KPH Saradan dapat 
menselaraskan kebijakannya (PHBM) dengan kegiatan pembangunan wilayah oleh 
Pemerintah daerah dan  menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa 
hutan di wilayah kerjanya, hal tersebut diungkapkan ibu Yudhi dari bagian umum Perum 
Perhutani KPH Saradan (wawancara tanggal 21 April  2008) : 
“Kami menjalin kerjasama dengan empat permerintah daerah yaitu Madiun, 
Nganjuk, Ngawi, dan Bojonegoro melalui FK PHBM. Dengan FK PHBM kami dapat 
mengetahui kegiatan pembangunan daerah sekaligus dapat mensinergiskan PHBM dengan 
Pemda dan banyak dibantu oleh Pemda karena tanpa dibantu pemda kita tidak bisa apa-apa 
terutama indicator kesehatan dan Pendidikan itu banyak dilaksanakan Pemda karena KPH 
Saradan tidak memiliki kompetensi memadai dalam hal tersebut”. 
 
 Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Saradan dengan Pemda melalui FK PHBM 
maka membuka kemungkinan untuk dapat mensinergiskan kebijakan PHBM oleh Perum 
Perhutani KPH Saradan dengan Pemda melalui berbagai program bersama dan sebagai upaya 
mencegah konflik yang terjadi antara keduanya yang hanya akan merugikan masyarakat di 
desa hutan sebagaimana terjadi di daerah lain yang mengalami kisruh akibat Perum Perhutani 
berebut hak dan kewenangan dengan Pemda dan saling menghambat sehingga PHBM di 
daerah tersebut mengalami kekacauan. 
Keberadaan FK PHBM menjadi sangat urgen mengingat kerjasama yang baik dengan 
Pemda adalah salah satu tujuan dari PHBM, karena FK PHBM sebagai sarana komunikasi 
yang efektif dan tanpa ada FK PHBM akan sangat sulit bagi Perum Perhutani KPH Saradan 
untuk dapat meningkatkan sinergi dengan Pemda sekaligus menselaraskan PHBM dengan 
pengembangan wilayah oleh Pemda. Hubungan dan komunikasi yang buruk dengan Pemda 
akan menyebabkan Kebijakan PHBM mengalami stagnasi sekaligus kemunduran karena 
sumber daya Perum Perhutani KPH Saradan sebenarnya tidak cukup untuk melaksanakan 
PHBM tanpa bantuan dan dukungan Pemda terutama mengingat kewenangan Pemda yang 
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memadai di era otonomi daerah. Salah satu bentuk kerjasama adalah dengan Pemerintah 
Daerah yang merupakan tujuan dari kebijakn PHBM sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf (c-
d).  
Tujuan kebijakan PHBM menurut SK no. 268/KPTS/DIR/2007 adalah ”Perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel”, aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
PHBM merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga tanpa perencanaan dan 
pelaksanaan (implementasi) yang baik maka kebijakan apapun termasuk PHBM tidak 
mungkin akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, aspek perencanaan 
dalam PHBM di bicarakan bersama antara Perum Perhutani KPH Saradan dan masyarakat 
baik melalui penyusunan dan penetapan Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD) maupun 
melalui kajian desa partisipatif. Kebijakan PHBM memiliki maksud pemberdayaan yang 
merupakan suatu proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan yang atau 
kemampuan kepada masyarakat sekitar hutan agar menjadi lebih berdaya sekaligus suatu 
proses dialogis yang setara sehingga berdasar hal tersebut diatas maka penyerahan sebagian 
privilege yang selama ini hanya dimiliki Perum Perhutani KPH Saradan tersebut adalah 
bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dan dengan demikian tampak 
secara jelas bahwa dalam pengelolaan sumber daya pun Perum Perhutani KPH Saradan 
memerlukan pula partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya dan itu 
akan  dapat tercapai apabila masyarakat juga mendapat kemanfaatan dari hutan dan bukan 
malah memarginalkan mayarakat dan dalam kebijakan PHBM pun Perum Perhutani KPH 
Saradan tetap memerlukan bantuan dan kerjasama yang integral dengan masyarakat sehingga 
dapat lebih mudah mewujudkan tujuan PHBM dan mendorong kapasitas ruang kelola 
community forestry. 
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 Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani 
KPH Saradan di era PHBM sebagaimana penulis amati sangat fleksibel di lapangan dan 
sangat kompromis terhadap masyarakat sekitar hutan di mana Perum Perhutani KPH Saradan 
semisal Perum Perhutani KPH Saradan selalu mengemukakan rencana-rencana penebangan 
kepada masyarakat satu atau dua tahun sebelumnya sehingga masyarakat bisa bersiap-siap 
dan rata-rata antara sebulan-dua bulan selalu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat 
dan perencanaan potensi desa hutan maupun pengkajian desa hutan selalu dilaksanakan dan 
di susun secara partisipatif  dengan keterlibatan masyarakat dan dalam penyusunan MoU 
maupun MoA PHBM yang di laksanakan di desa bersangkutan di susun sendiri oleh 
masyarakat tentang kegiatan ekonomis di kawasan desa pangkuan hutan selama tegakan jati 
utuh. Keluhan utama masyarakat sekitar hutan sebelum PHBM yaitu Perum Perhutani KPH 
Saradan hanya membolehkan menanam di lahan tegakan berusia maksimal 2 tahun saja dan 
selanjutnya harus pindah dan ketentuan ini di laksanakan sewenang-wenang dengan ancaman 
berurusan dengan hukum yang banyak membuat jengkel masyarakat sekarang sebagaimana 
pengakuan bapak Yatman dari desa Dawuhan (wawancara tanggal 28 Mei 2008) “Jangan 
kayak dulu lagi mas main ancam polisi segala padahal kami cuma pengen mbaon aja kok 
dihalangi terus diancam. sopo ra mangkel mas, yo di ketok ae jatine” (jangan seperti dulu 
lagi mas dengan memakai ancaman polisi padahal kami hanya ingin bertani di hutan saja kok 
di halangi dan di ancam, siapa yang tidak jengkel, ya di potong saja jatinya) setelah PHBM 
masyarakat diijinkan tetap menanam dilokasi tegakan sekalipun sudah lebih dari dua tahun 
namun dengan syarat tegakan jati dijaga oleh masyarakat,  ketentuan ini tercantum dalam 
perjanjian PHBM antara Perum Perhutani KPH Saradan dengan masyarakat (LMDH) 
sebagaimana disepakati kedua pihak, Perencanaan dan implementasi PHBM yang lebih 
fleksibel berarti lebih mudah menyerap keinginan dan mengakomodasi masyarakat dalam 
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kegiatan pengelolaan hutan, sikapp fleksibel dalam pelaksanaan PHBM memungkinkan 
Perum Perhutani KPH Saradan berkompromi dengan masyarakat dan stake holder apabila 
ternyata rencana Perum Perhutani KPH Saradan tidak berkenan atau menimbulkan friksi 
dengan masyarakat, dengan fleksibelnya perencanaan dan pelaksanaan PHBM berarti tujuan 
PHBM poin pertama telah tercapai. 
Tujuan PHBM poin yang kedua dapat tercapai dengan hasil memuaskan adalah 
”meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak 
berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan”. Peningkatan 
tanggung jawab terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan ini dapat 
tercapai melalui serangkaian instrumen yang terutama adalah pemberlakuan diskresi tentang 
penghapusan silvi culture ketat dalam interaksi dengan masyarakat sekitar hutan dan pihak 
berkepentingan karena kebijakan silvi culture selama ini merupakan penyulut utama konflik 
dan penyebab turunnya rasa tanggung jawab masyarakat sekitar hutan terhadap kelestarian 
hutan karena silvi culture menyebabkan masyarakat sekitar huatn teralienasi sehingga timbul 
rasa ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan.  
Diskresi terhadap kebijakan silvi culture ini membuat masyarakat sekitar hutan salut 
sekalipun masih ada kekhawatiran bahwa Perum Perhutani KPH Saradan akan mengingkari 
mengingkari perjanjian PHBM sebagaimana penuturan bapak Tukimin dari desa Bulu 
(wawancara tanggal 28 Mei 2008):  
 “Sudah mendingan dari pada dulu, kami dulu kadang di tegur dan diancam (jika 
bertani) kalau tegakan sudah tinggi kinten-kinten 3 tahun tapi sekarang tidak lagi, kan sudah 
ke notaries diwakili perangkat dan Perhutani jadi posisi kami bagus, mugi-mugi Perhutani 
mboten ingkar, menowo ingkar mesti kisruh malih” . 
(Sudah lebih baik dari pada dulu, kami dahulu kadang di tegur dan di ancam (jika 
bertani) kalau tegakan sudah tinggi kira-kira 3 tahun tapi sekaeang tidak lagi, karena sudah 
de notaris di wakili perangkat (desa) dan Perhutani jadi posisi kami bagus, semoga saja 
Perhutani tidak ingkar janji, karena jika ingkar janji pasti ada konflik lagi). 
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Selain diskresi tersebut maka lama masa perjanjian yang lama dan kemauan untuk 
memahami kebutuhan masyarakat untuk bertani merupakan instrumen yang penting karena 
dengan sendirinya masyarakat akan mau menjaga tegakan hutan karena apabila kawasan 
hutan menurun kesuburannya maka dengan sendirinya masyarakat sekitar hutanlah yang 
mengalami kerugian. Lamanya masa perjanjian PHBM tersebut di ungkapkan oleh bapak 
Syamsuri selaku wakil ketua LMDH Wonosubur  (wawancara tanggal 25 Mei 2008) “(masa 
perjanjian) sesuai siklus pertumbuhan jati (70 - 80 tahun) dan bisa menanam lebih lama dari 
waktu dulu. Masa Perjanjian PHBM sangat lama kecuali ada peraturan baru”  
Aspek penting lain agar dapat meningkatkan meningkatkan tanggung jawab Perum 
Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi 
dan manfaat sumberdaya hutan adalah kemauan Perum Perhutani KPH Saradan untuk mau 
berbagi hasil hutan kayu 25% untuk masyarakat sekitar hutan maupun 100 % untuk hasil 
hutan non kayu berdasar SK No. 001 tentang Pedoman berbagi hasil hutan kayu. Sharing 
atau berbagi hasil huat baika kayu maupun non kayu inilah yang membuat program 
pelestarian hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan dapat berjalan dengan sukses 
sesuai yang di harapkan karena masyarakat sekitar hutan yang mendapat kesempatan 
mengelola sumberdaya hutan secara aman sekaligus mendapatkan bagi hasil hutan yang pada 
masa sebelumnya hanya menjadi mimpi saja ini  membuat masyarakat sekitar hutan  
bersungguh-sungguh menjaga tegakan jati di lahan mereka mbaon karena besar-kecilnya 
bagi hasil yang mereka dapatkan bergantung pada kelestarian hutan. Keleluasaan yang di 
berikan Perum Perhutani KPH Saradan melalui PHBM itu oleh masyarakat sekitar hutan di 
manfaatkan untuk mbaon (bertani di hutan) di wilaya hutan Perum Perhutani KPH Saradan 
dan masyarakat sekitar hutan bersungguh-sungguh menjaga kelestarian hutan karena 
semakin hutan lestari maka tanah akan semakin subur dan bagi hasil hutan kayu maupun non 
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kayu akan semakin banyak di dapatkan. Sebenarnya permasalahan sharing kayu tidak 
seharusnya menjadi jurus andalan Perum Perhutani Saradan karena mirip dengan Timber 
growing bussiness yang bergantung pada kayu namun juga harus mempertimbangkan 
pengembangan komoditas dan hasil hutan non-kayu yang  dapat menghasilkan nilai 
ekonomis yang tinggi, bahkan melebihi kayu dengan tanpa merusak hutan sehingga 
pemanfaatan sumber daya hutan dapat terus dilakukan tanpa menurunnya kualitas hutan. 
Pelaksaanan PHBM menuntut Perum Perhutani KPH Saradan untuk tidak berlaku 
curang yaitu menawarkan areal hutan yang telah rusak kepada masyarakat untuk di 
PHBMkan dengan potensi hasil hutan yang sudah sangat terbatas yang bagi Perum Perhutani 
KPH Saradan sendiri bisa dikatakan nothing to lose jika harus dikelola bersama masyarakat 
karena bagi hasilnya pasti kecil dan hutan dengan potensi yang tinggi ”sayang untuk 
dilepaskan”. Program PHBM sebenarnya cukup rawan karena bisa disalah gunakan Perum 
Perhutani KPH Saradan untuk mendapatkan tenaga murah untuk merestorasi dan menjaga 
hutan atau management system of last resort yang tidak berpihak pada kepentingan 
masyarakat sekitar hutan. Kecemasan bahwa Perum Perhutani KPH Saradan akan berlaku 
curang terhadap masyarakat tersebut di khawatirkan bapak Yatman dari desa Dawuhan 
(wawancara tanggal 28 Mei 2008) ”Rineko mbenjang Perhutani panen kayu arepan kulo 
nggih jujur, menawi kathah nggih diomong kathah,kan wargo mestine angsal jatah 
seperapat mergi tiyang-tiyang niku sampun siskamling dateng alas njogo tegakan”.  (kalau 
besok Perhutani memanen kayu harapan saya Perhutani jujur, jika hasilnya banyak ya di 
katakan banyak, sudah seharusnya warga mendapat 25% karena orang-orang (warga) itu 
sudah mengadakan siskamling di hutan untuk menjaga pohon). 
Sistem bagi hasil yang digembar-gemborkan sebenarnya lemah karena sebenarnya 
masyarakat sekitar hutan banyak yang tidak cukup tahu mengenai mekanisme penebangan 
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dan penjualan kayu jati dari hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan dan berapa 
sebenarnya keuntungan Perum Perhutani KPH Saradan dari hasil tebangan. Ketimpangan 
lain adalah bahwa dalam skala mikro hanya sebagian kecil elit lokal yang banyak menikmati 
manfaatnya karena mereka punya akses lebih baik dari warga biasa dan punya status politis 
dan ekonomis dibanding petani hutan yang miskin (Ahmad Maryudi, 2008 : 4) dan dugaan 
ketimpangan posisi antara pesanggem miskin dan elite lokal ini dinyatakan bapak Joko S dari 
desa Saradan (wawancara tanggal 28 Mei 2008) ”Bantuan untuk kami ini kalau bisa 
ditambah dan diatur biar adil kalau membagi lahan mbaon, kayaknya yang dekat petinggi 
(aparat desa) dapat banyak (luas), yang adillah kalo membagi”.  
Sistem pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat menuntut Perum 
Perhutani KPH Saradan untuk merubah persepsi tentang hutan, yaitu bahwa hutan bukan 
hanya terdiri dari kayu, non kayu dan tanah saja tetapi disana juga terdapat komunitas 
(manusia) di sekitar hutan, jadi permasalahan manusia / masyarakat sekitar hutan juga harus 
dimasukkan sebagai bagian dari ekosistem hutan yang diperhitungkan dan diakomodir dalam 
sistem manajerial pengelolaan sumber daya hutan sekaligus menyiapkan instrumen-
instrumen  dan insentif yang akomodatif bagi hak-hak dan akses masyarakat terhadap 
sumberdaya hutan, menyesuaikan struktur kelembagaan dan menetapkan metode dan teknik 
yang memungkinkan peran serta aktif masyarakat agar kondusif bagi pengembangan 
manajemen kehutanan yang berbasis kemasyarakatan (Sigit S. Nugroho, 2004 : 37) 
Peran dan akses masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap 
pengelolaan sumber daya hutan setelah PHBM lebih diakomodir dari pada era sebelum 
PHBM dengan instrument yang akomodatif dan menjamin  hak dan akses masyarakat sekitar 
hutan melalui wadah LMDH dan perjanjian PHBM secara resmi di hadapan notaris agar 
memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat diubah seenaknya oleh Perum Perhutani 
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KPH Saradan seperti kebijakan sebelum era PHBM sebagaimana keterangan bapak Joko S. 
dari desa Saradan “PHBM ini lebih bagus dari pada program-program Perhutani dulu-dulu, 
meski harus pakai perjanjian segala macam gak popo mas kami setuju, yang penting tetep 
iso mbaon.” (PHBM ini lebih bagus daripada program-program Perhutani yng dahulu, walau 
pun harus menggunakan perjanjian tidak apa-apa mas, kami seruju yang penting tetap bisa 
bertani di hutan). 
Senada dengan hal di atas adalah keterangan yang disampaikan oleh bapak Rudi dari 
desa Klangon (Wawancara tanggal 24 Mei 2008)  
“PHBM kan wadah untuk  dapat mengelola hutan, menanam dan cari uang dihutan 
secara baik-baik, orang-orang dan termasuk pesanggem masuk PHBM (di Klangon LMDH 
Pandan Asri) dan membikin perjanjian kerjasama dengan Perhutani dan pakai akta Notaris” 
. 
Hal tersebut merupakan sebuah ketentuan logis dimana masyarakat berhak 
mendapatkan akses terhadap sumberdaya hutan melalui perjanjian PHBM dan mendapat 
perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut sekaligus melalui perjanjian tersebut 
masyarakat berhak mendapat pembagian hasil hutan dan terhindar dari ketentuan sepihak 
Perum Perhutani KPH Saradan. Bentuk pelaksanaan PHBM di wujudkan dengan perjanjian 
kerjasama juga memberikan suatu keamanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat 
sekitar hutan dimana hal tersebut untuk menghindarkan kemungkinan buruk yang akan 
dialami seperti pemutakhiran kebijakan oleh Perum Perhutani yang justru merugikan  
masyarakat sekitar hutan seperti pencabutan ketentuan sharing sepihak ketika panen kayu 
jati setelah masyarakat merelakan menjaga tegakan dan bentuk kesewenang-wenangan lain 
yang merugikan masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut dengan sendirinya mampu membuat 
masyarakat lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan karena 
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masyarakat merasa memiliki ketergantungan sekaligus merasakan keuntunga dari sumber 
daya hutan sehingga masyarakat akan berusaha menjaga kelestarian hutan. 
 Pelaksanaan PHBM itu sendiri masih belum sempurna menjangkau seluruh wilayah 
desa hutan di wilayah kerja Perum Perutani KPH Saradan karena baru 25 desa hutan dari 39 
desa hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Saradan yang artinya jangkauan PHBM 
baru mencapai 64, 10% wilayah desa hutan dan masih memerlukan sosialisasi dan upaya 
untuk menarik minat desa hutan tersebut agar bersedia bekerjasama, belum lagi tuntutan agar 
aspek Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PHBM lebih fleksibel dari masyarakat 
sehingga menuntut Perum Perhutani KPH Saradan agar lebih berperan sebagai fasilitator dan 
institusi yang  responsif dan memandang hutan sebagi suatu kesatuan ekosistem dimana 
ketimpangan yang terjadi akan merusak seluruh kesatuan tesebut sebagaimana tujuan ketiga 
kebijakan PHBM.  
Jangkauan pelaksanaan PHBM yang belum mencakup seluruh desa hutan tersebut 
merupakan indikasi nyata bahwa  tujuan kedua dan ketiga kebijakan PHBM yaitu 
meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak 
berkepentingan belum  terwujud secara penuh, karena desa hutan yang belum mengikat 
perjanjian PHBM dengan Perum Perhutani KPH Saradan berarti masih menggunakan 
kebijakan lama sehingga peran serta dan tanggung jawab masyarakat desa hutan tersebut 
menjadi tidak optimal. Kondisi semacam ini sebenarnya secara tidak langsung merugikan 
Perum Perhutani KPH Saradan saradan sendiri karena di wilayah yang belum tersentuh 
PHBM tingkat penjarahan kayu yang terjadi sangat tinggi karena masyarakat enggan 
melibatkan diri dalam pengamanan hutan (atau malah terlibat dalam menjarah kayu) lantaran 
mayarakat merasa bahwa toh nantinya yang mendapatkan keuntungan hanyalah Perum 
Perhutani KPH Saradan saja dan tidak ada keuntungan bagi masyarakat, apalagi masih 
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diterapkannya sistem silvi culture di wilayah non PHBM sekalipun dalam taraf yang tidak 
seketat era sebelum PHBM.  
Tujuan terpenting dari PHBM poin ke enam yaitu ”meningkatkan usaha-usaha 
produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari” kurang terjamah oleh Perum 
Perhutani KPH Saradan sekalipun seluruh masyarakat yang menjadi responden mengakui 
bahwa pendapatan mereka meningkat sekalipun peningkatannya berbeda kecuali di desa 
Klangon yang berhasil sangat baik dengan usaha-usaha produktif dan peningkatan 
kesejahteraan secara signifikan. Program peningkatan usaha produktif menuju masyarakat 
mandiri tersebut jarang di laksanakan di desa hutan lain sekalipun rutin mengadakan 
penyuluhan dan layanan informasi namun minus upaya peningkatan usaha produktif 
masyarakat desa hutan, pengembangan usaha produktif yang dilaksanakan selama ini 
berkesan konvensional dengan hanya pemberian ternak kambing bergilir maupun pinjaman 
modal lunak sebagaimana keterangan dari bapak Ahmad dari desa Sugihwaras (wawancara 
tanggal 25 Mei 2008) ”ada bantuan dari Perhutani untuk beli kambing dan bantuan 
pinjaman lunak Rp. 400.000 ”  dan keterangan bapak Purwantoro dari desa Sugihwaras 
(wawancara tanggal 15 Mei 2008) ”Bantuan PUKK (pinjaman usaha kecil) dan pengadaan 
bibit Planery (semaian rimba campuran) maupun kerjasama menanam hutan dengan 
bayaran tinggi” namun ada pula yang sama sekali tidak menerima bantuan apapun kecuali 
penyuluhan padahal dibutuhkan seperti di ungkapkan bapak Mardi dari desa Gesong 
(wawancara tanggal 24  Mei 2008) ”tidak ada bantuan sama sekali tapi anggota LMDH 
seperti saya ini dapat pengarahan dan pembinaan rutin sebulan sekali”. Program 
peningkatan usaha produktif tersebut kurang memadai apalagi program tersebut kurang 
merata di seluruh desa hutan yang mengikat perjanjian PHBM, namun ada pula bantuan 
peralatan yang diperlukan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan produktif yaitu mesin 
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pengering oven namun salah penempatan sebagaimana di ungkap bapak Rudi dari desa 
Klangon (wawancara tanggal 24 Mei 2008) ”Saya dengar ada bantuan mesin oven 
Pengering Porang yang sangat dibutuhkan waktu musim rendeng, mesin oven itu sekarang 
ditempatkan di Ngeluyu Nganjuk padahal pusat porang kan di sini, kenapa kok mesin itu di 
tempatkan di sana?”  
Dalam hal usaha-usaha produktif yang di laksanakan Perum Perhutani KPH Saradan 
selama ini kurang memperhitungkan kondisi sosiologis bahw masyarakat sekitar hutan 
selama ini memiliki suatu kelemahan yang mendasar yaitu terbatasnya kemampuan 
berinovasi untuk menciptakan produk-produk baru yang memiliki daya saing tinggi melalui 
kegiatan usaha produktif maupun kurangnya pengetahuan terhadap komoditas pertanian yang 
ekonomis serta terbatasnya kemampuan untuk mengakses informasi mengenai pasar. 
Sehingga bila pun masyarakat sekitar hutan ada yang memiliki kemampuan dan inovasi 
dalam produk tertentu akan mengalami kesulitan pemasaran. Pemasaran memiliki peran vital 
bagi masyarakat desa hutan karena seproduktif apapun mereka tidak akan bisa meningkatkan 
kesejahteraan apalagi dengan memakai indikator Indeks Pembangunan Manusia tanpa 
mereka punya akses terhadap pemasaran yang menguntungkan, pentingnya pemasaran untuk 
hasil hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan merupakan kunci utama 
dari kesuksesan masyarakat desa hutan Klangon sebagimana diungkapkan ketua LMDH 
Pandan Asri sekaligus Kades Klangon menanggapi kiat sukses desa Klangon dengan hasil 
Porang hampir tujuh milyar sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan 
masyarakat desa Klangon yaitu bapak Suwaji (wawncara tanggal 29 Mei 2008) ”Pemasaran 
(Porang) lancar jadi masyarakat mboten awang tani Porang, dengan harga basah 1600-
1800/kg, kering 11000/Kg dan kesejahteraan cukup ada bantuan oven dari disperindag, 
yang penting hutan aman dan masyarakat sejahtera”.  (Pemasaran porang lancar sehingga 
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masyarakat tidak ragu menanam porang, dengan harga basah 1600-1800/kg dan kering 
18000/kg dan kesejahteraan cukup dan ada bantuan oven dari disperindag, yang penting 
hutan aman dan masyarakat sejahtera). Keinginan masyarakat desa hutan untuk mendapatkan 
bantuan akses pemasaran dari pihak Perum Perhutani KPH Saradan dinyatakan oleh bapak 
Armadi dari desa Gemarang (wawancara tanggal 28 Mei 2008) ”Kalau bisa Perhutani kasih 
bantuan menjual panenen kami seperti empon-empon, jagung, dll. Panenan hasil mbaon di 
hutan nyade nipun angel, menawi panen mesti jeblok. Perhutani kan punya jaringan luas”. 
(Kalau bisa  Perhutani memberi bantuan menjualkan hasil panen kami seperti empon-empon, 
jagung, dll. Hasil bertani di hutan sulit (bagi kami) menjualnya, kalau panen pasti harganya 
jatuh. Perhutani kan memiliki jaringan luas). 
Keinginan masyarakat sekitar hutan untuk dapat menikmati kesejahteraan melalui 
akses terhadap pemasaran merupakan sesuatu hal yng wajar karena pemasaran adalah hal 
yang paling sulit di akses oleh masyarakat desa hutan baik karena ketiadaan insfrtuktur 
maupun kekurangan informasi. Apabila masyarakat desa hutan memiliki usaha produtif yang 
mampu meningkatkan kesejahteraan maka denga sendirinya tujuan poin ketujuh yaioti 
”mendukung peningkatan Indeks pembangunan manusia dengan indikator tingkat daya beli, 
tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan ” akan dapat dicapai oleh masyarakat. . Tujuan 
poin ketujuh baru mencapai peningkatan daya beli karena pendapatan masyarakat meningkat 
baik melalui sharing kayu, bantuan-bantuan dan keleluasaan bertani di area hutan namun 
peningkatan pendidikan dan tingkat kesehatan belum tercapai karena memang Perum 
Perhutani KPH Saradan secara teknis tidak memiliki kompetensi dan sumber daya untuk hal 
tersebut tetapi Pemdalah yang memilki kemampuan tersebut sehingga kerjasama dengan 
Pemda merupakan sebuah keniscayaan yang harus ditempuh. Pilihan untuk menjadikan 
masyarakat sebagai mitra melalui Program PHBM ini apabila Perum Perhutani KPH Saradan 
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mampu mengakomodasi secara proporsional, keinginan dan kondisi maupun kepentingan 
para stake holder, Masyarakat sekitar hutan serta mampu menyesuaikan dengan perencanaan 
pengembangan wilayah oleh Pemda akan mampu membuat Perum Perhutani KPH Saradan 
semakin mudah mencapai tujuan utama PHBM melalui kerjasama tersebut yaitu 
meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan sejahtera dengan 
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dengan  indikator tingkat daya, 
pendidikan dan tingkat kesehatan. 
Masyarakat sekitar hutan apabila merasakan manfaat dari lestarinya hutan  melalui 
pengelolaan sumber daya hutan maka dengan sendirinya masyarakat memiliki kesadaran 
untuk menjaga kelestarian hutan karena kelestarian hutan juga membuat masyarakat sekitar 
hutan sejahtera secara ekonomi dan bukan justru termarginalkan dalam pengelolaan sumber 
daya hutan sebagaimana di masa lalu sekaligus di saat bersamaan Perum Perhutani KPH 
Saradan merehabilitasi dan mereboisasi lahan hutan rusak yang luasnya masih ribuan 
hektare. 
Kebijakan PHBM memiliki maksud pemberdayaan yang merupakan suatu proses 
pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan yang atau kemampuan kepada 
masyarakat sekitar hutan agar menjadi lebih berdaya sekaligus suatu proses dialogis yang 
setara sehingga berdasar hal tersebut diatas maka pelaksanaan penyerahan sebagian privilege 
yang selama ini hanya dimiliki Perum Perhutani KPH Saradan tersebut adalah bertujuan 
untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dan dengan demikian tampak secara jelas 
bahwa dalam pengelolaan sumber daya pun Perum Perhutani KPH Saradan memerlukan pula 
partisipasi masyarakat dan tujuan PHBM itu akan tercapai apabila masyarakat juga mendapat 
kemanfaatan dari hutan dan bukan malah memarginalkan mayarakat dan agar kebijakan 
PHBM dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan maka Perum Perhutani KPH 
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Saradan tetap memerlukan bantuan dan kerjasama yang integral baik dengan mayarakat desa 
hutan, denga Pemda maupun dengan stake holder lain sehingga tanpa partisipasi aktif para 
pihak melalui kerjasama yang setara denga mengembangkan sikap saling berbagi maka 
kebijakan PHBM tidak akan pernah mencapai hasil sebagaimana diharapkan. 
 
  2.   Upaya Yang Di Tempuh Perum Perhutani KPH Saradan dalam pencapaian 
tujuan PHBM dan Latar Belakang Pelaksanaan Upaya Tersebut. 
Sebagai sebuah kebijakan publik yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang 
maka penulis dalam membahas kebijakan PHBM yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH 
Saradan menggunakan pendapat Soetandyo Wignyosoebroto tentang 5 konsep hukum 
sebagaimana dikembangkan Setiono (Setiono, 2005 : 21-22) adalah sebagai berikut : 
1. Hukum adalah asas-asas moral atau keberanian dan keadilan yang bersifat kodrati 
dan berlaku universal (atau menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam). 
2. Hukum merupakan nurma positif dalam sistem perundang-undangan hukum 
nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan hakim inconcreto dan tersistem sebagai judge 
made law. 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi  mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum dalam benak manusia). 
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Penulis dalam melaksanakan penelitiannya mendasarkan pada konsep hukum yang 
ke-5 yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi antara mereka (hukum yang ada dalam benak manusia). 
Konsep hukum ini dalam kaitan ini mempelajari bukan semata-mata sebagai produk 
dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang memiliki otoritas yang kemudian 
diformulasikan kedalam bentuk perundang-undangan tetapi hukum sebagai perilaku sosial ( 
I Nyoman Nurjaya, 2002 : 4). 
Penulis dalam penelitiannya menggunakan kajian studi antropologis mengenai 
hukum, hal ini karena hukum bukanlah semata-mata sebagai suatu produk dari individu / 
sekelompok orang yang punya otoritas membuat peraturan perundang-undangan atau 
bukanlah suatu institusi yang terisolasi dari aspek lain, karena itu hukum muncul sebagai 
fakta khas yang menekankan empirik, ekspresi atau perilaku sosial masyarakat termasuk 
penyelesaian kasus sengketa merupakan ekspresi dari hukum yang secara nyata berlaku 
dalam masyarakat (I Nyoman Nurjaya, 2002 : 7). 
Penulis dalam melaksanakan penelitian bukan hanya membahas UU  No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dan juga Peraturan Pelaksanaan PHBM (SK Direksi No. 136 / 
KPTS / DIR 2001 dan SK Direksi 268 / KPTS / DIR 2007) dan petunjuk pelaksanaannya 
saja namun juga sikap dan pandangan masyarakat  karena hukum dan kebijakan publik 
(dalam pengelolaan sumber daya hutan) bukanlah suatu yang terisolir dari aspek kultur / 
kebudayaan melainkan produk dari relasi sosial dalam sistem kehidupan masyarakat, 
karena itu hukum yang muncul sebagai fakta yang lebih menekankan empirik, ekspresi dan 
perilaku sosial masyarakat dan dalam penyelesaian sengketa adalah ekspresi dari hukum 
yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Perilaku-perilaku masyarakat juga menjadi 
wahana sosial untuk mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang 
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terkandung dibalik perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat terhadap pengaturan-
pengaturan sosial apabila diobservasi dan dicermati merupakan unit-unit analisa yang dapat 
digunakan untuk menjelaskan prinsip dan norma hukum yang mengatur perilaku warga 
masyarakat ( I Nyoman Nurjaya, 2002 : 7-3) 
Perum Perhutani dalam melaksanakan kebijakan PHBM tentu saja memerlukan 
dasar hukum karena sebuah kebijakan publik harus tetap memperhatikan unsur hukum dan 
tidak boleh bersebrangan satu dengan lainnya atau dapat dikatakan bahwa kebijakan publik 
itu sebagai upaya membantu atau memperlancar penerapan hukum (Rechtoepassing) 
(Muchsin & Fadillah Putra, 2002 : 87). 
Hukum (dan juga kebijakan publik) dapat di gunakan sebagai instrumen untuk 
menata kehidupan sosial di dalam masyarakat dan dibutuhkan peranannya pula dalam 
masalah pengelolaan sumber daya hutan dan interaksi atasnya, hukum dibentuk atas dasar 
antara dunia ideal yang hendak diwujudkan dengan realita sosial, keadaan ideal 
memberikan kontribusi terhadap penetapan tujuan yang ingin dicapai dan cara serta upaya 
yang dipandang efektif dalam mencapainya, sedangkan realita sosial memberikan batasan 
agar penetapan tujuan dan cara yang diinginkan tetap berpijak pada kondisi dan nilai yang 
berkembang di masyarakat, tanpa mempertimbangkan relita sosial maka akan muncul 
kesenjangan sosial dan gap akan muncul antara hukum dengan realita dimasyarakat 
sehingga menimbulkan perasaan yang tidak adil bagi masyarakat karena hukum yang 
terbentuk tidak mencerminkan kondisi dan nilai sosial yang terdapat di masyarakat (Nur 
Hasan Ismail, 2000 : 1). 
Contoh tepat dari kurang diperhatikannya realita sosial adalah Undang-Undang No. 
5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang sangat sentralistik di mana penerapan 
hukum disektor pengelolaan sumberdaya hutan di laksanakan dengan mengesampingkan 
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realita sosial dan kultur masyarakat dan bahkan memarginalkannya sehingga menimbulkan 
akibat buruk : 
1. Kelestarian hutan dalam arti meningkatnya produktivitas lahan hutan tidak tercapai dan 
terjadi degradasi sumberdaya hutan. 
2. Munculkan konflik antara Perum Perhutani (KPH Saradan), Pemerintah,  dengan 
masyarakat sekitar hutan. 
3. Terganggunya akses penduduk atas sumber daya hutan yang pada akhirnya 
menyebabkan mayarakat sekitar hutan menjadi miskin dan tidak berdaya. 
Permasalahan yang terjadi pada akhirnya menjadi legal problem dimana UU No. 05 
Tahun 1967 menjadi tidak lagi sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga harus 
digantikan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dengan maksud mengatur tentang 
penetapan, pengurusan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (San Afri Awang, 2000 : 1-2).  
Hukum (dan juga kebijakan) pengelolaan sumber daya hutan juga dipengaruhi oleh 
tiga unsur sebagaimana di ungkapkan Lawrence M. Friedman berpendapat ada tiga unsur 
sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum (dalam Esmi Warassih, 2005 : 30) 
yaitu : 
a. Komponen struktur hukum 
Yaitu kelembagaan yang diciptakan sistem hukum dengan berbagai macam fungsi 
dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini 
dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan 
terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Dalam hal ini yang disebut 
struktur hukum sekaligus pelaksana kebijakan PHBM adalah Perum Perhutani KPH 
Saradan. 
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Berkaitan dengan aspek institusi pelaksana dalam penerapan kebijakan PHBM ini 
maka menuntut kehati-hatian yang ekstra dari pengambil keputusan/Administrator 
Perum perhutani KPH Saradan untuk memilih personel yang dianggap kapabel dan 
mampu mengembannya sekaligus memilih upaya-upaya yang relevan untuk mencapai 
tujuan dan melaksanakan upaya-upaya yang di anggap perlu guna mencapai tujuan dari 
kebijakn PHBM, termasuk pula dalam struktur hukum adalah pemerintah daerah dan 
dinas terkait. Persoalan struktural semacam ini tentulah harus dipikirkan secara matang 
oleh pengambil keputusan lantas ditunjang dengan perhatian pada bagaimana institusi 
Perum Perhutani KPH Saradan dan para personelnya yang telah ditunjuk itu mampu 
secara optimal mengimplementasikan PHBM, ini juga berkaitan dengan aspek 
manajerial  yang ada pada Perum Perhutani KPH Saradan, termasuk pula bagaimana 
upaya Perum Perhutani KPH Saradan mencapai tujuan PHBM dalam keadaan kondisi 
SDM masyarakat sekitar yang masih kurang punya kemampuan untuk terlibat dan turut 
serta sebagai mitra maupun SDM Perum Perhutani KPH Saradan yang belum memadai 
seperti di ungkapkan oleh bapak Ir. Yusuf Zein selaku Kaur Humas Perum Perhutani 
KPH Saradan (wawancara tanggal 27 April 2008) :  
”Ketika kami melaksanakan PHBM sebenarnya SDM dan kondisi kepegawaian 
kami kurang mendukung karena dari 582 pegawai kami ini 149 orang berpendudukan 
SMP dan 128 orang SD sedangkan 277 orang SMA, yang memiluku kialufikasi sarjana 
hanya 28 orang. Hampir separuh berkualifikasi minimal. Kondisi ini menyulitkan juga, 
karena kadang program dari KPH tidak dipahami bahkan oleh pegawai kami, jadi 
dalam melaksanakan PHBM harus bertahap ” 
 
 Perum Perhutani KPH Saradan selaku lembaga struktural harus berupaya untuk 
terlebih dahulu memberikan pemahaman, sosialisasi dan pelatihan untuk aparatnya agar 
memahami kebijakan PHBM yang di laksanakan oleh Perum Perhutani KPH Saradan. 
Selain peningkatan SDM aparaturnya Perum Perhutani KPH Saradan juga 
berkewajiban mengupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan meliputi 
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pengembangan SDM melalui penyuluhan dan layanan informasi, pelatihan dan maupun 
pengembangan kelembagaan LMDH dan yang terpenting adalah berusaha untuk 
mencari informasi tentang komoditas yang diperlukan (ekonomis) sekaligus akses 
terhadap pasar sekaligus membuka ruang kembangnya ide-ide dan menjamin 
pengakuan terhadap posisi, kepentingan dan keterlibatan masyarakat sekitar hutan 
dalam pengelolaan hutan (Faisal H. Fuad, 2000 : 33). 
Menurut Lineberry (dalam Muchsin & Fadillah Putra, 2002 : 102) ada empat 
elemen implementasi kebijakan publik yang harus ada berkaitan dengan komponen 
struktur dan kaitannya dengan hukum, yaitu : 
1. Pembentukan unit organisasi dan staf pelaksana 
Tanpa adanya penentuan yang jelas atas unit pelaksana dari implementasi 
kebijakan publik maka implementasi kebijakan publik menjadi kabur karena tanpa 
keberadaan unit pelaksana maka pelaksanaan kebijakan publik tidak akan dapat 
dijalankan. Sebuah produk hukum atau kebijakan publik baru dapat diterapkan 
dengan baik apabila ada kepastian adanya institusi yang ditunjuk untuk 
melaksanakannya. Kaitan elemen ini dengan hukum terletak pada mekanisme 
pertanggung jawabannya. Maksudnya adalah dengan ditunjuknya unit institusi 
pelaksana dari implementasi kebijakan publik itu maka juga diberikan legitimasi 
yang kuat sehingga dalam menjalankan tugasnya ia punya dasar kuat disamping itu 
dengan hukum pula maka pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan 
organisasi pelaksana ini dapat diproses dengan jelas (Mucsin & Fadillah Putra, 2002 
: 103). 
 Perum Perhutani KPH Saradan Saradan menunjuk unit pelaksana bagian 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai nit yang bertanggung jawab 
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melaksanakan PHBM, Perum Perhutani KPH Saradan juga membentuk tim 
“Sukses” PHBM yaitu Tim Penggerak dan Pembina PHBM KPH Saradan dan 
dilegitimasi dengan Surat Keputusan Administratur Perum Perhutani KPH Saradan 
No. 27/KPTS/SRD/II/2007 sebagai dasar dalam menjalankan tugas. Tim pelaksana 
PHBM diberi wewenang melaksanakan sosialisasi, pembinaan, koordinasi dengan 
stake holder, melaksanakan PHBM dan sekaligus bersama stake holder lainnya, 
penunjukkan tim ini diperbarui tiap 2 tahun (rolling) agar tidak menalami stagnasi, 
sedangkan untuk pelanggaran ada sanksi internal sebagimana diatur dalam 
keputusan Direksi Perum Perhutani 268/KPTS/DIR/2007 tentang PHBM Plus 
dalam membentuk tim pelaksana PHBM plus selain tentu sanksi pidana apabila 
terlibat tindak pidana (seperti illegal logging) sebagaimana diungkapkan bapak 
Dodi, S.E selaku KSS PSDH Perum Perhutani KPH Saradan (wawancara tanggal 23 
April 2008) :  ”PHBM secara teknis di bawah unit Pengelolaan Sumber Daya 
Hutan (PSDH), tapi karena cakupan tugasnya luas maka dibentuk juga tim 
pelaksana atau istilah disini ’tim sukses’, dengan SK administratur No. 
27/KPTS/SRD/II/2007. setiap dua tahun diperbarui”   
2. Penjabaran tujuan kedalam berbagai petunjuk pelaksanaan (Standart Operating 
Procedures /SOP) 
Sistem di Indonesia mengenal istilah petunjuk pelaksanaan (juklak) dan 
petunjuk teknis (juknis) yang merupakan panduan bagi unit organisasi dalam 
melakukan kebijakan publik, unit-unit yang ditunjuk tidak boleh menyimpang dari 
SOP. SOP ini dapat berfungsi baik bila dilingkupi dasar hukum yang memadai, 
tanpa ada kekuatan hukum dari SOP maka akan mudah dilanggar oleh para 
implementing agent (pelaksana), hukum disini berperan mengendalikan kepatuhan 
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para implementing agent pada SOP yang ada (Mucsin & Fadillah Putra,  2002 : 
103). 
Perum Perhutani KPH Saradan dalam upaya melaksanakan PHBM dan 
mencapai tujuan PHBM memerlukan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman tekni 
agar kebijakn PHBM nantiny tidak melenceng dari tujuan tang hendak dicapai. 
Kebijakan PHBM di laksanakan bawah petunjuk pelaksanaan (SOP) yang  
dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan yang memiliki kekuatan hukum 
mengikat kedalam (Perum Perhutani KPH Saradan) yaitu berupa  keputusan Kepala 
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No. 285 / KPTS / II / 2004 tentang petunjuk 
pelaksana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. SK ini adalah 
pedoman teknis bagi Unit dan KPH untuk melaksanakan PHBM. 
3. Koordinasi dan pembagian tugas 
Elemen ini menitik beratkan pada proses teknis di lapangan selama 
implementasi, dalam elemen ini yang penting adalah bagaimana para implementing 
agent menerapkan strategi-strategi dalam pekerjaannya, strategi yang paling pokok 
adalah bagaimana mengatur koordinasi antar mereka, pembagian tugas dan 
mengadakan hubungan dengan pihak ekstern dalam melaksanakan tugas. 
Kemampuan ini mencerminkan kerapian kerja dan performance lembaga tersebut. 
Hukum dalam hal ini bersifat pasif, ia muncul hanya ketika dalam proses ini ada 
pihak yang dirugikan apabila ada yang ingin menuntut keadilan maka hukum baru 
akan bertindak. 
Tim penggerak PHBM dalam upaya melaksanakan PHBm memerlukan 
sosialisasi dan kerjasama dengan LMDH dan stake holder lain yang hanya dapat 
dicapai dengan memerlukan proses dialogis dan memperlakukan stake holder 
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sebagai mitra sejajar dan secara bersama merumuskan PHBM maupun aspek teknis 
lainnya dan juga menyediakan ruang penyelesaian konflik yang elegan, praktis, 
cepat efisien dan transparan dan menjamin manajemen atas kesepakatan para pihak, 
kesetaraan dan akses bagi mekanisme pengelolaan sumber daya hutan bersama 
masyarakat (Faisal H. Fuad, 2000 : 35). 
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan 
Pengalokasian sumber maksudnya adalah terletak pada bagaimana sumber-
sumber yang ada dapat dialokasikan dan dikelola dengan adil, justru pada elemen 
ini kehadiran hukum begitu penting karena banyak sekali resiko pelanggaran oleh 
implementing agent untuk membatasi akses dan peran masyarakat, oleh karena itu 
hukum diperlukan agar segala penyimpangan atas sumber-sumber ini dapat ditindak 
secara tegas. Masa orde baru pengelolaan sumber daya hutan bertumpu pada 
penguasaan negara secara sentralistis dan memarginalkan masyarakat sekitar hutan 
dengan security approach berlebihan yang justru menjadi bom waktu ditambah 
dengan instrumen-instrumen sosial yang difungsikan sebagai penjaga keamanan 
hutan melalui jalur sosial, skema yang ditawarkan justru lebih mengedepankan 
kepentingan keamanan hutan yang menutup akses masyarakat yang justru 
menimbulkan perlawanan hebat ketika negara melemah (Hery Santoso, 2002 : 9). 
Pengalokasian dan pengelolaan sumber daya hutan menurut kebijakan 
PHBM adalah hal yang penting agar PHBM dapat mencapai tujuan sebagaimana 
yang diharapkan dengan cara bersama dan berbagi dimana masyarakat sekitar hutan 
dan stake holder (juga Perum Perhutani KPH Saradan) juga memiliki akses pada 
penentuan kebijakan publik  disektor pengelolaan sumber daya hutan, Perum 
Perhutani (KPH Saradan) sebagai instansi struktural perlu membuka diri dan 
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merelakan beberapa “privilege” yang selama ini dimiliki sebagai wakil pemerintah 
dalam mengelola hutan dan membagi peranan dengan jujur melalui PHBM karena 
tanpa pengelolaan bersama secara adil niscaya sejarah akan berulang dimana Perum 
Perhutani (KPH Saradan) justru mengalami kerugian sangat besar akibat penerapan 
kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang keliru dimasa lalu. (Hery Santoso, 
2002 : 3-4). 
b. Komponen substansi hukum 
Merupakan output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-
keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur dan yang diatur, komponen 
substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup, dan bukan hanya aturan yang 
ada dalam Undang-Undang saja). Sebuah peraturan sebagai suatu substansi hukum 
yang baik memerlukan persyaratan tertentu, yaitu : 
1. Pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai tujuan yang dicita-citakan 
dan kondisi serta nilai sosial yang berkenaan dengan obyek yang diatur lebih lanjut 
apakah pemahaman tersebut mencerminkan masyarakat yang kepentingannya terkait. 
2. Keinginan untuk memadukan dan mengakomodasikan secara proporsional antara 
tujuan yang dicita-citakan dan kondisi serta nilai sosial dari semua kelompok tersebut. 
3. Kemauan untuk memahami itu hanya dapat dilakukan secara baik dan proporsional 
apabila pembentukan hukum punya sikap obyektif. Netral dan arif dalam mencermati 
kondisi sosial yang ingin dibentuk dimasa yang akan datang (Nur Hasan Ismail : 2002, 
20) 
Proses pembentukan substansi hukum dinegara modern dewasa ini, termasuk di 
Indonesia dipersiapkan, disusun dan dirumuskan oleh instansi sektoral yang 
bersangkutan dan disahkan oleh pihak yang berwenang, karena itulah substansi hukum 
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kebanyakan didominasi oleh dasar dan kerangka pemikiran yang dimiliki instansi 
tersebut. Sumbangan-sumbangan pemikiran dari masyarakat dan kalangan akdemisi, 
LSM maupun kelompok stake holder lain diperlukan dan dapat saja diakomodir 
disamping tentu saja penetapan pilihan itu berlangsung dalam situasi dan ruang yang 
didalamnya terjadi persaingan kepentingan diantara kelompok berbeda. Sebagian 
mewakili kepentingan instansi sektoral, sebagian bisa jadi akibat keuntungan dari 
kebijakan tersebut dan ada pula kepentingan dari masyarakat yang terabaikan. 
Proses persaingan inilah yang akan menentukan pilihan cita-cita, keinginan, 
kondisi dan nilai sosial sekaligus arah pengembangan substansi hukum. Jika dalam 
proses itu didominasi kepentingan kelompok tertentu maka substansi hukum itu hanya 
akan dirasakan oleh kelompok tersebut (Nur Hasan Ismail, 2000 : 21) 
Ketentuan substansi hukum UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memang 
sudah lebih akomodatif dibandingkan UU No. 05 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Kehutanan, namun UU No. 41 Tahun 1999 masih merupakan aturan das sollen saja 
yang darinya terkandung potensi dan harapan untuk melakukan perubahan pengelolaan 
sumberdaya hutan yang lebih responsif terhadap masyarakat sekitar hutan dan 
kepentingannya (diterapkannya community forestry), namun potensi dan harapan itu 
tidak akan dapat terwujud menjadi kenyataan tanpa adanya implementasi kebijakan 
pengelolaan sumber daya hutan yang mampu membuka akses masyarakat terhadap 
sumber daya hutan dengan pola hubungan kemitraan yang simbiosis mutualisme dan 
bila demikian (dipengaruhi vested interest yang tidak sehat) maka ketentuan substansi 
UU No. 41 Tahun 1999 tersebut hanya menjadi simbol mati dari harapan yang ada 
ketika Undang-Undang Tahun 1941 tentang kehutanan hanya menjadi kata-kata indah 
yang tercantum dalam laci para birokrat kehutanan. (Nur Hasan Ismail, 2002 : 10). 
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c. Komponen kultural 
Komponen kultural menurut Friedman (Dalam Warassih, 2005 : 30) adalah 
sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran dan 
harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu sosial dan 
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan 
disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. 
Kultur hukum inilah yang menghubungkan / menjadi penghubung antara peraturan 
hukum dengan tingkah laku hukum warga masyarakat. 
Hukum di bidang pengelolaan sumberdaya hutan pun telah membuktikan bahwa 
mengabaikan komponen kultural yang terdapat dalam masyarakat adalah hal yang 
sangat keliru karena mengabaikan kultur dalam masyarakat hanya akan menjadikan 
hukum tersebut mati secara dini karena tidak dapat diterapkan. Hukum dan kebijakan 
(pengelolaan sumber daya hutan) yang demikian, yang tidak sesuai dengan kultur 
masyarakat dan (ternyata) masyarakat juga menyadari bahwa hukum dan kebijakan 
(pengelolaan sumber daya hutan) yang ada ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat (terhadap akses kepada sumber daya hutan) 
atau bahkan lebih parah lagi bahwa hukum dan kebijakan publik yang sedang 
diimplementasikan tersebut merugikan masyarakat maka masyarakat akan menghambat 
dan melakukan penolakan atas hukum dan kebijakan yang sedang diimplementasikan, 
penolakan masyarakat ini menghambat (dan bahkan menghentikan) kebijakan publik 
yang sedang berjalan ini (Muchsin & Fadillah Putera, 2002 : 100)  
Aspirasi dan kultur masyarakat sekitar hutan yang tidak diakomodatif dalam 
hukum tentang pengelolaan sumber daya hutan dimasa lalu pun juga didukung 
kebijakan sektor kehutanan yang memandang sebelah mata aspirasi masyarakat sekitar 
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hutan yang pada lahirnya menimbulkan kesenjangan (gap) yang lebar antara keinginan 
masyarakat dengan pemikiran dan program-program kegiatan dan kebijakan sektor 
kehutanan (Hasanu Simon, 1999 : 12) 
Pentingnya kultur hukum menurut Friedman (dalam I Nyoman Nurjaya, 2002 : 
15) adalah menjadi motor penggerak yang memberi masukan kepada unsur struktur 
hukum dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum. Jadi dengan mengkaji 
substansi struktur dan budaya hukum sebagai satu kesatuan maka akan dapat dipahami 
situasi bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. 
Implementasi suatu kebijakan publik (seperti PHBM) hampir dapat disamakan 
dengan implementasi suatu hukum dimana ada faktor-faktor yang menyebabkan dan 
mempengaruhi implementasi tersebut, termasuk pula implementasi Undang-Undang No. 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan dan implementasi kebijakan PHBM oleh Perum Perhutani 
KPH Saradan yang merupakan wujud dari pelaksanaan pasal 28 ayat (1-4) UU No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan yang mengakui peranan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan 
sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus 
melestarikan hutan dengan jiwa berbagi dengan mengembangkan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya hutan yang berbasis pada masyarakat sebagai upaya untuk 
mengatasi masalah penjarahan dan illegal logging yang terjadi di wilayah KPH Saradan 
secara besar-besaran dan terang-terangan pada sebagai akibat dari buruknya hubungan dan 
interaksi antara Perum Perhutani KPH Saradan yang mengelola hutan dengan masyarakat 
sekitar hutan. Hubungan antara Perum Perhutani KPH Saradan dengan masyarakat sekitar 
pada masa sebelumnya bukanlah hubungan kemitraan (Co-Ownership) tetapi hubungan sub-
ordinasi dimana masyarakat sekitar hutan di sub-ordinasikan di bawah Perum Perhutani KPH 
Saradan sehingga sama sekali tidak memiliki kemampuan bernegosiasi (bargaining power) 
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apalagi terlibat dalam perencanaan dan akses terhadap sumber daya hutan (Sigit Sapto 
Nugroho, 2004 : 127) kecuali bila sedang melaksanakan kerja-kerja kehutanan. 
Konflik yang terjadi juga muncul akibat berbagai kebijakan Perum Perhutani 
KPH Saradan yang Top-down dimana aparat Perum Perhutani KPH Saradan yang selama ini 
menduduki posisi sebagai pemegang otoritas tunggal selaku pengelola hutan di wilayahnya 
belum mampu secara faktual menjembatani dialog yang setara, sebagai mitra yang sejajar 
dalam suatu proses yang demokratis dan terbuka, sehingga upaya-upaya yang di laksanakan 
Perum Perhutani KPH Saradan dalam mencapai tujuan PHBM memunculkan kecurigaan 
pula terhadap posisi Perum Perhutani KPH Saradan yang mengesankan bahwa PHBM 
sebenarnya adalah untuk kepentingan Perum Perhutani KPH Saradan sendiri dan hanyalah 
urusan birokrasi dan tidak memihak masyarakat seperti kebijakan-kebijakan sektor 
pengelolaan hutan terdahulu yang disalah-gunakan untuk menjaga keamanan hutan melalui 
jalur sosial serta tidak adanya usaha menempatkan diri sebagai fasilitator secara serius, 
kecurigaan tersebut di ungkapkan bapak Tukimin dari desa Bulu (wawancara tanggal 28 Mei 
2008) : ”PHBM kan programnya Perhutani agar masyarakat tidak mblandong (menjarah 
hutan) lagi, kalau di teruskan (menjarah hutan), hutan pasti rusak dan akhirnya Perhutani 
juga pasti rugi besar”.   
Ketimpangan dalam hubungan maupun interaksi yang terjadi antara Perum 
Perhutani dengan masyarakat menimbulkan konflik yang tidak jarang berujung kekerasan, 
hal ini merupakan suatu fakta sejarah yang menuntut untuk segera ditemukan solusi dan titik 
terang bagi upaya penyelesainnya (Faisal H. Fuad, 2000 : 33) 
Hukum pengelolaan sumber daya hutan di era orde baru dimanfaatkan untuk 
melayani kepentingan penguasa dan pemegang ijin pengelolaan sumber daya hutan dengan 
tanpa mempertimbangkan kultur dan aspirasi masyarakat sekitar hutan yang juga sangat 
cxli 
bergantung pada sumber daya hutan, hukum dalam hal ini ditempatkan sebagaimana istilah 
nonet sebagai servant of repressive power (hukum untuk melayani kekuasaan yang represif) 
(dalam I Nyoman Nurjaya, 2002 : 14) 
Permasalahan yang terjadi menuntut upaya serius dari Perum Perhutani KPH 
Saradan untuk melaksanakan kebijakan PHBM yang memberi pengakuan secara utuh 
terhadap hak-hak masyarakat tersebut yaitu PHBM, implikasi dari kebijakan pengelolaan 
sumber daya hutan bersama masyarakat adalah kewajiban untuk mengakomodasi masyarakat 
sekitar hutan tidak saja sekedar berpartisipasi namun juga mitra sejajar dan sebagai pelaku 
utama pengelolaan sumberdaya hutan bersama-sama dengan Perum Perhutani (KPH 
Saradan) yang selama ini berperan sebagai pengelola tunggal dibidang pengelolaan 
sumberdaya hutan (Hasanu Simon, 1999 : 126).  
Sebelum PHBM terlaksana Perum Perhutani KPH Saradan mengalami krisis 
kepercayaan dengan masyarakat sekitar hutan maupun dengan stake holder lainnya dimana  
pada waktu itu berkembang sikap saling menuduh yang berujung konflik berupa penjarahan 
besar-besaran pada interval waktu tahun 1998-2002. Perum Perhutani KPH Saradan berharap 
bahwa Program PHBM yang berparadigma Community Forestry dapat memulihkan 
kepercayaan masyarakat sekitar hutan maupun stake holder lainnya untuk selanjutnya dapat 
bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya hutan sebagai mitra sejajar dengan kolaborasi 
sinergis dan berjiwa berbagi termasuk berbagi kayu yang sebelumnya menjadi hak mutlak 
Perum Perhutani KPH Saradan. 
Kerja sama yang dilaksanakan perum perhutani KPH Saradan dengan MDH dan 
stake holder lainnya memerlukan sikap saling percaya sehimgga upaya memulihkan 
kepercayaan masyarakat sekitar hutan adalah hal yang mulak agar kebijakan PHBM dapat 
mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dan untuk itu agar timbul kepercayaan maka 
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upaya pertama adalah menunjukkan transparansi maupun kesungguhan Perum Perhutani 
KPH Saradan sebagai pemegang ijin pengelolaan hutan untuk mau menjalin kerja sama dan 
kemauan untuk duduk sejajar dan saling menghargai kemauan untuk mendengar pihak lain 
sekaligus merubah perilaku dan paradigma lama sebagian pegawai dan aparat Perum 
Perhutani KPH Saradan untuk menjadi fasilitator dari pada menjadi ”penguasa” yang 
sewenang-wenang dan sekaligus mengutamakan pendekatan kesejahteraan (prosperity 
approach) menggantikan pendekatan keamanan yang hanya menyulut ketidak-puasan yang 
berujung pada konflik dan duduk bersama sebagai mitra yang sejajar dan bukan pendekatan 
top-down atau mensub ordinasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya 
hutan, pentingnya rasa saling percaya antara Perum Perhutani KPH Saradan, Masyarakat 
desa hutan maupun stake holder lain ini diungkapkan Bapak Dodi, SE. Selaku KSS PSDH 
Perum Perhutani KPH Saradan (wawancara tanggal 23 April 2008) : 
”KPH Saradan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada saling percaya dengan 
masyarakat desa hutan maka program apapun yang di laksanakan KPH Saradan pasti 
gagal, Pendekatan kesejahteraan lebih relevan dari keamanan disamping karena rasio 
Polhut terbatas 1 orang : 800 hektare juga karena masyarakat menjarah hutan karena 
tekanan ekonomi ”. 
 
Kerjasama dan sinergi antara Perum Perhutani KPH Saradan ,masyarakat desa 
hutan maupun stake holder dilaksanakan dalam wadah PHBM yang merupakan program 
community forestry meliputi prinsip Co-Ownership:  
Didasari pandangan bahwa baik Perum Perhutani KPH Saradan maupun 
masyarakat sekitar hutan memiliki persamaan yaitu sama-sama memanfaatkan sumber 
daya hutan dan sama-sama memiliki ketergantungan dengan sumber daya hutan sehingga 
hutan menjadi kawasan bersama dan secara bersama pula mengadakan perlindungan hutan 
karena rusaknya hutan akan merugikan kepentingan bersama. Kawasan hutan adalah 
sesuatu yang berharga dan dijaga bersama seolah menjadi pemilik bersama sehingga 
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nantinya akan timbul kesadaran. Kebijakan PHBM sebagai sebuah kebijakan pengelolaan 
sumber daya hutan yang berparadigma community forestry dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip sebagai berikut. 
a. Prinsip Co-Operation 
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan secara bersama yang dilakukan dengan 
kerjasama antara seluruh komponen baik Perum Perhutani KPH Saradan, masyarakat 
sekitar hutan maupun stake holder lainnya, kerjasama ini dilakukan karena baik 
masyarakat sekitar hutan maupun Perum Perhutani KPH Saradan adalah pengelola 
bersama dan saling membutuhkan dimana Perhutani dengan kemampuan yang terbatas 
membutuhkan masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan serta melaksanakan 
kegiatan mengelola sumber daya hutan sedangkan masyarakat membutuhkan 
pemberdayaan, informasi dan fasilitator karena Perum Perhutani KPH Saradan memiliki 
SDM, Infrastruktur dan kemampuan manajerial yang tidak di miliki  masyarakat. 
b. Co-Management 
Pengelolaan sumber daya hutan dilaksanakan antara Perum Perhutani KPH 
Saradan dengan masyarakat sekitar hutan dan stake holder dengan status sebagai 
kemitraan, manajemen pengelolaan dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat dan 
stake holder secara bersama, status kemitraan berarti adanya kedudukan yang sama dan 
setara serta bukan lagi mengub-ordinasikan dan memanfaatkan ketidak berdayaan 
masyarakat. 
c. Co-Responsibility 
  Keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama antara Perum 
Perhutani KPH Saradan dengan masyarakat sekitar hutan maupun stake holder lainnya 
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sehingga kelestarian kawasan hutan pun menjadi tanggung jawab bersama (Budi Riyanto, 
2005 : 47). 
 Masyarakat sekitar hutan pada umumnya memiliki hubungan yang erat dengan 
hutan yang ada di wilayahnya dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap hutan, 
dimana masyarakat memandang bahwa hutan mampu memecahkan masalah kebutuhan 
hidup mereka melalui pencairan kayu bakar, berburu, sebagai bahan bangunan (kayu) dan 
mengumpulkan makanan ternak maupun bertani di dalam hutan  (Esperansa HS dan San 
Afri Awang, 2001 : 13) menjadi terbatas aksesnya di era orde baru sehingga pemenuhan 
kebutuhan ekonomi mereka terdesak sekaligus merasa terancam akibat pendekatan 
keamanan  yang tidak jarang  adalah kekerasan terhadap masyarakat oleh polisi hutan 
Perum Perhutani KPH Saradan. Pendekatan keamanan dan kebijakan silvi culture yang 
merugikan masyarakat sekitar hutan membuat masyarakat sekitar hutan menjadi tersisih, 
miskin dan tak berdaya pada akhirnya pun menyulut sikap curiga dan perlahan masyarakat  
merasa tidak puas dan tidak percaya terhadap Perum Perhutani KPH Saradan apalagi hal 
ini berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat merasa terhalangi, terlebih 
lagi program-program kehutanan sosial yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH Saradan 
dimasa orde baru dan ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat akibat 
minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan kecuali dalam kerja-kerja 
kehutanan sebagai buruh. 
 Permasalahan yang terjadi juga menyebabkan timbulnya rasa jengkel masyarakat 
sekitar hutan manakala untuk kegiatan mbaon pun dihalangi dan diancam karena dianggap 
mengganggu pertumbuhan jati yang menganut sistem silvi culture hutan jati walaupun 
masyarakat tidak menyentuh/menebang sedikitpun apalagi jika tanaman jati ada yang 
hilang urusan bakal panjang karena berurusan dengan aparat hukum. Mengumpulkan 
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rencek jati ditanah pun beresiko menyebabkan berurusan dengan hukum sebagaimana 
keterangan oleh bapak Yatman dari desa Dawuhan (wawancara tanggal 28 Mei 2008) : 
 “Jangan kayak dulu lagi main ancam pakai polisi segala. Padahal kami ini cuma 
mau mbaon aja dihalangi dan diancam, sopo ra mangkel mas, yo di ketok ae jatine, tapi 
mboten kathah mas asal cekap damel nedo. Tidak semua (aparat) Perhutani main ancam, 
yang baik juga ada ”. 
(Jangan seperti dulu lagi dengan memakai ancaman polisi. Padahal kami ini cuma 
mau bertani di hutan saja dihalangi dan diancam, siapa yang tidak jengkel mas, ya sudah 
di potong saja jatinya tepi tidak banyak asal cukup untuk makan saja. Tidak semua 
(aparat) Perhutani suka mengancam, yang baik juga ada). 
 Akumulasi dari itu semua terjadi di era akhir orde baru dimana akibat krisis 
ekonomi membuat kekangan yang sebelumnya kuat dengan pendekatan keamanan pada 
akhirnya runtuh dan akumulasi permasalahan pun meledak dengan hebat dan tanpa bisa di 
cegah, rangkaian pengrusakan areal hutan dengan tujuan menyelamatkan dapur akibat 
tekanan ekonomi, akibat jengkel dengan Perum Perhutani KPH Saradan sebagaimana 
ungkapan bapak Yatman tersebut ataupun sebagian memang berniat mengail untung 
ketika ada kesempatan yang seringkali berujung konflik pun kerap terjadi. Perum 
Perhutani KPH Saradan akhirnya menyadari bahwa untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut maka diperlukan upaya penghapusan sistem silvi culture melalui sebuah diskresi 
dan dengan merubah kultur state forestry menjadi community forestry dengan pendekatan 
kesejahteraan (prosperity approach) yang menggantikan pendekatan keamanan (security 
approach) sekaligus membuka diri terhadap perubahan yang terjadi disertai upaya-upaya 
teknis untuk mengembalikan keadaan hutan seluas 7.795,7 hektare yang rusak dengan 
rehabilitasi lahan hutan dan reboisasi sekaligus menjaga kelestariannya, sikap Perum 
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Perhutani KPH Saradan yang sebelumnya sangat feodalistik dan tidak peduli pada aspek 
sosial dalam mengelola sumber daya hutan (kesejahteraan masyarakat) serta hirarkis 
diupayakan untuk menjadi responsif, akuntabel dan membuka partisipasi masyarakat. 
Program PHBM tersebut merupakan wujud nyata dari upaya tersebut dan melalui Program 
PHBM Perum Perhutani KPH Saradan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi tersebut dan menyadari bahwa selain hutan ada pula pihak yang juga sangat perlu 
untuk dirangkul dan di libatkan karena tanpa keterlibatan masyarakat sekitar hutan maka 
Perum Perhutani KPH Saradan tidak akan dapat meraih visi Perum Perhutani yaitu 
pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, 
efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk 
kesejahteraan masyarakat dengan memandang hutan sebagai suatu kesatuan ekologi dan 
sosial dan bukan hanya dari aspek produksi kayu saja (meninggalkan paradigma timber 
growing business melalui kebijakan PHBM).  
 Perum Perhutani KPH Saradan menerapkan PHBM pertama kali dengan berdasar 
surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/ KPTS/DIR/2001 tentang 
pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) dan selanjutnya diperbarui 
dengan SK No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pdoman PHBM Plus. kebijakan berupa 
PHBM secara teknis dilaksanakan dengan berdasarkan kepada surat keputusan Kepala 
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor 285/KPTS/II/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dimana dengan juklak 
ini ketentuan-ketentuan dan kebijakan PHBM mendapat penjelasan secara rinci sehingga 
dapat memudahkan Perum Perhutani KPH Saradan dalam melaksanakan PHBM di 
wilayah KPH Saradan. 
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 Perum Perhutani KPH Saradan mengelola pangkuan hutan seluas 37.287,7 hektar 
hutan yang berada di empat kabupaten yaitu kabupaten Madiun, Bojonegoro, Ngawi dan 
Nganjuk. Pemangkuan hutan yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH 
Saradan juga terkait dengan 39 desa hutan dan terdapat 25 desa hutan yang telah menjalin 
kemitraan dengan Perum Perhutani KPH Saradan sejak tahun 2004 dengan keterangan 
sebagai berikut hingga akhir 2007. 
Tabel Realisasi Desa Pangkuan Hutan PHBM Sampai Akhir 2007 
Sampai 2004 Sampai 2005 Sampai 2006 Sampai 2007 
No KPH 
Jumlah 
Desa Hutan Desa % Desa % Desa % Desa % 
1. Saradan 39 Desa 7 17,95 7 17,95 1 2,56 10 25,64 
Jumlah  7 17,95       
Total 25 64,10 
  
Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 39 desa hutan yang telah menjalin kemitraan 
dengan Perum Perhutani KPH Saradan dalam Program PHBM hingga akhir 2007 
mencapai 25 desa hutan atau 64,10% dari keseluruhan desa hutan yang ada sekaligus 
membuktikan bahwa program PHBM sebagai sebuah community forestry merupakan 
sebuah wacana terbuka dan sukarela karena itulah dalam kebijakan ini Perum Perhutani 
KPH Saradan  tidak dapat memaksakan kehendak pada seluruh desa hutan untuk ikut 
PHBM seperti era sebelumnya, menurut bapak Dodi, SE. (wawancara tanggal 23 April 
2008) : 
”PHBM adalah program sukarela yang dapat dipilih untuk diterapkan maupun 
tidak oleh masyarakat desa hutan, KPH Saradan tidak dapat memaksakan untuk 
menerapkan PHBM secara paksa, oleh karena itulah setelah beberapa tahun PHBM 
baru mencapai 25 desa hutan dari 39 desa hutan di wilayah KPH Saradan” . 
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Kebijakan PHBM sebagai suatu system pengelolaan sumber daya hutan dengan 
kolaborasi sinergis demi mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan 
merupakan pola kemitraan dan kerja sama secara sukarela bukan dalam hubungan atasan-
bawahan dan dilaksanakan dengan pola dialogis dan partisipatif aktif dari masyarakat 
desa hutan melalui suatu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan terbuka peluang 
lebar untuk secara bersama memanfaatkan sumber daya hutan melalui perjanjian 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani KPH 
Saradan dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani KPH Saradan masyarakat desa 
hutan dengan pihak stake holder, tanpa upaya dialogis dan partisipasi aktif dengan desa 
operasional perjanjian dimana para pihak duduk sejajar maka implementasi PHBM 
menjadi tak ubahnya instrumen-instrumen konvensional yang tidak mengubah keadaan 
(Hery Santoso, 2002 : 62). Membicarakan suatu kebijakan publik seperti PHBM berarti 
berbicara tentang bagaimana proses yang ada dalam PHBM tersebut baik pada formulasi 
implementasi maupun evaluasinya dan berkaitan pula dengan bagaimana struktur 
organisasi maupun evaluasinya maupun bagaimana orang-orang dalam PHBM itu 
bekerja dalam mewujudkan tujuan OHBM yang hendak dicapai dan efektifitasnya. 
Perum Perhutani KPH Saradan dalam melaksanakan kebijakan  PHBM 
memerlukan formulasi dan memerlukan pengkajian agar kebijakan PHBM sesuai kultur 
masyarakat dan diterima masyarakat sehingga kebijakan PHBM akan dapat mencapai 
hasil sebagaimana yang diharapkan, pentingnya aspek perencanaan bagi Perum Perhutani 
KPH Saradan ini di ungkapkan bapak Ir. Yusuf Zein selaku Kaur Humas (wawancara 27 
April 2008) : 
 ”Ketika ada SK 136 (136/KPTS/DIR/2001) tentang PHBM, pihak KPH segera 
Musyawarah karena ini kan hal yang benar-benar baru untuk KPH, pihak KPH ketika 
sepakat program ini berpeluang secara teknis sebagai solusi masalah kami asal 
terlaksana dengan baik. KPH Saradan langsung membuat perencanaan, lantas kami 
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sosialisasikan, walau disambut pesimis masyarakat. PHBM baru dapat di uji 2003 
setelah KPH dapat meyakinkan Kades Bringin, Ngawi”. 
 
Formulasi dan pengkajian kondisi masyarakat desa hutan berlangsung hampir 
satu tahun antara 2001-2002 dan uji coba yang untuk pertama kali di desa hutan Bringin 
Kabupaten Ngawi yang disambut pesimis, sekalipun banyak pihak masih pesimis, apatis 
dan tidak percaya bahwa Perum Perhutani KPH Saradan mau kerja sama dan melibatkan 
peran partisipatif masyarakat sebagai mitra sejajar sebagaimana ungkapan bapak Ir. 
Yusuf Zain tersebut, oleh karena itu Perum Perhutani KPH Saradan perlu melibatkan 
masyarakat secara penuh dan simultan, bukan sebagai bawahan yang tidak mempunyai 
akses terhadap kebijakan publik tetapi sebagai mitra sejajar yang juga berhak untuk 
terlibat sejak kebijakan masih dalam perencanaan sekalipun kemampuan SDM 
masyarakat sekitar hutan belum memadai namun bukan berarti harus di bodohi, tetapi 
diberikan akses untuk peningkatan SDM sekaligus ruamg untuk secara bersama terlibat 
dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan. Keterbatasan SDM masyarakat sekitar 
hutan seperti diakui oleh bapak Dodi, S.E. selaku KSS PSDH Perum Perhutani KPH 
Saradan (wawancara 23 April 2008) ketika menceritakan pengalaman dalam kajian desa 
partisipatif : 
 “Kebanyakan masyarakat desa hutan ketika diadakan sosialisasi PHBM maupun 
dalam kajian desa partisipatif banyak yang pasif dan sebagian besar inisiatif kegiatan 
berasal kami mewakili KPH  karena secara SDM kebanyakan petani hutan belum siap 
untuk diajak bersama merumuskan suatu konsep secara terperinci”.  
 
 
Pelaksanaan dan prosedur  PHBM dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut : 
1.   Pengenalan PHBM 
a. Sosialisasi  
 Sosialisasi tentang apa itu PHBM dan bagaimana PHBM kepada semua pihak terkait 
baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, diharapkan bahwa masyarakat 
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dan stake holder bersedia untuk berperan serta dalam PHBM dan dalam tahap ini 
Perum Perhutani KPH Saradan bertindak aktif menawarkan pola PHBM pada 
masyarakat maupun stake holder. 
b. Membangun kesepahaman 
 Setelah dilaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak terkait maka 
diharapkan masyarakat mempertimbangkan program PHBM, apabila tertarik dapat 
dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, namun bila tidak maka tidak mengapa lantaran 
program PHBM ini merupakan penawaran sukarela. 
2. Pembentukan Kelembagaan 
Apabila masyarakat tertarik dengan konsep yang ditawarkan Perum Perhutani 
KPH Saradan dan berminat untuk bekerjasama maka masyarakat dapat membentuk 
lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) atau mengaktifkan LMDH sebagai wadah 
kerja sama. Pembentukan LMDH dilaksanakan masyarakat sendiri di desa hutan dan 
berdasar mekanisme yang berlaku didalam masyarakat, untuk selanjutnya membuat 
AD-ART dan mencatatkan LMDH tersebut agar menjadi badan hukum resmi 
dihadapan notaris sehingga mendapat akta notaris. Pembentukan kelembagaan ini 
dilaksanakan melalui musyawarah desa yang pertemuan ini dilaksanakan oleh warga 
masyarakat. Sistem musyawarah mufakat dan dihadiri oleh kades beserta perangkatnya 
dan masyarakat desa hutan sendiri untuk tujuan membangun persepsi tentang PHBM 
dan program AD/ART LMDH serta upaya pembentukan organisasi masyarakat 
pengelola sumber daya hutan MPSDH atau LMDH. 
3. Penyusunan Penetapan Kawasan Hutan Pangkuan Desa 
  Masyarakat sekitar hutan melalui MPSDH atau LMPH bersama-sama 
dengan Perum Perhutani KPH Saradan secara bersama-sama menyusun kawasan hutan 
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pangkuan desa yaitu kawasan dimana hutan negara secara administratif masuk dalam 
wilayah desa tersebut. Menurut petak-petaknya dan potensinya secara lengkap sehingga 
mencerminkan suatu unit pengelolaan hutan di desa dan hasil dari itu Perum Perhutani 
KPH Saradan menyusun daftar kawasan hutan yang mencakup petak, luas dan potensi 
hutan di desa tersebut. Tahap berikutnya adalah masyarakat bersama pihak Perum 
Perhutani KPH Saradan melakukan pengecekan ke lapangan untuk menentukan 
kecocokannya agar tidak timbul sengketa di belakang hari baik antara masyarakat 
dengan Perum Perhutani KPH Saradan atau masyarakat desa tersebut dengan penduduk 
desa lain dan membuat peta desa pangkuan sebagai wilayah kerjasama antara MPSDH / 
LMDH dengan Perum Perhutani KPH Saradan. Tahap-tahap pelaksanaan PHBM juga 
dikemukakan oleh Kaur Humas Perum Perhutani KPH Saradan bapak Ir. Yusuf Zein  
(wawancara tanggal 27 April 2008) : 
”Pelaksanaan PHBM berlangsung beberapa tahap, seperti sosialisasi resmi 
yang telah kami laksanakan 39 kali, juga melalui pertemuan eksternal sebanyak 12 kali 
dengan stake holder, Penyusunan kesepahaman di tentukan sendiri oleh masyarakat 
desa hutan dan kami prinsipnya menyetujui jika memang tidak bertentangan dengan 
aturan dan kelembagaan LMDH dibentuk sendiri oleh masyarakat, adapun penetapan 
kawasan pangkuan hutan kami cocokkan dulu dengan data kami baru di ukur agar 
tidak terjadi masalah dengan warga desa hutan lain” 
 
Seluruh tahapan dalam penetapan kawasan hutan pangkuan desa tersebut 
dilakukan sebelum terjadinya penandatangan Memory of Understanding (MoU) sebagai 
pendahuluan perjanjian kerja sama PHBM antara Perum Perhutani KPH Saradan 
dengan LMDH/MPSDH. 
Memory Of Understanding (MOU) antara LMDH dengan Perum Perhutani 
KPH Saradan dilaksanakan dan didalam MOU itu disepakati hal-hal teknis maupun 
hak-hak dan kewajiban para pihak, yaitu Perum Perhutani KPH Saradan, masyarakat 
sekitar hutan melalui LMDH dan stake holder lainnya didalam MOU ini juga 
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disebutkan secara rinci lokasi dan obyek yang akan di PHBMkan yaitu petak-petak 
hutan yang menjadi petak hutan pangkuan desa yang dituangkan dalam berita acara 
bersama serta mulai kapan kerjasama berlangsung serta mekanisme penyelesaian 
sengketa apabila terjadi sengketa. 
MoU adalah tahap awal dari terjadinya Memory Of Agreement (MoA) atau 
perjanjian PHBM yang disepakati para pihak dimana perjanjian dan persetujuan kerja 
sama ini dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani 
KPH Saradan dengan obyek perjanjian sebagai berikut : 
1. Petak-petak hutan pengakuan desa dengan tidak merubah status kawasan hutan. 
2. Hak-hak dan kewajiban para pihak. 
3. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang melanggar perjanjian baik itu 
Perum Perhutani KPH Saradan maupun LMDH. 
4. Ketentuan bagi hasil / sharing hasil hutan baik kayu maupun non kayu dari 
kawasan hutan pangkuan desa. 
5. Obyek kegiatan dan jenis kegiatan pengelolaan hutan dalam bingkai PHBM yang 
dilaksanakan. 
6. Mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara para pihak. 
  
Masyarakat sekitar hutan melalui wadah LMDH akan sangat diuntungkan dalam 
program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat apabila Perum Perhutani KPH Saradan 
benar-benar serius dan memfasilitasi masyarakat dengan program-program 
pengembangan SDM, Pendampingan dan Pembinaan bagi masyarakat sekitar hutan agar 
lebih mampu dan berdaya guna, memiliki kemandirian serta pada akhirnya meningkatnya 
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan termasuk pula berupaya melaksanakan 
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pendekatan kesejahteraan dan pembinaan SDM masyarakat maupun berburu informasi 
komoditas ekonomis dan jalur pemasarannya dan mensosialisasikan pada masyarakat 
sekitar hutan sekalipun bukan tupoksi Perhutani KPH Saradan dan pada saat yang sama 
mengurangi lahan kosong / rusak di kawasan hutan dengan program rehabilitasi hutan 
maupun reboisasi dan menjaga kelestarian secara partisipasif dan memberi akses pada 
masyarakat untuk turut serta terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan dengan 
sharing/berbagi hasil hutan.  
Jumlah gangguan keamanan dan illegal logging yang terjadi di wilayah KPH 
Saradan semakin menurun apabila partisipasi masyarakat meningkat, senakin banyak 
masyarakat desa hutan yang tertarik dengan PHBM dan diakomodasi dengan baik oleh 
Perum Perhutani KPH Saradan maka semakin rendah angka illegal logging dengan 
penurunan jumlah kehilangan pohon menurun 4.356 pohon (26%) dan penurunan nilai 
sebesar 2.284.241.000 (51%) ketika jumlah LMDH yang mengikat perjanjian PHBM 
meningkat dari 15 desa hutan menjadi 25 desa hutan karena Penawaran sharing kayu 
membuat masyarakat desa hutan benar-benar memproteksi tegakan / pohon karena jika 
hutan lestari maka masyarakat juga mendapat hasil besar. Adapun tingkat illegal logging 
setelah PHBM dan tingkat penurunannya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut : 
Tabel Gangguan Keamanan & Illegal Logging Tahun 2005-2006 
Tahun 2005 Tahun 2006 
Bulan Jumlah 
Pohon 
Nilai Kerugian Jumlah 
Pohon 
Nilai Kerugian 
Januari 2.398 524.022.000 1.515 280.313.000 
Pebruari 1.538 822.649.000 847 175.075.000 
Maret 1.257 299.030.000 609 174.153.000 
April 1.511 508.974.000 818 146.839.000 
Mei 1.484 378.778.000 1.107 77.316.000 
Juni 1.373 412.558.000 1.541 361.811.000 
Juli 1.140 346.725.000 974 200.998.000 
Agustus 1.389 338.372.000 1.147 204.439.000 
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September 1.563 359.714.000 1.196 124.982.000 
Oktober 1.431 303.262.000 1.363 258.767.000 
Nopember 1.609 212.868.000 1.211 218.018.000 
Jumlah 16.693 4.506.952.000 12.328 2.222.711.000 
Sumber : Perum Perhutani KPH Saradan 
Pemanfaatan sumber daya hutan bersama masyarakat sebagai suatu proses 
pengelolaan yang kolaboratif memerlukan suatu kejelasan hak, peran, tanggung jawab 
dan hubungan antara para pihak, dengan adanya kejelasan ini sehingga diharapkan terjadi 
rasa saling percaya dan selanjutnya memudahkan kerjasama antara Perum Perhutani KPH 
Saradan dan masyarakat sekitar hutan sekaligus secara bersama menciptakan ruang-ruang 
partisipasi publik terhadap sumber daya hutan sekaligus upaya penyediaan mekanisme 
penyelesaian apabila terjadi sengketa secara adil. Kejelasan ini diperlukan agar ketika 
melaksanakan PHBM masing-masing pihak mempunyai peran yang mampu 
menghasilkan sinergi dan bukan konflik, oleh karena itulah sebelum pelaksanaan PHBM 
warga sekitar hutan melalui LMDH dan Perum Perhutani KPH Saradan melakukan 
penyusunan rencana PHBM dengan model partisipatif melalui Pengkajian Desa 
Partisipatif (Bintara, 2003 : 34-35), Penandatangan MoU maupun perjanjian kerja sama 
PHBM yang isi MOU dan perjanjian tersebut sesuai dengan hasil musyawarah antara 
Perum Perhutani KPH Saradan dengan warga maupun dengan stake holder diakta 
notaris-kan agar tidak timbul sengketa dan memiliki kekuatan hukum serta secara 
bersama melakukan inventarisasi sumber daya hutan dan potensi hutan sebagai dasar 
pembentukan kekuasaan kawasan hutan pangkuan desa. 
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilakukan Perum Perhutani KPH Saradan 
melalui pembukaan akses dan kerja sama dengan Masyarakat sekitar hutan, Pemda 
maupun stake holder untuk mengelola hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan, 
kebijakan ini diambil juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 
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kehutanan pasal 68, pasal 69 dan pasal 70, yaitu : pertama, hak-hak masyarakat untuk 
menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, kedua, masyarakat turut 
berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, misalnya : a) memanfaatkan 
sumber daya hutan dan hasil hutan, b) mengetahui rencana peruntukan hutan (rencana 
kebijakan pengelolaan hutan), c) memberi informasi, saran dan monitoring dalam 
pembangunan kehutanan, d) melakukan pengawasan di bidang kebijakan pengelolaan 
hutan. Ketiga, masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga 
kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. 
Kebijakan PHBM yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH Saradan memiliki 
implikasi yang demikian luas karena menyangkut pada terjaminnya akses dan manfaat 
jangka panjang sumber daya hutan di wilayah KPH Saradan untuk masyarakat sekitar 
hutan dan diperlukan jaminan kepastian hak karena masyarakatlah pelaku utama 
pengelolaan hutan. Masyarakat adalah yang paling dekat dengan hutan dan memilik 
interaksi langsung dan karena itulah Perum Perhutani KPH Saradan di harapkan dapat 
menghormati, mengakui dan mendorong kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya 
hutan. 
Kebijakan PHBM yang diambil agar dapat mencapai tujuan tentu saja harus 
membuka peluang-peluang ekonomi yang lebih baik dan adil dengan tetap memanfaatkan 
sumber daya hutan namun harus secara berkelanjutan sebagaimana terjadi di wilayah 
desa Klangon yang memiliki luas 1658,696 Ha yang terdiri dari 1368,300 (82%) berupa 
hutan dibawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Saradan, dan 231,886 Ha (14%) 
berupa tanah pertanian dan sisanya pemukiman dan melalui program PHBM penduduk 
mendapatkan kesempatan mengelola hutan sepanjang tahun (bukan cuma 2 tahun / 
ketentuan lama model silvi culture) dengan membudidayakan porang dimana dari 
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komoditas porang ini warga pada tahun 2007 saja memperoleh Rp. 6.529.000.000,- atau 
enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dengan penduduk sebanyak hampir 3000 
orang, hanya dari hasil porang. Keberhasilan besar yang dicapai Perum Perhutani KPH 
Saradan didesa Klangon dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan 
sekaligus lestarinya hutan (lahan kosong/kerusakan hutan hanya 3% dari area hutan) 
menunjukkan bahwa pengelolaan hutan sudah bukan lagi saatnya hanya mengutamakan 
aspek kayu belaka (timber management) namun harus membuka peluang bagi 
pengembangan komoditas ekonomis oleh masyarakat desa hutan dengan difasilitasi 
Perum Perhutani KPH Saradan dan hal tersebut di jelaskan oleh Ketua LMDH Pandan 
Asri sekaligus Kades Klangon (Wawancara tanggal  29 Mei 2008) : 
”Porang sebenarnya sudah ada sejak dulu lantas dibudidayakan secara liar sejak 
1986 yang cuma tiga hektar, lantas dimintakan ijin tanam ke Perhutani. PHBM dulu 
inisiatif Perhutani karena masyarakat tidak tahu, beda dengan Kelompok Tani Hutan 
(KTH) dulu yang cuma kerja saja, sekarang (era PHBM) kerjasama karena itu 
pendapatan masyarakat naik dan sejahtera karena masyarakat dapat keuntungan. 
Masyarakat juga turut jaga hutan jadi hutan utuh waktu penjarahan, aman saja di sini 
karena masyarakat dapat keuntungann”. 
 
Keberhasilan yang dicapai di desa Klangon salah satunya adalah akibat dari 
layanan informasi oleh Perum Perhutani KPH Saradan yang merupakan salah satu upaya 
ampuh peningkatan kekuatan sosial masyarakat terhadap informasi melalui saluran 
komunikasi yang transparan dan akses kepada pengambilan kebijakan pengelolaan 
sumber daya hutan yang pada akhirnya memungkinkan masyarakat sekitar hutan untuk 
produktif dan sejahtera sekaligus akses ke dalam kebijakan pembuatan keputusan dan 
kebijakan dalam sektor pengelolaan hutan . Potensi sosial masyarakat sekitar hutan yang 
semakin tinggi akan memberi pengaruh positif bagi pengelolaan sumber daya hutan. 
Secara luas pemberdayaan dapat juga pembagian kekuasaan secara adil (equitable 
sharing power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan masyarakat 
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sekitar hutan (melalui kebijakan PHBM) yang lemah dan memperbesar pengaruh mereka 
atas proses dan kebijakan pengelolaan kehutanan dan dengan demikian maka tujuan dari 
perspektif lingkungan yaitu pengamanan sumber daya hutan akan tercapai secara alami 
dengan peran serta masyarakat secara pro aktif dan berdasar atas kesadaran dan 
kepedulian sebagaimana terjadi di desa hutan Klangon dimana masyarakat turut menjaga 
kawasan hutan  dengan kesadaran karena secara alami mendapat keuntungan dari 
kawasan hutan.  
Proses pemberdayaan ini digambarkan oleh Linda Darmayanti Ibrahim (dalam Budi 
Riyanto, 2005 : 53) sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peran Serta Masyarkat 
Perilaku Baru 
· Sikap menerima 
· Bersedia bekerja 
sama 
Kemampuan  
Tindakan kemandirian 
Kepedulian  
Kesadaran 
· Kemiskinan 
· Keterbelakangan 
· Ketergantungan 
· Ketiadaan akses 
Saluran komunikasi 
dan akses kebijakan 
pengelolaan hutan 
Jaringan kerja dan 
pengembangan 
masyarakat 
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Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan kawasan pelestarian 
sekitar hutan sebagaimana desa Klangon adalah karena baik Perum Perhutani (KPH 
Saradan), masyarakat desa hutan maupun pihak stake holder termasuk Pemda mampu 
bekerjasama dengan baik dan mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat desa hutan 
sekaligus hasil dari layanan informasi yang secara intensif diadakan baik oleh Perum 
Perhutani KPH Saradan maupun Pemkab Madiun. 
Menurut Carl J Friedrich (dalam Solichin Abdul Wahab, 2004 : 3) kebijakan 
negara adalah suatu arah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, 
kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 
hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan. 
Kebijakan PHBM yang diambil oleh Perum Perhutani KPH Saradan merupakan 
suatu tindakan yang dilaksanakan oleh suatu institusi yang diberikan / dilimpahi 
kewenangan dalam bidang pengelolaan hutan di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, 
dimana kebijakan PHBM ini di ambil Perum Perhutani sebagai suatu upaya untuk 
menyelesaikan permasalahan yang membelit Perum Perhutani dalam mengelola hutan  
dan memiliki/berorientasi untuk mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan dalam 
keputusan Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman 
pengelolaan sumber daya hutan bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) pasal 3 ayat (2), 
yaitu : 
1. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat plus bertujuan agar : 
a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel 
b. Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, Masyarakat Desa hutan dan 
stake holder terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. 
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c. Meningkatkan Peran Perum Perhutani, Peran dan akses masyarakat desa hutan 
serta pihak stake holder terhadap pengelolaan sumber daya hutan. 
d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan 
pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan. 
e. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah dan stake holder. 
f. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan 
lestari. 
g. Mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan  indikator 
tingkat daya bertingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. 
 
Kebijakan PHBM dan menuntut kemauan serta kejujuran Perum Perhutani KPH 
Saradan karena apabila kebijakan ini disalah gunakan atau dilaksanakan dengan model-
model lama tidak akan berhasil dan mungkin malah menyulut permasalahan baru, namun 
demikian agar masyarakat mampu berpartisipasi maka diperlukan pendampingan dan 
pemberdayaan karena secara jujur bahwa sebagian SDM masyarakat sekitar hutan belum 
mumpuni untuk melakukan bargaining power atau turut terlibat dalam perumusan dan 
mengakses kebijakan publik dibidang pengelolaan sumberdaya hutan. 
Sebagian upaya guna mencapai tujuan kebijakan PHBM sebagaimana diatas 
adalah upaya Perum Perhutani KPH Saradan untuk menjalin hubungan baik dengan 
Pemda dan bekerjasama agar dapat menselaraskan kebijakan PHBM dengan kegiatan 
pembangunan wilayah dan meningkatkan sinergittas dengan Pemerintah Daerah sehingga 
dapat mencapai kelestarian hutan sekaligus kemandirian masyarakat. upaya menjalin 
kerjasama dengan Pemerintah Daerah diperlukan agar dapat mencapai tujuan dari 
kebijakan PHBM sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf (c-d). yaitu menselaraskan kegiatan 
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pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan 
meningkatkan sinergitas dengan Pemda dan stake holder. kerjasama dengan Pemda 
dalam bentuk melalui Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) yang berfungsi sebagai 
sarana komunikasi antara Perum Perhutani dan Pemda. FK PHBM Provinsi mencakup 
wilayah provinsi dan Forum Komunikasi PHBM tingkat kota / kabupaten dengan 
wilayah kota / kabupaten dimana kerja sama ini dituangkan dalam perjanjian kerja sama 
yang mempunyai kekuatan hukum. Forum komunikasi ini diperlukan untuk 
menselaraskan kebijakan PHBM dan program pembangunan wilayah sekitar hutan oleh 
Perum Perhutani KPH Saradan sekaligus memberikan bimbingan dan pendampingan 
kepada masyarakat desa hutan untuk dapat terlibat aktif dalam pengelolaan PHBM 
disamping menyusun program pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama 
oleh Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan bersama Pemerintah Daerah. Bagan 
tata hubungan kerja antara Perum Perhutani KPH Saradan, Pemda, maupun stake holder 
lainnya dalam FK PHBM  adalah sebagai berikut : 
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BAGAN TATA HUBUNGAN KERJA FK PHBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 Jalur Kerjasama stakeholders secara tertulis 
 Jalur instruksi 
 Jalur koordinatif 
 Jalur konsultatif 
LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
Pokja – MDH Kelompok Kerja MDH 
BPD Badan Perwakilan Desa 
KRPH Kepala Resort Polisi Hutan 
KBKPH Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan 
KKPH Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan 
POKJA – MDH 
LMDH 
LMDH 
FK PHBM DESA KADES KKPH 
FK PHBM KEC. CAMAT ASPER/KBKPH 
FK PHBM KAB/ 
KOTA 
BUPATI/ 
WALIKOTA 
ADMINISTRATUR 
KKPH 
FK PHBM PROP. GUBERNUR KA. UNIT II 
BPD 
clxii 
Uraian : 
1. Hubungan antara LMDH dengan Administratur / KKPH adalah hubungan kerjasama 
yang saling menguntungkan dalam rangka mengelola sumber daya hutan yang 
dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mempunyai kekuatan hukum. 
2. Hubungan antara FK PHBM Kabupaten / Kota bukan hubungan atasan / bawahan FK 
PHBM Propinsi, dst. 
3. Hubungan FK PHBM Propinsi dengan Gubernur bersifat konsultatif demikian pula 
hubungan FK PHBM Kabupaten dengan Bupati / Walikota, dst. 
4. Hubungan FK PHBM Propinsi dengan Kepala Perum Perhutani Unit II bersifat 
koordinatif demikian pula hubungan FK PHBM Kabupaten / Kota dengan Administratur 
/ KKPH. 
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BAB V  
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan beserta pembahasannya maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) baru dapat  mencapai 
sebagian dari tujuannya sedangkan sebagian tujuan tidak dapat tercapai sesuai harapan. 
I. Tujuan PHBM yang telah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan :
  
a. Program PHBM berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat karena 
seluruh anggota masyarakat yang diteliti oleh peneliti mengakui bahwa 
penghasilan mereka naik setelah PHBM, karena sharing kayu, bantuan, 
penyuluhan dan yang terpenting sebagaimana diungkap masyarakat adalah 
perasaan aman ketika bertani di hutan karena tidak takut di oprak-oprak 
aparat Perum Perhutani KPH Saradan. 
b. Meredanya konflik yang terjadi antara Perhutani KPH Saradan dan 
masyarakat sekitar hutan karena model silvi culture yang kaku tidak 
diberlakukan dengan diskresi melalui kebijakan PHBM dan masyarakat 
dibolehkan bertani maka masyarakat juga bersedia menjaga tegakan jati. 
c.  Berhasil menurunkan angka illegal logging.  
Tingkat Illegal Logging jauh menurun paska PHBM karena masyarakat mau 
menjaga hutan dan mendapat sharing kayu, semakin kayu tegakan utuh 
maka bagian masyarakat juga tinggi, namun masih banyak yang 
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menganggap Perum Perhutani KPH Saradan tidak jujur karena banyak 
masyarakat tidak tahu mekanisme tebangan dan perhitungannya. 
d. Tujuan Kebijakan PHBM menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya 
hutan sesuai kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi sosial masyarakat 
dan meningkatkan sinergitas dengan Pemda telah berhasil dicapai melalui 
Forum Komunikasi PHBM tingkat Kabupaten dengan empat kabupaten.  
II. Tujuan PHBM yang telah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan :
  
a. Tujuan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat desa hutan dengan indikator 
peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu tingkat daya beli, 
tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan melalui peningkatan usaha-usaha 
produktif tidak dapat tercapai sekalipun pendapatan masyarakat sekitar hutan 
meningkat kecuali di desa Klangon dimana indikator peningkatan IPM 
meningkat pesat setelah ada program PHBM. 
b. Kebijakan PHBM belum mencakup seluruh desa hutan diwilayah kerja 
Perum Perhutani KPH Saradan merupakan parameter bahwa kebijakan 
PHBM belum mampu menjangkau seluruh kawasan desa hutan. 
c. Tujuan hutan lestari tidak tercapai karena sebagian kawasan hutan yang rusak 
seluas 7.795,7 hektare akibat illegal logging belum tersentuh rehabilitasi 
lahan hutan dan reboisasi karena keterbatasan kemampuan Perum Perhutani 
KPH Saradan. 
 
2. Upaya – upaya yang ditempuh Perum Perhutani KH Saradan dalam  dalam 
mewujudkan dan mencapai  tujuan PHBM adalah sebagai berikut ? 
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I.          Membentuk dan menunjuk unit pelaksana PHBM berserta personelnya untuk 
melaksanakan PHBM melalui SK Administratur No. 27/KPTS/SRD/II/2007 
II. Melaksanakan PHBM sesuai petunjuk Pelaksanaan PHBM yaitu SK Kepala 
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No. 285/KPTS/11/2004 tentang Juklak 
PHBM. 
III. Berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat desa hutan di wilayah kerjanya 
agar dapat menjalin kerjasama PHBM. 
IV. Mengambil diskresi untuk menghapus penerapan system silvi culture yang 
banyak dikeluhkan masyarakat desa hutan. 
V. Berupaya mengadakan sosialisasi PHBM kepada Masyarakat sekitar hutan di 
39 desa hutan yang ada di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan, Pemda 
maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menjalin kemitraan dalam 
program PHBM. 
VI. Melaksanakan PHBM sesuai dengan prinsip community forestry yaitu prinsip 
co-operation, co-management dan co-responsibility. 
VII. Mengadakan perencanaan dan formulasi PHBM dan serta melakukan kajian 
agar PHBM dapat diterima oleh masyarakat desa hutan, Pemda maupun stake 
holder lainnya. 
VIII. Mengadakan  uji coba PHBM di wilayah desa Bringin, kabupaten Ngawi. 
IX. Bersedia untuk berbagi hasil hutan baik kayu maupun non kayu dengan 
masyarakat desa hutan dimana di era sebelum PHBM tidak pernah di lakukan. 
X. Menjalin kerjasama dengan Pemda di wilayah kerjanya melalui Fkorum 
Komunikasi PHBM agar dapat menselaraskan PHBM dengan program 
pembangunan wilayah oleh Pemda.  
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B. Implikasi  
Dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa PHBM dapat memiliki implikasi sebagai 
berikut: 
1. PHBM sebagai sebuah kebijakan memiliki implikasi positif yaitu menurunnya 
tingkat illegal logging secara signifikan sekaligus memulihkan kepercayaan sebagian 
msayarakat terhadap Perum Perhutani KPH Saradan karena melalui PHBM masyarakat 
memperoleh akses terhadap sumber daya hutan.  
2. PHBM menuntut Perum Perhutani untuk responsif terhadap masyarakat sekitar 
hutan dan berusaha lebih baik karena tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat 
belum tercapai sekalipun telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan 
disamping masih ada kewajiban memulihkan kawasan hutan yang rusak akibat illegal 
logging yang sebagian belum ter-rehabilitasi dan di reboisasi. Sekaligus memperluas 
jangkauan PHBM ke seluruh desa hutan karena hingga kini PHBM belum menjangkau 
seluruh desa hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Saradan agar seluruh masyarakat 
desa hutan menikmati akses terhadap sumber daya hutan secara legal tanpa 
menimbulkan konflik dan kerusakan hutan.     
 
C. Saran  
Administrator Perum Perhutani KPH Saradan adalah seorang administrator yang 
punya kebebasan bertindak maupun melaksanakan kebijakan (diskresi) dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya sehingga hendaknya dapat bertindak dan berinisiatif secara luas, termasuk : 
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1. Melaksanakan suatu kebijakan dapat dilakukan sekalipun tidak diatur dalam 
peraturan asalkan tidak bertentangan dengan hukum untuk mendukung pelaksanaan 
tugas, seperti bersedia menggunakan kekuatan jaringan Perum Perhutani untuk 
mencari info apa saja komoditas yang unggulan secara ekonomis dan membantu 
pemasaran hasil pertanian hutan warga, sekalipun ini tidak diatur tetapi penting 
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warga. 
2.  Sebelum sutau kebijakan dibuat atau dilaksanakan memberikan penjelasan secara 
jelas tentang mengapa kebijakan itu dilaksanakan dan diambil maksudnya dan 
bagaimana bentuk kebijakan itu dengan mewujudkan layanan informasi secara baik 
dan selalu dengan cermat memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat sekitar 
hutan yang sebelum mengambil kebijakan agar tidak kontradiktif antara metode 
yang di ambil dengan keinginan masyarakat sehingga kemungkinan kebijakan bisa 
meraih sukses semakin besar. 
3. Mencoba untuk selalu melibatkan partisipasi masyarakat dengan aktif dan selalu 
mendengar usulan masyarakat untuk dapat mengambil inisiatif-inisiatif brilian 
dengan layanan informasi secara intensif karena tanpa bantuan dan partisipasi aktif 
masyarakat maka pengelolaan sumber daya hutan pasti akan amburadul dan kisruh. 
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